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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan
karunia-Nya, buku ini dapat diselesaikan. Buku “Ekonomi Sumber Daya
Manusia: Strategi Ekonomi untuk Pembangunan Berkelanjutan”, ini
hadir untuk mengupas tuntas interkoneksi krusial antara kualitas sumber
daya manusia (SDM) dan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dalam
mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

Dokumen ini bertujuan untuk memberikan pemahaman
komprehensif mengenai definisi, ruang lingkup, peran strategis,
tantangan, serta solusi optimalisasi sinergi SDM dan SDA sebagai pilar
fundamental bagi kemajuan bangsa. Kami berharap buku ini dapat
menjadi referensi berharga bagi akademisi, praktisi, pembuat kebijakan,
dan seluruh pihak yang berkepentingan dalam mewujudkan visi
pembangunan Indonesia yang adil, inklusif, dan lestari.

Pontianak 6 Juni 2025
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BAB 1

PENDAHULUAN: SDM DAN SDA SEBAGAI
PILAR EKONOMI NASIONAL

Perekonomian suatu negara ibarat bangunan kokoh yang berdiri
di atas fondasi yang kuat. Bagi Indonesia, dua pilar utama yang tak
tergantikan dalam menopang bangunan ekonomi ini adalah Sumber Daya
Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA). Kekayaan alam yang
melimpah ruah, terbentang dari Sabang hingga Merauke, serta populasi
yang besar dengan potensi demografi yang dinamis, sejatinya merupakan
karunia sekaligus modal dasar yang tak ternilai. Namun, sejauh mana
kedua pilar ini mampu dimaksimalkan untuk kesejahteraan bangsa
bergantung pada bagaimana kita mengelola dan menyinergikannya secara
bijaksana.

Bab ini akan mengupas tuntas peran sentral SDM dan SDA
dalam arsitektur perekonomian nasional. Kita akan menyelami definisi
dan ruang lingkup keduanya, menyoroti posisi strategisnya dalam geliat
ekonomi Indonesia, serta menggali tantangan yang timbul akibat
ketergantungan terhadap SDA. Lebih jauh, kita akan membahas
bagaimana SDM, melalui inovasi dan peningkatan kapasitas, memegang
kunci dalam mengubah SDA dari sekadar potensi menjadi nilai tambah
yang nyata. Terakhir, bab ini akan menyoroti keterkaitan erat antara
SDM-SDA dan visi pembangunan berkelanjutan, diakhiri dengan studi
kasus yang merefleksikan realitas pengelolaan SDA di Indonesia dan
kesenjangan kualitas SDM yang masih menjadi pekerjaan rumah
bersama.

A. DEFINISI DAN RUANG LINGKUP SDM DAN SDA
1. Definisi Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) merujuk pada individu-individu
yang berperan aktif dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi
dalam ekonomi. SDM bukan hanya dianggap sebagai tenaga kerja, tetapi
juga sebagai aset yang memiliki nilai tambah. Dalam konteks ekonomi,
SDM memiliki peran kunci karena kualitas dan keterampilan individu
dapat mempengaruhi produktivitas dan inovasi.
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Pentingnya SDM:

a. Pendidikan Formal dan Non-Formal: Pendidikan yang diperoleh
dari institusi resmi (formal) dan pelatihan di luar sistem
pendidikan (non-formal) sangat berpengaruh terhadap kualitas
SDM.

b. Keahlian Teknis: Kemampuan spesifik dalam bidang tertentu,
seperti teknologi informasi atau manajemen produksi, yang sangat
dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi kerja.

c. Etos Kerja: Sikap dan nilai yang dimiliki individu dalam bekerja,
yang dapat mempengaruhi produktivitas dan kinerja organisasi.

d. Kreativitas dan Inovasi: Kemampuan untuk menciptakan ide-ide
baru dan solusi yang efektif dalam menghadapi tantangan pasar.

e. Kemampuan Adaptasi: Kesiapan untuk belajar dan menerapkan
teknologi baru, yang sangat penting dalam era digital dan
globalisasi.

2. Definisi Sumber Daya Alam (SDA)

Sumber Daya Alam (SDA) adalah semua elemen alam yang
dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. SDA
mencakup segala sesuatu dari sumber daya yang dapat diperbarui hingga
yang tidak dapat diperbarui.

Klasifikasi SDA:

a. Biotik: Sumber daya hidup seperti hutan, hewan, dan tumbuhan.
Contohnya, kayu dari hutan yang dapat digunakan untuk berbagai
produk.

b. Abiotik: Sumber daya tak hidup seperti tanah, air, udara, dan
mineral. Contohnya, air sebagai sumber kehidupan dan mineral
yang digunakan dalam industri.

c. Renewable Resources: Sumber daya yang dapat diperbarui, seperti
hasil pertanian dan hutan yang dikelola secara berkelanjutan.
Misalnya, hasil pertanian yang dapat ditanam kembali setiap
musim.

d. Non-renewable Resources: Sumber daya yang tidak dapat
diperbarui, seperti minyak bumi dan gas alam, yang jika
dieksploitasi terus-menerus akan habis.

3. Ruang Lingkup SDM

Ruang lingkup SDM sangat luas dan mencakup berbagai aspek,
yaitu:
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a. Demografi: Memahami struktur penduduk, termasuk rasio
penduduk yang produktif dan non-produktif.

b. Kesehatan: Ketersediaan gizi yang baik dan akses terhadap
layanan kesehatan yang memadai, yang berpengaruh pada
produktivitas tenaga kerja.

c. Pendidikan dan Pelatihan: Kualitas pendidikan yang diterima dan
relevansi pelatihan dengan kebutuhan industri.

d. Produktivitas Tenaga Kerja: Tingkat efisiensi dan hasil kerja dari
tenaga kerja yang ada.

e. Kualitas Kepemimpinan: = Kemampuan manajerial yang
mempengaruhi keputusan dan strategi dalam organisasi.

4. Ruang Lingkup SDA

Pengelolaan SDA melibatkan berbagai aspek yang penting untuk
keberlanjutan, yaitu:

a. Eksplorasi dan Eksploitasi: Kegiatan untuk menemukan dan
memanfaatkan SDA secara berkelanjutan.

b. Konservasi: Upaya untuk menjaga dan melestarikan SDA agar
tidak habis, termasuk perlindungan terhadap spesies terancam
punah.

c. Regulasi Lingkungan: Aturan yang mengatur pengelolaan SDA
untuk melindungi lingkungan.

d. Pemanfaatan Teknologi Ramah Lingkungan: Menggunakan
teknologi yang tidak merusak lingkungan dalam pengelolaan SDA,
seperti energi terbarukan.

5. Hubungan SDM dan SDA

Hubungan antara SDM dan SDA sangat erat. SDA hanya dapat
memberikan nilai ekonomi jika dikelola oleh SDM yang berkualitas.

a. Interdependensi: Kualitas SDM berpengaruh besar terhadap
pengelolaan SDA. Negara dengan SDA melimpah tetapi SDM
berkualitas rendah sering kali mengalami kemiskinan dan
ketidakstabilan ekonomi.

b. Contoh: Negara-negara di Timur Tengah yang kaya akan minyak
tetapi memiliki pendidikan dan inovasi yang rendah sering kali
mengalami masalah sosial dan ekonomi.

6. Teori Terkait SDM dalam Ekonomi

Teori Modal Manusia (Human Capital Theory) yang
dikemukakan oleh Gary Becker menyatakan bahwa investasi dalam
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pendidikan dan kesehatan akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja.
Teori ini menunjukkan bahwa SDM yang terdidik dan sehat akan
berkontribusi lebih banyak pada pertumbuhan ekonomi.

» Kutipan Penting: “The most valuable of all capital is that invested
in human beings.” - Theodore W. Schultz. Ini menunjukkan bahwa
investasi dalam SDM adalah kunci untuk kemakmuran ekonomi.

7. Teori Terkait SDA dalam Ekonomi

Hartwick’s Rule menjelaskan bahwa jika pendapatan dari
eksploitasi SDA digunakan untuk investasi produktif, terutama dalam
pengembangan SDM, maka pembangunan dapat berkelanjutan meskipun
SDA menurun. Ini menekankan pentingnya reinvestasi pendapatan SDA
untuk meningkatkan kualitas SDM.

B. POSISI STRATEGIS SDM  DAN SDA  DALAM
PEREKONOMIAN INDONESIA

1. SDA sebagai Basis Ekonomi

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan SDA. Hal ini
mencakup:

a. Sektor Pertambangan: Sumber daya seperti batubara, emas, dan
nikel yang menjadi penyokong utama PDB.

b. Sektor Kelautan: Potensi perikanan, energi laut, dan pariwisata
bahari.

c. Sektor Pertanian dan Kehutanan: Keanekaragaman hayati terbesar
ketiga di dunia, dengan banyak produk pertanian yang diekspor.

Namun, selama ini SDA lebih banyak diekspor dalam bentuk
bahan mentah daripada produk bernilai tambah, yang mengurangi potensi
ekonomi.

2. SDM sebagai Penentu Daya Saing

Dalam era globalisasi, SDM yang berdaya saing tinggi menjadi
sangat penting. Daya saing ini dipengaruhi oleh:

a. Kemampuan Inovasi: SDM yang mampu menciptakan produk dan
proses baru.

b. Teknologi dan Riset: Kemampuan untuk mengembangkan
teknologi baru yang efisien.

c. Penguasaan Bahasa Asing: Penting untuk bersaing di pasar global.

d. Pengembangan Soft Skills: Keterampilan interpersonal dan
manajerial yang diperlukan dalam dunia kerja.
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Data dari Human Development Index (HDI) menunjukkan
bahwa Indonesia masih tertinggal dibanding negara-negara tetangga
seperti Malaysia dan Thailand dalam hal pendidikan dan literasi.

3. Transformasi Ekonomi

Transformasi ekonomi Indonesia sangat penting untuk mengubah
ketergantungan pada SDA menjadi ekonomi yang lebih beragam. Ini
mencakup:

a. Diversifikasi Ekonomi: Mengembangkan sektor industri dan jasa
berbasis teknologi untuk mengurangi ketergantungan pada SDA.

b. Inovasi dan Teknologi: Mendorong penelitian dan pengembangan
untuk menciptakan produk yang lebih bernilai tambah.

4. Data Empiris dan Perbandingan Global

* Human Capital Index (World Bank 2023): Indonesia berada di
urutan ke-87 dari 157 negara, menunjukkan perlunya peningkatan
dalam pengembangan SDM.

* Sumbangan SDA terhadap PDB: Sektor pertanian, kehutanan, dan
perikanan menyumbang sekitar 12% PDB, tetapi menyerap lebih
dari 30% tenaga kerja nasional, menunjukkan ketergantungan yang
tinggi pada sektor ini.

5. Potensi Unggulan SDA Indonesia

a. Energi Baru Terbarukan: Potensi dalam PLTS, PLTA, dan
geotermal, tetapi memerlukan investasi dan teknologi yang lebih
baik.

b. Kelautan: Dua pertiga wilayah Indonesia adalah lautan, namun
SDM nelayan perlu dilatih untuk memanfaatkan sumber daya
secara efektif.

c. Pertanian Tropis: Terdapat tiga zona agroklimat utama yang dapat
dimanfaatkan untuk pertanian, namun menghadapi tantangan
seperti fragmentasi lahan dan minimnya riset.

C. TANTANGAN KETERGANTUNGAN TERHADAP SDA

1. Resource Curse (Kutukan Sumber Daya)

Negara yang terlalu bergantung pada SDA sering mengalami
kutukan sumber daya, yaitu:

Ciri-cirti:

* Ketergantungan pada ekspor bahan mentah.
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* Korupsi dan tata kelola SDA yang buruk.
* Minimnya inovasi karena nyaman dengan kekayaan alam.

2. Risiko Ekonomi Monosektor

Ketergantungan pada beberapa komoditas utama seperti batubara
dan sawit membuat ekonomi Indonesia rentan terhadap perubahan harga
global. Jika harga komoditas turun, ekonomi nasional akan langsung
terpukul.

3. Kerusakan Ekologis

Eksploitasi SDA sering kali tidak memperhatikan keberlanjutan
lingkungan. Ini dapat menyebabkan:

a. Penebangan Hutan Liar: Mengurangi keanekaragaman hayati.

b. Pencemaran Sungai dan Laut: Merusak ekosistem dan kesehatan
masyarakat.

c. Konflik Lahan: Antara masyarakat adat dan perusahaan yang
mengeksploitasi SDA.

4. Ketimpangan Sosial

Manfaat SDA sering kali tidak dirasakan oleh masyarakat lokal.
Sementara itu, keuntungan besar dinikmati oleh pemodal asing atau elite
nasional, menciptakan ketimpangan ekonomi dan sosial.

5. Kerentanan terhadap Krisis Global

Ketika harga batu bara jatuh, ribuan pekerja di Kalimantan
terkena PHK. Ini menunjukkan bahwa ekonomi daerah yang tidak
terdiversifikasi sangat rentan terhadap:

a. Perubahan Iklim: Yang dapat mempengaruhi hasil pertanian dan

perikanan.

b. Fluktuasi Harga Komoditas: Yang dapat mempengaruhi stabilitas
ekonomi.

c. Sanksi Perdagangan Global: Yang dapat mengganggu aliran
perdagangan.

6. Ketimpangan Wilayah dan Kemiskinan Struktural

Provinsi kaya SDA seperti Papua, Maluku, dan Kaltim justru
memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang rendah. Distribusi
manfaat SDA yang timpang menyebabkan ketimpangan spasial,
urbanisasi, dan konflik agraria.
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D. PERAN SDM DALAM TRANSFORMASI SDA MENJADI
NILAI TAMBAH

1. Pengolahan SDA Berbasis Teknologi

Teknologi berfungsi sebagai penghubung antara SDA dan nilai
tambah. Contohnya:

a. Teknologi Ekstraksi Nikel: Mengubah nikel menjadi bahan baku
baterai kendaraan listrik.

b. Inovasi Pertanian: Pertanian organik dan hidroponik yang dapat
meningkatkan hasil pertanian.

SDM yang mampu mengoperasikan, merancang, dan
mengembangkan teknologi ini sangat diperlukan.

2. Pendidikan dan Pelatihan

Strategi  utama  untuk  meningkatkan @ SDM  adalah
mengembangkan politeknik dan SMK berbasis industri lokal. Lulusan
pendidikan vokasi diharapkan dapat langsung bekerja dan berkontribusi
dalam industri yang relevan dengan SDA setempat.

3. Wirausaha dan Industri Kreatif

SDM juga dapat menciptakan nilai tambah melalui UMKM dan
industri kreatif, seperti:

a. Batik Berbasis Pewarna Alami: Menggunakan bahan lokal untuk
menciptakan produk yang bernilai tinggi.

b. Kerajinan dari Limbah: Menggunakan bahan yang biasanya
dibuang untuk membuat produk baru.

c. Wisata Berbasis Alam dan Budaya Lokal: Mengembangkan
pariwisata yang berkelanjutan dan mendukung ekonomi lokal.

4. Model Negara Maju Tanpa SDA

Studi perbandingan menunjukkan bahwa negara seperti Jepang
dan Singapura, yang hampir tidak memiliki SDA, dapat memiliki PDB
per kapita yang tinggi berkat investasi besar pada SDM. Finlandia juga
berhasil menjadikan industri berbasis pengetahuan sebagai pilar ekonomi.

5. Strategi SDM Berbasis Kearifan Lokal

Pengembangan SDM tidak harus bergantung pada sistem barat.
Banyak masyarakat adat memiliki teknologi dan cara hidup yang
berkelanjutan, seperti:
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» Sasi Laut di Maluku: Praktik pengelolaan sumber daya laut yang
berkelanjutan.

+ Subak di Bali: Sistem irigasi tradisional yang efisien.

* Hutan Adat di Kalimantan: Pengelolaan hutan berdasarkan
kearifan lokal.

Ini dapat disebut sebagai local wisdom-based development, yang
menggabungkan ilmu pengetahuan modern dan tradisi lokal.

E. SDM-SDA DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
1. Konsep Sustainable Development

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang
memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan
generasi mendatang. Ini mencakup aspek sosial, ekonomi, dan
lingkungan.

2. SDM dalam Pengelolaan Lingkungan
SDM yang sadar akan pentingnya lingkungan akan:

a. Mendorong Praktik Industri Hijau: Mengurangi dampak negatif
terhadap lingkungan.

b. Mengelola Limbah dan Emisi: Mengurangi polusi dan
mempromosikan daur ulang.

¢. Mendorong Regulasi Lingkungan yang Ketat: Menjamin bahwa
pengelolaan SDA dilakukan dengan cara yang berkelanjutan.

3. Green Economy dan Blue Economy
Indonesia memiliki potensi luar biasa dalam:

a. Green Economy: Seperti energi terbarukan dari surya, angin, dan
air.

b. Blue Economy: Seperti budidaya laut, ekowisata bahari, dan
bioteknologi laut. Namun, ini hanya dapat dikembangkan bila
SDM memahami potensi dan teknologinya.

4. Keadilan Antar Generasi

Prinsip keberlanjutan menuntut agar SDA dikelola bukan hanya
untuk keuntungan sekarang, tetapi juga mempertimbangkan hak anak
cucu kita. SDM yang berwawasan ke depan harus menjadi pelopor
prinsip ini.
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5. Agenda SDGs dan Peran SDM

Pembangunan berkelanjutan menjadi bagian dari komitmen
global dalam Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya:

a. SDG 4: Pendidikan berkualitas.

b. SDG 7: Energi bersih dan terjangkau.

¢. SDG 12: Konsumsi dan produksi bertanggung jawab.
d. SDG 13: Aksi terhadap perubahan iklim.

SDM menjadi aktor utama untuk mewujudkan target ini.
6. Peran Generasi Muda

Bonus demografi yang dimiliki Indonesia akan menjadi peluang
emas jika generasi muda:

a. Melek Teknologi: Memanfaatkan teknologi untuk inovasi.

b. Berjiwa Inovatif: Menciptakan solusi baru untuk tantangan yang
ada.

c. Peduli pada Lingkungan: Mengembangkan kesadaran akan
keberlanjutan dan konservasi.

Namun, jika SDM-nya tidak diberdayakan, bonus
demografi ini dapat menjadi beban.

7. Ekonomi Sirkular

Model ekonomi yang tidak membuang limbah, tetapi
mengolahnya kembali menjadi bahan baku. Ini hanya dapat berjalan
dengan SDM yang kreatif, disiplin, dan melek lingkungan.

F. STUDI KASUS: PENGELOLAAN SDA DI INDONESIA DAN
KESENJANGAN KUALITAS SDM

1. Tambang Nikel di Sulawesi

+ SDA Sangat Besar: Sulawesi memiliki cadangan nikel yang
melimpah.

» Keterlibatan SDM Lokal: SDM lokal kurang terlibat dalam posisi
strategis; banyak posisi manajerial diisi oleh Tenaga Kerja Asing
(TKA).

2. Perkebunan Sawit di Kalimantan

* Kondisi Masyarakat: Masyarakat sering hanya menjadi buruh
tanpa akses pendidikan yang memadai untuk meningkatkan taraf
hidup.
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* Keuntungan: Lebih banyak dinikmati oleh investor asing,
menciptakan ketimpangan sosial.

3. Perikanan di Indonesia Timur

+ Laut Kaya Ikan: Namun, nelayan tidak memiliki teknologi tangkap
yang memadai dan akses pasar.

» Pelatihan SDM: Belum ada pelatihan di bidang logistik dan rantai
dingin (cold chain) untuk meningkatkan kualitas hasil tangkapan.

4. Rekomendasi Strategis

a. Kembangkan SDM Lokal: Melalui pelatihan teknis yang sesuai
dengan kebutuhan industri.

b. Bangun Pusat Inovasi: Di daerah yang berbasis SDA untuk
mendorong penelitian dan pengembangan.

c. Terapkan Kebijakan Local Content: Dalam industri SDA untuk
meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal.

d. Libatkan Universitas Lokal: Dalam penelitian dan pengembangan
yang relevan dengan SDA.

5. Dampak Sosial dari Ketimpangan SDM-SDA

a. Meningkatnya Ketidakpuasan: Maraknya demo buruh tambang
dan protes masyarakat.

b. Tingginya Kemiskinan: Di daerah kaya SDA, yang seharusnya
mendapatkan manfaat dari kekayaan sumber daya.

c. Eksodus Anak Muda: Ke kota karena tidak ada pekerjaan yang
bermakna di daerah asal mereka.

6. Praktik Baik: Kabupaten Siak, Riau

* Model Pengelolaan Hutan Lestari: Siak melibatkan masyarakat lokal
dalam pengelolaan hutan dengan pelatihan dalam ekowisata dan
budidaya tanaman lokal.

7. Rekomendasi Kebijakan Nasional

a. Wajib Link and Match: Antara dunia pendidikan dan dunia usaha
(DUDI) untuk memastikan keterampilan yang diajarkan sesuai
dengan kebutuhan industri.

b. Dana Bagi Hasil SDA: Digunakan untuk beasiswa vokasi daerah
agar masyarakat dapat mengakses pendidikan yang lebih baik.

c. Sertifikasi Tenaga Kerja Lokal: Di kawasan industri SDA untuk
meningkatkan daya saing dan kualitas tenaga kerja.
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d. Pendampingan SDM dalam UMKM: Berbasis SDA seperti madu
hutan, rotan, dan bambu untuk mengembangkan potensi lokal.

Keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya ditentukan oleh
seberapa besar kekayaan alam yang dimiliki, tetapi terutama oleh
bagaimana kualitas manusia Indonesia dalam mengelolanya. SDM dan
SDA harus dikelola secara sinergis, berkelanjutan, dan adil demi
menciptakan ekonomi nasional yang kuat dan berdaya saing di tingkat
global.
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BAB 2
KUALITAS SDM DALAM PENGELOLAAN SDA

A. KOMPETENSI DAN KETERAMPILAN DALAM SEKTOR
SDA

Kompetensi dan Keterampilan dalam Sektor Sumber Daya
Alam (SDA) merupakan Sektor Sumber Daya Alam mencakup berbagai
aktivitas yang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya
alam, seperti pertanian, perikanan, kehutanan, dan pertambangan. Dalam
sektor ini, kompetensi dan keterampilan sangat penting untuk
memastikan keberlanjutan dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya.

1. Kompetensi dalam Sektor SDA

a. Kompetensi Teknis
Pengetahuan tentang Sumber Daya Alam: Memahami jenis-jenis
SDA, karakteristik, dan potensi pemanfaatannya.
Pengelolaan Sumber Daya: Kemampuan untuk merencanakan dan
melaksanakan strategi pengelolaan yang berkelanjutan.
Teknologi Pertanian dan Perikanan: Menguasai alat dan teknik
modern dalam budidaya dan pengolahan produk.

b. Kompetensi Manajerial
Perencanaan dan Pengorganisasian: Mampu merencanakan proyek
pengelolaan SDA dan mengorganisir sumber daya yang ada.
Analisis Data: Kemampuan untuk menganalisis informasi dan data
terkait SDA untuk pengambilan keputusan yang tepat.

¢. Kompetensi Sosial
Komunikasi: Mampu berkomunikasi dengan stakeholder dan
masyarakat lokal dalam konteks pengelolaan SDA.
Kerja Sama Tim: Bekerja sama dalam tim multidisiplin untuk
mencapai tujuan bersama.

2. Keterampilan yang Diperlukan

a. Keterampilan Praktis
Penggunaan Alat dan Teknologi: Menguasai penggunaan alat-alat
pertanian, perikanan, dan teknologi terbaru.Keterampilan
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Laboratorium: Untuk sektor yang membutuhkan analisis
laboratorium, keterampilan ini menjadi penting.

b. Keterampilan Analitis
Pemecahan Masalah: Mampu mengidentifikasi dan memecahkan
masalah yang muncul dalam pengelolaan SDA.
Evaluasi Dampak Lingkungan: Kemampuan untuk mengevaluasi
dampak dari aktivitas pengelolaan terhadap lingkungan.

¢. Keterampilan Interpersonal
Negosiasi: Mampu melakukan negosiasi dengan pihak-pihak
terkait untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan.
Pendidikan dan Penyuluhan: Mampu memberikan pendidikan
kepada masyarakat mengenai pengelolaan SDA  yang
berkelanjutan.

3. Pendidikan dan Pelatihan

a. Program Pendidikan
Pendidikan Formal: Gelar di bidang pertanian, kehutanan,
perikanan, atau ilmu lingkungan.Pelatihan Khusus: Pelatihan
teknis dan manajerial yang disesuaikan dengan kebutuhan industri.
b. Pengembangan Profesional
Workshop dan Seminar: Mengikuti kegiatan yang meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan terbaru dalam sektor SDA.

Magang dan Praktik Lapangan: Pengalaman langsung di lapangan
untuk meningkatkan keterampilan praktis.

4. Tantangan dan Peluang

Tantangan: Perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan konflik
sosial dalam pengelolaan SDA.Peluang: Inovasi teknologi dan
pendekatan  berkelanjutan  dapat meningkatkan efisiensi dan
produktivitas.

a. Kompetensi Teknis

Pengetahuan tentang Sumber Daya AlamAnalisis: Pengetahuan
mendalam tentang jenis dan karakteristik SDA sangat penting
untuk pengelolaan yang efektif. Misalnya, memahami perbedaan
antara hutan hujan tropis dan hutan pinus dapat memengaruhi
metode pengelolaan yang diterapkan.Contoh: Seorang ahli
kehutanan yang memahami ekosistem hutan hujan tropis dapat
merancang program konservasi yang lebih efektif dibandingkan
yang tidak memahami karakteristik tersebut.
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b. Pengelolaan Sumber Daya
Analisis: Kemampuan merencanakan dan melaksanakan strategi
pengelolaan yang berkelanjutan adalah kunci untuk menjaga
keseimbangan antara eksploitasi dan konservasi.Contoh: Dalam
pengelolaan perikanan, penerapan metode tangkap yang ramah
lingkungan dapat membantu menjaga populasi ikan dan ekosistem
laut.

5. Kompetensi Manajerial

Perencanaan dan Pengorganisasian

Analisis: Perencanaan yang baik membantu meminimalkan risiko dan
memaksimalkan manfaat dari SDA. Pengorganisasian yang efektif
memastikan sumber daya digunakan secara optimal. Contoh: Dalam
proyek reboisasi, perencanaan yang matang mengenai jenis pohon
yang ditanam dan lokasi penanaman sangat menentukan keberhasilan
proyek.

Kompetensi dan keterampilan dalam sektor SDA menunjukkan bahwa
pengelolaan yang efektif bergantung pada pengetahuan teknis,
kemampuan manajerial, dan keterampilan sosial. Dengan contoh
konkret, jelas bahwa keberhasilan dalam sektor ini memerlukan
pendekatan multidisiplin dan inovatif untuk mengatasi tantangan yang
ada. Kompetensi dan keterampilan dalam sektor SDA sangat penting
untuk memastikan pengelolaan yang berkelanjutan dan efektif.
Dengan pendidikan yang tepat dan pelatihan yang berkelanjutan, para
profesional di sektor ini dapat menghadapi tantangan dan
memanfaatkan peluang yang ada.

B. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDM BERBASIS SDA

Pendidikan dan pelatihan SDM berbasis SDA merupakan salah
satu elemen penting dalam pengembangan kapasitas manusia untuk
memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. SDM yang
terampil dan berpengetahuan akan mampu mengelola SDA dengan lebih
efektif, sehingga dapat mendukung pembangunan ekonomi dan menjaga
kelestarian lingkungan.

1. Konsep Dasar Sumber Daya Alam

Konsep Dasar Sumber Daya Alam (SDA): Merupakan semua
bahan dan kekayaan yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan untuk
memenuhi kebutuhan manusia, seperti air, tanah, mineral, hutan, dan
energi.
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SDA dibagi menjadi dua kategori: SDA Terbarukan: Seperti hutan dan
sumber air yang dapat diperbaharui.

SDA Tidak Terbarukan: Seperti mineral dan bahan bakar fosil yang tidak
dapat diperbaharui dalam jangka waktu manusia.

Sumber Daya Manusia (SDM):

Merujuk pada individu yang memiliki pengetahuan,
keterampilan, dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan dan
berkontribusi terhadap organisasi atau masyarakat.

SDM yang berkualitas sangat penting untuk mengelola SDA dengan
bijak.
Tujuan Pendidikan dan Pelatihan SDM Berbasis SDA

Peningkatan Kompetensi: Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
SDM dalam mengelola SDA.

Kesadaran Lingkungan: Membangun kesadaran akan pentingnya
keberlanjutan dan pelestarian lingkungan di kalangan SDM.

Inovasi Teknologi: Mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan
dalam pengelolaan SDA.

Pembangunan  Ekonomi  Berkelanjutan:  Menghubungkan
peningkatan keterampilan SDM dengan pengembangan ekonomi yang
tidak merusak lingkungan.

Strategi Pendidikan dan Pelatihan Kurikulum Berbasis SDA:
Mengembangkan kurikulum yang relevan dengan pengelolaan SDA,
termasuk mata pelajaran tentang ekologi, manajemen sumber daya, dan
teknologi ramah lingkungan.

Pelatihan Praktis:

Melakukan pelatihan praktis di lapangan untuk memberikan
pengalaman langsung dalam pengelolaan SDA, seperti pengelolaan
hutan, pertanian berkelanjutan, dan konservasi sumber air.

Kemitraan: Bekerjasama dengan lembaga pemerintah, organisasi
non-pemerintah, dan sektor swasta untuk menyediakan sumber daya,
fasilitas, dan keahlian dalam pelatihan.

Penggunaan Teknologi Informasi:

Memanfaatkan teknologi informasi untuk menyediakan akses ke
bahan pembelajaran, pelatihan online, dan platform kolaboratif yang
memungkinkan pertukaran pengetahuan.
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Implementasi:

Program Pendidikan Formal: Memasukkan pendidikan tentang SDA
dalam kurikulum sekolah dan perguruan tinggi.

Program Pelatihan Non-Formal: Menyediakan pelatihan bagi masyarakat,
petani, dan profesional di bidang pengelolaan SDA.

Kampanye Kesadaran: Mengadakan kampanye untuk meningkatkan
kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan SDA yang
berkelanjutan.

Tantangan:

Kurangnya Sumber Daya: Banyak daerah yang kekurangan
fasilitas dan sumber daya untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan
yang efektif.

Penerimaan Masyarakat: Kadang-kadang ada resistensi dari masyarakat
terhadap perubahan cara pengelolaan SDA yang lebih berkelanjutan.

Keterbatasan Pengetahuan: Kurangnya pengetahuan awal tentang SDA di
kalangan SDM yang ada.

2. Pentingnya Pendidikan dan Pelatihan SDM

Pendidikan dan pelatihan SDM yang efektif adalah kunci untuk
mencapai pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan.
SDA berperan penting dalam perekonomian, dan pengelolaannya yang
tidak bijak dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dan hilangnya
potensi ekonomi. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi SDM dalam
pengelolaan SDA sangat diperlukan.

3. Keterkaitan antara SDM dan SDA

Kualitas SDM: Kualitas SDM menentukan bagaimana SDA
dikelola. SDM yang terampil dan berpengetahuan bisa mengurangi
pemborosan dan meningkatkan efisiensi penggunaan SDA.

Inovasi dan Teknologi: Pelatihan yang baik dapat menghasilkan inovasi
dalam pemanfaatan SDA. Misalnya, teknologi pertanian yang efisien
dapat meningkatkan hasil panen tanpa merusak lingkungan.

4. Dampak Positif

Ekonomi Berkelanjutan: Dengan peningkatan keterampilan,
SDM dapat menciptakan nilai tambah dari SDA, seperti produk ramah
lingkungan yang dapat dipasarkan secara global.
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Pelestarian Lingkungan: SDM yang teredukasi akan lebih sadar akan
pentingnya keberlanjutan, mendorong praktik pengelolaan yang menjaga
kelestarian ekosistem.

5. Tantangan dalam Implementasi

Sumber Daya Terbatas: Banyak daerah, terutama di pedesaan,
tidak memiliki akses ke pendidikan dan pelatihan yang memadai.

Resistensi Perubahan: Masyarakat sering kali enggan beradaptasi dengan
praktik baru yang dianggap sulit atau tidak familiar.

Keterbatasan Infrastruktur: Kurangnya fasilitas pelatihan dan dukungan
teknis dapat menghambat efektivitas program.

6. Strategi Pengembangan

Kurikulum Inovatif: Perlu ada pengembangan kurikulum yang
relevan dengan kebutuhan lokal dan tantangan lingkungan.

Partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam proses
perencanaan dan pelaksanaan pelatihan untuk memastikan bahwa
program sesuai dengan kebutuhan mereka.Monitoring dan Evaluasi:
Melakukan evaluasi berkala terhadap program pendidikan dan pelatihan
untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta melakukan
perbaikan yang diperlukan.

Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia (SDM) berbasis
SDA sangat penting dalam konteks pengelolaan dan pemanfaatan SDA
yang berkelanjutan. Dalam analisis ini, kita akan membahas berbagai
aspek pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk mengembangkan
SDM yang kompeten dalam pengelolaan SDA.

1) Pentingnya Pendidikan dan Pelatihan SDM

Pendidikan dan pelatihan yang efektif akan menghasilkan tenaga
kerja terampil yang mampu mengelola SDA dengan bijaksana. Hal ini
mencakup:

Meningkatkan ~ Keterampilan:  Pelatihan yang tepat dapat
meningkatkan keterampilan praktis SDM dalam berbagai sektor,
seperti pertanian, perikanan, kehutanan, dan energi.

Kesadaran Lingkungan: Pendidikan yang berfokus pada keberlanjutan
akan meningkatkan kesadaran SDM tentang pentingnya menjaga
keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan SDA.

Ekonomi Sumber Daya Manusia; Strategi Ekonomi untuk Pembangunan Berkelanjutan | 17




Inovasi dan Teknologi: Pelatihan dalam teknologi modern
dan inovasi akan mempersiapkan SDM untuk menerapkan metode
baru yang lebih efisien dalam pengelolaan SDA.

2) Kurikulum Pendidikan Berbasis SDA

Kurikulum pendidikan yang efektif harus mengintegrasikan
aspek-aspek berikut:

Teori dan Praktek: Kombinasi antara pembelajaran teori tentang SDA
dan praktik lapangan sangat penting. Misalnya, mahasiswa pertanian
tidak hanya belajar tentang teori pertanian, tetapi juga terlibat dalam
praktik di lahan pertanian.

Interdisipliner: Pendidikan berbasis SDA harus melibatkan berbagai
disiplin ilmu, termasuk ilmu lingkungan, ekonomi, dan teknologi,
untuk memberikan pemahaman yang komprehensif.

Keterampilan Soft Skills: Selain keterampilan teknis, pengembangan
soft skills seperti kepemimpinan, kerja sama tim, dan komunikasi juga
sangat penting dalam mengelola SDA secara efektif.

3) Model Pelatihan SDM

Berbagai model pelatihan dapat diterapkan untuk
meningkatkan kompetensi SDM, antara lain:

Pelatihan Berbasis Komunitas: Program pelatihan yang melibat-kan
masyarakat lokal untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam
pengelolaan SDA. Ini juga dapat menciptakan rasa memiliki dan
tanggung jawab terhadap sumber daya yang ada.

Magang dan Kerjasama Industri: Kerjasama dengan industri untuk
menyediakan program magang bagi siswa dan mahasiswa, sehingga
mereka mendapatkan pengalaman langsung dalam pengelolaan SDA.

Pelatihan Berkelanjutan: Program pelatihan yang berkelanjutan dan
adaptif terhadap perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan,
sehingga SDM tetap relevan dan terupdate.

4) Peran Teknologi dalam Pendidikan dan Pelatihan

Teknologi memainkan peran penting dalam pendidikan dan
pelatihan SDM berbasis SDA:

E-Learning: Platform pembelajaran daring memungkinkan akses yang
lebih luas terhadap materi pendidikan, terutama di daerah terpencil.
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Simulasi dan Model: Penggunaan simulasi komputer dan model untuk
mengajarkan konsep-konsep kompleks dalam pengelolaan SDA,
memungkinkan siswa untuk memahami dampak dari keputusan yang
diambil.

Aplikasi Mobile: Aplikasi berbasis mobile dapat digunakan untuk
pelatihan lapangan dan memberikan informasi real-time tentang
praktik terbaik dalam pengelolaan SDA.

5) Tantangan dalam Pendidikan dan Pelatihan SDM

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pendidikan dan
pelatihan SDM berbasis SDA meliputi:

Keterbatasan Sumber Daya: Banyak institusi pendidikan yang
menghadapi keterbatasan anggaran dan fasilitas, yang dapat
menghambat kualitas pendidikan.

Kurangnya Kesadaran: Masyarakat dan pemangku kepentingan sering
kali kurang menyadari pentingnya pendidikan dan pelatihan dalam
pengelolaan SDA.

Ketidakcocokan Kurikulum: Terkadang, kurikulum yang ada tidak
sesuai dengan kebutuhan industri, yang menyebabkan lulusan tidak
siap kerja.

6) Solusi dan Rekomendasi :

Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa solusi dapat
diterapkan:

Kemitraan  Strategis: Membangun kemitraan antara institusi
pendidikan, pemerintah, dan sektor swasta untuk meningkatkan
kualitas pendidikan dan mendanai program pelatihan.

Advokasi dan Kesadaran: Meningkatkan kesadaran masyarakat
tentang pentingnya pendidikan dan pelatihan berbasis SDA melalui
kampanye publik dan program edukasi.

Reformasi Kurikulum: Melakukan evaluasi dan pembaruan kurikulum
secara berkala agar tetap relevan dengan perkembangan kebutuhan
industri dan lingkungan.

Pendidikan dan pelatihan SDM berbasis SDA sangat vital untuk
mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Meskipun ada
tantangan yang harus diatasi, investasi dalam pendidikan dan pelatihan
ini akan menghasilkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan
lingkungan. Dengan mempersiapkan SDM yang kompeten, kita dapat
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memastikan bahwa SDA dikelola dengan cara yang mendukung
keberlanjutan dan kesejahteraan ekonomi. Pendidikan dan pelatihan
SDM berbasis SDA merupakan langkah penting untuk menciptakan
masyarakat yang mampu mengelola sumber daya alam secara
berkelanjutan. Dengan meningkatkan kompetensi dan kesadaran
lingkungan, SDM dapat berperan aktif dalam menjaga keseimbangan
antara kebutuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Oleh karena itu,
investasi dalam pendidikan dan pelatihan ini harus menjadi prioritas
dalam agenda pembangunan nasional.

C. PERAN LITBANG DAN INOVASI TEKNOLOGI SDA
1. Definisi Litbang

Litbang adalah suatu proses yang melibatkan penelitian untuk
menghasilkan  pengetahuan baru serta pengembangan untuk
memanfaatkan pengetahuan tersebut dalam berbagai bidang, termasuk
dalam pengelolaan SDA.

2. Peran Litbang dalam SDA

Inovasi dan pengembangan: Litbang berfungsi untuk menciptakan
teknologi baru yang lebih efisien dalam eksploitasi dan pengelolaan
SDA, seperti teknologi pertanian, perikanan, dan energi terbarukan

Peningkatan dan produktivitas: Penelitian dapat meningkatkan
produktivitas SDA dengan menemukan metode baru yang lebih ramah
lingkungan dan berkelanjutan.

Pengelolaan dan berkelanjutan: Litbang membantu dalam merancang
sistem pengelolaan SDA yang mempertimbangkan aspek keberlanjutan,
menjaga keseimbangan ekosistem, dan mencegah kerusakan lingkungan.

a. Inovasi dan teknologi
Teknologi pertanian : Pengembangan varietas tanaman unggul
yang tahan terhadap hama dan penyakit, serta teknologi irigasi
yang efisien.
Energi perbaruan : Inovasi dalam pemanfaatan energi dari sumber
terbarukan seperti biomassa, tenaga surya, dan angin untuk
mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
Teknologi pengelohan sumber daya: Inovasi dalam pengolahan
mineral dan sumber daya air untuk meningkatkan nilai tambah dan
mengurangi limbah.

b. Dampak Positif
Ekonomi: Inovasi teknologi dapat meningkatkan daya saing
produk yang dihasilkan dari SDA.
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Lingkungan: Pendekatan yang berkelanjutan dalam pengelolaan
SDA dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.
Sosial: Masyarakat lokal dapat mendapatkan manfaat dari
teknologi baru yang meningkatkan kualitas hidup dan menciptakan
lapangan kerja.

c. Tantangan
Pendanaan:  Keterbatasan dana  untuk  penelitian  dan
pengembangan menjadi salah satu kendala utama.
Sumber daya manusia: Ketersediaan tenaga ahli yang terampil
dalam bidang litbang
Teknologi. Implemantasi: Tantangan dalam menerapkan hasil
penelitian di lapangan, termasuk resistensi dari masyarakat atau
industri

3. Peran Litbang dalam SDA

Litbang merupakan kunci untuk pengembangan dan pengelolaan
SDA yang berkelanjutan. Berikut adalah beberapa analisis mengenai
peran ini:

Identifikasi Potensi dan Masalah: Litbang membantu dalam
mengidentifikasi potensi SDA yang ada serta masalah yang dihadapi,
seperti penurunan kualitas tanah, pencemaran air, atau keberagaman
hayati yang menurun. Penelitian yang mendalam diperlukan untuk
memahami faktor-faktor yang mempengaruhi SDA.

Inovasi Berbasis Data: Penelitian menyediakan data dan
informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang tepat
dalam pengelolaan SDA. Misalnya, penggunaan data pemetaan untuk
menentukan lokasi yang tepat untuk kegiatan pertanian atau
penambangan.

Model Pengelolaan Berkelanjutan: Litbang menghasilkan model-
model pengelolaan SDA yang berkelanjutan, seperti agroforestry atau
teknik pengelolaan hutan yang dapat meningkatkan produktivitas sambil
menjaga kelestarian lingkungan.

4. Inovasi Teknologi dalam SDA

Inovasi teknologi berperan penting dalam meningkatkan efisiensi
dan efektivitas penggunaan SDA. Beberapa analisis mengenai inovasi ini
adalah:

Teknologi Pertanian: Inovasi seperti pemanfaatan pupuk organik,
pestisida ramah lingkungan, dan teknik irigasi yang hemat air dapat
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meningkatkan hasil pertanian. Contohnya, sistem irigasi tetes yang
mengurangi penggunaan air dan meningkatkan efisiensi.

Energi Terbarukan: Pengembangan teknologi energi terbarukan,
seperti panel surya atau turbin angin, mengurangi ketergantungan pada
sumber energi fosil. Ini juga berkontribusi pada pengurangan emisi gas
rumah kaca.

Pengolahan Sumber Daya: Teknologi baru dalam pengolahan
mineral dan air dapat meningkatkan nilai tambah SDA. Misalnya, teknik
pengolahan limbah untuk menghasilkan energi atau produk berguna
lainnya.

5. Dampak Ekonomi dan Sosial
Analisis dampak dari Litbang dan inovasi teknologi mencakup:

Peningkatan Daya Saing: Inovasi dapat meningkatkan daya saing
produk yang dihasilkan dari SDA di pasar global, memberikan nilai
tambah bagi perekonomian lokal.

Penciptaan Lapangan Kerja: Teknologi baru sering kali memerlukan
tenaga kerja terampil, yang dapat membuka lapangan pekerjaan baru dan
meningkatkan keterampilan masyarakat.

Keberlanjutan Sosial: Pendekatan berkelanjutan dalam pengelolaan SDA
dapat meningkatkan kehidupan masyarakat, dengan menjaga sumber
daya untuk generasi mendatang.

6. Tantangan dan Solusi

Tantangan yang dihadapi dalam Litbang dan inovasi teknologi
meliputi: Pendanaan: Keterbatasan dana untuk penelitian dapat menjadi
penghambat. Solusinya adalah meningkatkan kerja sama antara
pemerintah, swasta, dan lembaga internasional untuk mendanai
penelitian.

Sumber Daya Manusia: Kurangnya tenaga ahli dapat diatasi dengan
program pendidikan dan pelatihan yang fokus pada keterampilan
teknologi dan penelitian.

Implementasi di Lapangan: Resistensi dari masyarakat atau industri
dalam mengadopsi teknologi baru dapat diatasi dengan sosialisasi yang
baik dan demonstrasi manfaat teknologi tersebut.

Litbang dan inovasi teknologi adalah pilar penting dalam
pengelolaan SDA yang berkelanjutan. Melalui penelitian yang mendalam
dan penerapan teknologi yang tepat, potensi SDA dapat dimanfaatkan
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secara optimal, memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Upaya untuk mengatasi tantangan yang ada akan sangat menentukan
keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut. Peran Litbang dan inovasi
teknologi sangat penting dalam pengelolaan SDA yang efektif dan
berkelanjutan. Dengan dukungan yang tepat, inovasi dapat membantu
memaksimalkan potensi SDA sambil menjaga keseimbangan lingkungan
dan sosial.

D. TANTANGAN SDM LOKAL DI WILAYAH KAYA SDA
1. Pengertian SDM Lokal Diwilayah Kaya SDA

Wilayah kaya SDA sering kali menjadi pusat perhatian karena
potensi ekonomi yang tinggi. Namun, di balik kekayaan tersebut,
terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh SDM lokal. Tantangan
ini dapat menghambat pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan
mempengaruhi kesejahteraan masyarakat setempat. Pembahasan ini akan
mengidentifikasi dan menjelaskan tantangan-tantangan tersebut secara
mendalam.

a. Keterbatasan Pendidikan dan Pelatihan
Akses Terbatas: Di banyak wilayah kaya SDA, akses ke
pendidikan formal dan pelatihan keterampilan masih sangat
terbatas. Banyak daerah yang tidak memiliki fasilitas pendidikan
yang memadai, sehingga kualitas pendidikan menjadi rendah.
Kurikulum yang Tidak Relevan: Pendidikan yang ada sering kali
tidak sesuai dengan kebutuhan pengelolaan SDA. Kurikulum yang
lebih fokus pada teori dan kurang pada praktik membuat SDM
lokal kurang siap menghadapi tantangan nyata di lapangan.

b. Rendahnya Keterampilan dan Kompetensi
Keterampilan Dasar: Banyak SDM lokal yang tidak memiliki
keterampilan dasar yang diperlukan untuk mengelola SDA dengan
efektif. Misalnya, dalam sektor pertanian, mereka mungkin tidak
tahu cara menggunakan teknologi modern atau praktik pertanian
yang berkelanjutan.
Pendidikan Tinggi Terbatas: Keterbatasan akses ke pendidikan
tinggi membuat SDM lokal sulit untuk mengembangkan
pengetahuan dan keterampilan lanjutan. Hal ini berdampak pada
kemampuan mereka untuk berinovasi dan beradaptasi dengan
perubahan.

¢. Masalah Ekonomi dan Kesejahteraan
Ketergantungan pada SDA: Banyak masyarakat lokal bergantung
sepenuhnya pada SDA  untuk  penghidupan  mereka.
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Ketergantungan ini dapat menyebabkan kurangnya diversifikasi
ekonomi dan membuat masyarakat rentan terhadap fluktuasi harga
komoditas.
Pendapatan Rendah: Meskipun wilayah kaya SDA, pendapatan
masyarakat lokal sering kali rendah. Hal ini disebabkan oleh
praktik pengelolaan yang tidak efisien dan kurangnya akses ke
pasar yang lebih luas.

d. Masalah Sosial dan Budaya
Resistensi terhadap Perubahan: Masyarakat lokal sering kali
memiliki cara tradisional dalam mengelola SDA yang mungkin
tidak sejalan dengan praktik modern. Resistensi terhadap
perubahan dapat menghambat penerapan teknik baru yang lebih
efisien dan berkelanjutan.
Ketidakadilan Sosial: Dalam banyak kasus, keuntungan dari
eksploitasi SDA tidak dirasakan oleh masyarakat lokal, melainkan
oleh perusahaan besar atau pihak luar. Ini dapat menciptakan
ketidakpuasan dan konflik sosial.

e. Keterbatasan Infrastruktur
Fasilitas dan Aksesibilitas: Banyak wilayah kaya SDA tidak
memiliki infrastruktur yang memadai, seperti jalan yang baik,
pusat pelatihan, dan akses internet. Keterbatasan ini menghambat
pengembangan SDM dan akses ke informasi yang diperlukan
untuk pengelolaan SDA yang lebih baik.
Sarana Transportasi: Transportasi yang tidak memadai dapat
menghalangi petani atau pengusaha lokal untuk menjangkau pasar
dan mendistribusikan produk mereka, sehingga mengurangi
potensi pendapatan.

f. Tantangan Lingkungan
Kerusakan Lingkungan: Praktik pengelolaan SDA yang tidak
berkelanjutan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, yang
pada gilirannya mempengaruhi kehidupan masyarakat. Misalnya,
penebangan hutan yang berlebihan dapat mengakibatkan
penurunan kualitas tanah dan penurunan hasil pertanian.
Perubahan Iklim: Wilayah kaya SDA juga rentan terhadap dampak
perubahan iklim, yang dapat memperburuk kondisi ekonomi dan
sosial masyarakat lokal.

g. Strategi Mengatasi Tantangan
Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kebutuhan Lokal: Memastikan
bahwa program pendidikan dan pelatihan dirancang sesuai dengan
kebutuhan spesifik daerah, dengan fokus pada keterampilan praktis
yang relevan.
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Penguatan Kapasitas SDM: Membangun program pengembangan
kapasitas yang melibatkan masyarakat dalam proses belajar,
termasuk pelatihan teknik pertanian berkelanjutan dan manajemen
SDA.

Diversifikasi Ekonomi: Mendorong diversifikasi ekonomi di luar
ketergantungan pada SDA, seperti pengembangan sektor
pariwisata berbasis ekologi atau kerajinan lokal.

2. Investasi dalam infrastruktur yang mendukung pendidikan, pelatihan,
dan akses pasar harus menjadi prioritas.

a.

Keterbatasan Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan yang rendah di wilayah kaya SDA mengakibatkan
kurangnya keterampilan yang diperlukan untuk mengelola SDA
secara efektif. Akses yang terbatas ke institusi pendidikan dan
pelatihan berdampak pada kesiapan SDM lokal. Kurikulum yang
tidak relevan hanya memperburuk keadaan, menciptakan
kesenjangan antara pengetahuan yang dibutuhkan dan yang
dimiliki.

Rendahnya Keterampilan dan Kompetensi

SDM lokal sering kali tidak memiliki keterampilan yang sesuai
dengan tuntutan pasar. Keterbatasan dalam pendidikan tinggi
menghalangi mereka dari inovasi dan kemampuan beradaptasi. Hal
ini menyebabkan produktivitas yang rendah dalam sektor-sektor
yang bergantung pada SDA, seperti pertanian dan perikanan.
Masalah Ekonomi dan Kesejahteraan

Meskipun wilayah tersebut kaya SDA, masyarakat lokal sering
kali mengalami pendapatan yang rendah. Ketergantungan pada
SDA tanpa keberagaman ekonomi menciptakan kerentanan
terhadap fluktuasi pasar. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan
SDA yang tidak efisien dapat menghambat pertumbuhan ekonomi
dan kesejahteraan masyarakat.

Masalah Sosial dan Budaya

Resistensi terhadap perubahan dari praktik tradisional dapat
menghambat penerapan teknik baru yang lebih efisien.
Ketidakadilan sosial, di mana keuntungan dari SDA tidak
dirasakan oleh masyarakat lokal, menciptakan ketegangan dan
konflik. Hal ini menunjukkan pentingnya melibatkan masyarakat
dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan SDA.
Keterbatasan Infrastruktur

Infrastruktur yang buruk, seperti jalan, akses ke pelatihan, dan
fasilitas  kesehatan, = menghambat perkembangan = SDM.
Keterbatasan ini mengurangi efisiensi dalam mengakses pasar dan
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distribusi produk, yang pada gilirannya mempengaruhi pendapatan
masyarakat.

f. Tantangan Lingkungan
Kerusakan lingkungan akibat praktik pengelolaan yang tidak
berkelanjutan mengancam kehidupan masyarakat. Perubahan iklim
semakin memperburuk kondisi, menciptakan tantangan tambahan
bagi SDM lokal. Hal ini menekankan perlunya pendekatan
pengelolaan yang lebih berwawasan lingkungan.

g. Strategi Mengatasi Tantangan
Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang
terintegrasi, termasuk:
Pendidikan yang Relevan: Mengembangkan kurikulum yang
sesuai dengan kebutuhan lokal.Penguatan Kapasitas: Menyediakan
pelatihan yang fokus pada keterampilan praktis.

Tantangan yang dihadapi SDM lokal di wilayah kaya SDA
memerlukan perhatian serius. Dengan mengatasi masalah pendidikan,
keterampilan, dan infrastruktur, serta memastikan bahwa masyarakat
terlibat dalam pengelolaan SDA, kita dapat menciptakan kondisi yang
lebih  baik untuk kesejahteraan mereka dan keberlanjutan
lingkungan.Tantangan yang dihadapi oleh SDM lokal di wilayah kaya
SDA sangat kompleks dan membutuhkan pendekatan yang holistik.
Dengan mengatasi tantangan ini melalui pendidikan, pelatihan, dan
pembangunan infrastruktur, kita dapat menciptakan kondisi yang lebih
baik bagi masyarakat lokal. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan
kesejahteraan mereka, tetapi juga mendukung pengelolaan SDA yang
berkelanjutan dan berkeadilan.

E. PENGUATAN SDM DAERAH UNTUK KEMANDIRIAN
EKONOMI

Penguatan SDM daerah merupakan salah satu pilar penting
dalam mencapai kemandirian ekonomi suatu wilayah. SDM yang
berkualitas dan terampil dapat berkontribusi secara signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan daya saing, dan menciptakan
lapangan kerja. Dalam konteks ini, kemandirian ekonomi berarti
kemampuan suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan ekonominya
sendiri melalui pengelolaan sumber daya yang ada, tanpa ketergantungan
yang tinggi pada pihak luar.

1. Pentingnya Penguatan SDM Daerah

Peningkatan Kualitas Hidup: SDM yang terdidik dan terampil
dapat meningkatkan produktivitas, yang berujung pada peningkatan

26 | Ekonomi Sumber Daya Manusia; Strategi Ekonomi untuk Pembangunan Berkelanjutan




kualitas hidup masyarakat.Diversifikasi Ekonomi: Penguatan SDM
membantu dalam mengembangkan berbagai sektor ekonomi, mengurangi
ketergantungan pada satu atau dua komoditas.Inovasi dan Kreativitas:
SDM yang terlatih cenderung lebih inovatif, mampu menciptakan produk
baru dan metode yang lebih efisien dalam pengelolaan sumber daya.

2. Strategi Penguatan SDM

a. Pendidikan yang Berkualitas
Pendidikan Formal: Membangun sistem pendidikan yang relevan
dengan kebutuhan pasar kerja lokal. Ini termasuk penyesuaian
kurikulum agar sesuai dengan tuntutan industri.
Pendidikan Non-Formal: Menyediakan pelatihan keterampilan
melalui program-program vocational dan pelatihan berbasis
komunitas yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

b. Pelatihan Berbasis Kompetensi
Pelatihan Praktis: Mengadakan pelatihan yang fokus pada
pengembangan keterampilan praktis yang langsung dapat
diterapkan di lapangan, seperti teknik pertanian modern, kerajinan
tangan, dan teknologi informasi.
Kemitraan dengan Sektor Swasta: Bekerja sama dengan industri
untuk mengembangkan program pelatihan yang sesuai dengan
kebutuhan mereka, sehingga lulusan siap pakai.

¢. Pemberdayaan Komunitas
Partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam proses
pengambilan keputusan terkait program pengembangan SDM dan
ekonomi lokal. Ini menciptakan rasa memiliki dan tanggung
jawab.
Kelompok Usaha Bersama: Mendorong pembentukan koperasi
atau kelompok usaha yang dapat meningkatkan daya tawar
masyarakat dalam pemasaran produk.

d. Pengembangan Kewirausahaan
Program Inkubasi Bisnis: Menyediakan dukungan bagi calon
wirausaha, termasuk pelatihan manajemen bisnis, akses ke modal,
dan bimbingan.
Akses Pasar: Membantu pengusaha lokal dalam memasarkan
produk mereka, baik melalui platform online maupun pameran
lokal, untuk meningkatkan visibilitas dan penjualan.

e. Infrastruktur Pendukung
Transportasi dan  Aksesibilitas: Membangun infrastruktur
transportasi yang baik untuk memudahkan distribusi produk lokal
ke pasar yang lebih luas.
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Teknologi Informasi: Meningkatkan akses masyarakat terhadap
teknologi informasi dan komunikasi, yang penting untuk
memperluas jaringan bisnis dan akses pasar.

f. Kebijakan dan Regulasi
Dukungan dari Pemerintah: Memastikan adanya kebijakan yang
mendukung penguatan SDM daerah, termasuk insentif bagi
pelatihan dan pengembangan wirausaha.
Regulasi yang Pro-Bisnis: Mengurangi hambatan bureaucratic
untuk memudahkan pendirian usaha baru dan mendukung
keberlanjutan bisnis lokal.

g. Menghadapi Tantangan
Keterbatasan Sumber Daya: Banyak daerah yang menghadapi
keterbatasan dalam hal dana dan fasilitas untuk pendidikan dan
pelatihan. Oleh karena itu, kolaborasi dengan sektor swasta dan
lembaga donor sangat penting.
Resistensi terhadap Perubahan: Masyarakat mungkin enggan
mengadopsi metode baru. Oleh karena itu, penting untuk
melakukan sosialisasi dan menunjukkan manfaat dari penguatan
SDM.

h. Monitoring dan Evaluasi
Evaluasi Program: Melakukan evaluasi secara berkala terhadap
program penguatan SDM untuk menilai efektivitasnya dan
melakukan perbaikan yang diperlukan.
Indikator Kinerja: Mengembangkan indikator yang jelas untuk
mengukur kemajuan dalam pengembangan SDM dan dampaknya
terhadap ekonomi daerah.

3. Lemahnya SDM Di daerah

a. Keterbatasan Pendidikan dan Pelatihan
Pendidikan yang Tidak Memadai:
Banyak wilayah kaya SDA memiliki akses pendidikan yang
terbatas, yang mengakibatkan rendahnya kualitas pendidikan.
Kurikulum yang tidak relevan dengan kebutuhan lokal
menyebabkan SDM tidak siap menghadapi tantangan di lapangan.
Dampak: Keterampilan yang kurang membuat SDM lokal tidak
mampu mengelola SDA secara efektif, mengurangi produktivitas
dan efisiensi.

b. Rendahnya Keterampilan dan Kompetensi
Keterampilan yang Tidak Sesuai: Banyak SDM lokal tidak
memiliki keterampilan yang dibutuhkan, terutama dalam
penggunaan teknologi modern dan praktik berkelanjutan.
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Dampak: Hal ini menyebabkan hasil produksi yang rendah dan
ketidakmampuan untuk Dberinovasi, sehingga menghambat
pertumbuhan ekonomi daerah.

¢. Masalah Ekonomi dan Kesejahteraan
Ketergantungan pada SDA: Masyarakat sering kali sangat
bergantung pada SDA untuk penghidupan, tanpa diversifikasi
ekonomi yang cukup.
Dampak: Ketidakstabilan harga komoditas dapat mengancam
pendapatan masyarakat, menciptakan kerentanan ekonomi yang
tinggi.

d. Masalah Sosial dan Budaya
Resistensi terhadap Perubahan: Masyarakat lokal cenderung
mempertahankan praktik tradisional, yang sering kali tidak efisien.
Dampak: Ketidakpuasan dan konflik dapat muncul ketika manfaat
dari SDA tidak dirasakan oleh masyarakat, mengurangi
kepercayaan terhadap pihak luar yang terlibat.

e. Keterbatasan Infrastruktur
Infrastruktur yang Tidak Memadai: Kurangnya fasilitas
transportasi dan akses ke pelatihan membatasi kemampuan SDM
untuk berkembang.
Dampak: Keterbatasan ini menghalangi distribusi produk dan
akses ke pasar, mengurangi potensi pendapatan masyarakat.

f. Tantangan Lingkungan
Kerusakan Lingkungan: Praktik pengelolaan SDA yang tidak
berkelanjutan  dapat menyebabkan kerusakan ekosistem,
mengancam kehidupan masyarakat.
Dampak: Perubahan iklim dan kerusakan lingkungan semakin
memperburuk  kondisi sosial dan ekonomi masyarakat,
menciptakan siklus masalah yang sulit dipecahkan.

g. Strategi Mengatasi Tantangan
Pendekatan Terintegrasi: Mengembangkan kurikulum pendidikan
yang sesuai dengan kebutuhan lokal.
Menyediakan pelatihan praktis untuk meningkatkan keterampilan
SDM. Mendorong diversifikasi ekonomi untuk mengurangi
ketergantungan pada SDA.Investasi dalam infrastruktur yang
mendukung pendidikan dan akses pasar.

4. Langkah — Langkah Yang perlu di Perhatikan Dalam SDM Lokal

a. Penguatan SDM
Penguatan SDM merujuk pada upaya untuk meningkatkan
kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan individu dalam suatu
daerah agar dapat berkontribusi secara efektif dalam pembangunan

Ekonomi Sumber Daya Manusia; Strategi Ekonomi untuk Pembangunan Berkelanjutan | 29




ekonomi. Fokus utama adalah membangun kapasitas SDM agar
mampu beradaptasi dengan perubahan dan memanfaatkan potensi
lokal.

b. Pentingnya SDM dalam Kemandirian Ekonomi
Kemandirian Ekonomi: Kemandirian ekonomi suatu daerah sangat
bergantung pada kualitas SDM. SDM yang terampil dan
berpengetahuan dapat mendorong inovasi, produktivitas, dan daya
saing.
Penciptaan Lapangan Kerja: SDM yang kuat dapat menciptakan
peluang kerja baru, mengurangi angka pengangguran, dan
meningkatkan pendapatan masyarakat.

c. Strategi Penguatan SDM
Berbagai strategi dapat diterapkan untuk memperkuat SDM di
daerah:
Pendidikan dan Pelatihan: Mengembangkan program pendidikan
yang relevan dengan kebutuhan industri lokal. Pelatihan
keterampilan teknis dan soft skills sangat penting untuk
meningkatkan daya saing.
Program Magang dan Kerjasama: Mendorong kerjasama antara
institusi pendidikan dan industri untuk menyediakan program
magang yang memberikan pengalaman praktis kepada siswa.
Inovasi dan Kewirausahaan: Mendorong budaya kewirausahaan
dengan memberikan pelatihan dan dukungan bagi calon
pengusaha, termasuk akses ke modal dan jaringan.

d. Peran Pemerintah dan Stakeholder
Kebijakan Publik: Pemerintah daerah perlu mengembangkan
kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas SDM, seperti
insentif bagi perusahaan yang melatih karyawan.
Partisipasi Masyarakat: Masyarakat harus dilibatkan dalam
program pengembangan SDM untuk memastikan bahwa
kebutuhan lokal terpenuhi.
Kemitraan Strategis: Menggandeng sektor swasta, lembaga
pendidikan, dan organisasi nonpemerintah untuk menciptakan
program yang efektif dan berkelanjutan.

e. Tantangan dalam Penguatan SDM
Keterbatasan Sumber Daya: Banyak daerah menghadapi
keterbatasan anggaran untuk program pendidikan dan pelatihan.
Kurangnya Kesadaran: Masyarakat mungkin kurang memahami
pentingnya penguatan SDM untuk kemandirian ekonomi.
Ketidakcocokan Keterampilan: Ada kalanya keterampilan yang
diajarkan tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

f. Solusi untuk Mengatasi Tantangan
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Pendanaan dan Investasi: Meningkatkan investasi dalam sektor
pendidikan dan pelatihan melalui kerjasama dengan sektor swasta
dan lembaga donor.
Kampanye Kesadaran: Meningkatkan kesadaran masyarakat
tentang pentingnya pendidikan dan pelatihan melalui program
sosialisasi.
Evaluasi dan Penyesuaian Kurikulum: Melakukan evaluasi berkala
terhadap kurikulum dan program pelatihan untuk memastikan
relevansi dengan kebutuhan pasar.

g. Dampak Positif dari Penguatan SDM
Pertumbuhan Ekonomi: SDM yang terampil dapat mendorong
pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan produktivitas
dan inovasi.
Pembangunan Sosial: Peningkatan kualitas SDM juga berdampak
pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, seperti kesehatan,
pendidikan, dan kesejahteraan.
Keberlanjutan: SDM yang kompeten mampu mengelola sumber
daya secara berkelanjutan, menjaga keseimbangan antara
pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Tantangan yang dihadapi SDM lokal di wilayah kaya SDA
sangat kompleks. Dengan mengatasi isu pendidikan, keterampilan, dan
infrastruktur, serta melibatkan masyarakat dalam pengelolaan SDA, kita
dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk kesejahteraan dan
keberlanjutan. Pendekatan yang holistik dan kolaboratif sangat
diperlukan untuk mencapai hasil yang positif.Penguatan SDM daerah
merupakan langkah strategis untuk mencapai kemandirian ekonomi.
Dengan fokus pada pendidikan, pelatihan, pemberdayaan komunitas, dan
pengembangan kewirausahaan, daerah dapat meningkatkan kapasitas
SDM mereka. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan produktivitas dan
inovasi tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan
kualitas hidup masyarakat. Dengan dukungan kebijakan yang tepat dan
kolaborasi antara berbagai pihak, kemandirian ekonomi dapat terwujud
secara berkelanjutan. Penguatan SDM daerah merupakan langkah krusial
untuk mencapai kemandirian ekonomi. Dengan menerapkan strategi
yang tepat, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dan mengatasi
tantangan yang ada, daerah dapat memanfaatkan potensi SDMnya untuk
menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif.
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F. STUDI KASUS: PERAN SDM LOKAL DALAM INDUSTRI
SAWIT DAN TAMBANG

Industri sawit dan tambang merupakan dua sektor yang sangat
penting bagi perekonomian Indonesia. Keduanya memberikan kontribusi
signifikan terhadap pendapatan negara dan penciptaan lapangan kerja.
Dalam konteks ini, peran SDM lokal menjadi sangat krusial. SDM lokal
tidak hanya berkontribusi pada pengelolaan dan operasional industri,
tetapi juga berperan dalam pengembangan ekonomi lokal dan
keberlanjutan lingkungan.

1. Peran SDM Lokal dalam Industri Sawit

a. Pekerjaan dan Keterampilan
Tenaga Kerja: SDM lokal sering kali menjadi tenaga kerja utama
di perkebunan sawit. Mereka terlibat dalam berbagai tahap
produksi, mulai dari penanaman hingga panen.
Pelatihan Keterampilan: Perusahaan sering mengadakan pelatihan
untuk meningkatkan keterampilan petani lokal dalam teknik
budidaya yang efisien dan ramah lingkungan.

b. Pemberdayaan Ekonomi
Pendapatan: Industri sawit menyediakan sumber pendapatan bagi
banyak keluarga di daerah perkebunan. Hal ini meningkatkan
kesejahteraan masyarakat lokal.
Koperasi dan Usaha Bersama: Masyarakat lokal dapat membentuk
koperasi untuk mengelola hasil pertanian, meningkatkan daya
tawar mereka dalam pemasaran.

c. Tantangan
Ketergantungan: Ketergantungan pada satu jenis pekerjaan dapat
menyebabkan kerentanan ekonomi jika harga sawit turun.
Dampak Lingkungan: Praktik yang tidak berkelanjutan dapat
merusak lingkungan, yang pada gilirannya mempengaruhi
kehidupan masyarakat.

2. Peran SDM Lokal dalam Industri Tambang

a. Keterlibatan dalam Operasional
Tenaga Kerja: SDM lokal dipekerjakan dalam berbagai posisi,
mulai dari operator alat berat hingga manajer proyek. Mereka
memiliki pengetahuan lokal yang berharga dalam operasi tambang.
Pelatihan dan Pengembangan: Perusahaan tambang sering
mengadakan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan
teknis dan manajerial SDM lokal.
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b. Pemberdayaan Masyarakat
Keterlibatan dalam Proyek Sosial: Banyak perusahaan tambang
berinvestasi dalam proyek pengembangan masyarakat, termasuk
pendidikan dan kesehatan, yang melibatkan SDM lokal.
Pembangunan Infrastruktur: Kegiatan tambang seringkali disertai
dengan pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi
masyarakat, seperti jalan dan fasilitas kesehatan.

c. Tantangan
Dampak Sosial: Kehadiran industri tambang dapat menyebabkan
konflik sosial, terutama jika masyarakat merasa tidak mendapatkan
manfaat yang adil.
Risiko Lingkungan: Praktik tambang yang tidak bertanggung
jawab dapat menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan,
yang berdampak pada kehidupan lokal.

3. Sinergi antara SDM Lokal dan Perusahaan

Kemitraan Berkelanjutan: Perusahaan harus membangun
kemitraan yang kuat dengan komunitas lokal untuk memastikan bahwa
manfaat dari industri dirasakan oleh masyarakat.

Program CSR: Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) harus
diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan SDM lokal dan lingkungan,
seperti program pelatihan dan pendidikan.

a. Keterlibatan SDM Lokal
Pekerjaan dan Keterampilan: SDM lokal berperan sebagai tenaga
kerja utama dalam kedua industri. Mereka sering kali memiliki
pengetahuan lokal yang penting, seperti teknik bercocok tanam di
industri sawit dan keterampilan operasional dalam industri
tambang.
Dampak: Keterlibatan ini meningkatkan kesempatan kerja bagi
masyarakat lokal, tetapi juga menciptakan ketergantungan pada
sektor tertentu.

b. Pemberdayaan Ekonomi
Pendapatan dan Kesejahteraan: Industri sawit dan tambang
memberikan sumber pendapatan yang signifikan bagi masyarakat
lokal. Kegiatan ini dapat meningkatkan standar hidup dan
mendukung ekonomi daerah.
Dampak: Pemberdayaan ekonomi ini  positif, —namun
ketergantungan pada satu industri dapat menjadi risiko jika sektor
tersebut mengalami penurunan.

c. Pelatihan dan Pengembangan Keterampilan
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Program Pelatihan: Perusahaan sering mengadakan program
pelatihan untuk meningkatkan keterampilan SDM lokal. Ini
penting untuk memastikan bahwa mereka dapat beradaptasi
dengan teknologi dan praktik terbaru.
Dampak: Peningkatan keterampilan dapat meningkatkan
produktivitas, tetapi jika pelatihan tidak berkelanjutan, manfaatnya
mungkin tidak maksimal.

d. Tantangan Lingkungan dan Sosial
Dampak Lingkungan: Praktik tidak berkelanjutan dalam industri
sawit dan tambang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan,
yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat lokal.
Misalnya, deforestasi di industri sawit dapat mengurangi sumber
daya alam yang tersedia.
Dampak Sosial: Kehadiran industri dapat menyebabkan konflik
sosial, terutama ketika masyarakat merasa bahwa mereka tidak
memperoleh manfaat yang adil dari kegiatan industri. Ini bisa
menimbulkan ketidakpuasan dan protes.

e. Sinergi antara Perusahaan dan Komunitas
Kemitraan  Berkelanjutan:  Perusahaan harus membangun
hubungan yang kuat dengan komunitas lokal untuk memastikan
bahwa manfaat dari industri dirasakan secara merata. Keterlibatan
masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat penting.
Dampak: Kemitraan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan
dan menciptakan lingkungan yang lebih stabil bagi operasi
industri.

Peran SDM lokal dalam industri sawit dan tambang sangat
penting untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial. Namun,
tantangan seperti ketergantungan ekonomi, dampak lingkungan, dan
konflik sosial perlu dikelola dengan baik. Dengan membangun kemitraan
yang berkelanjutan dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan
(CSR) yang efektif, industri dapat memberikan manfaat yang lebih besar
bagi masyarakat lokal dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Peran
SDM lokal dalam industri sawit dan tambang sangat signifikan. Mereka
tidak hanya berkontribusi pada operasional industri, tetapi juga berperan
dalam pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat. Namun, tantangan
seperti ketergantungan ekonomi, dampak lingkungan, dan konflik sosial
harus dikelola dengan baik. Melalui kemitraan yang berkelanjutan dan
program CSR yang efektif, perusahaan dapat memastikan bahwa
kontribusi SDM lokal membawa manfaat bagi semua pihak dan
mendukung keberlanjutan industri.
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BAB 3

SDA DAN PEREKONOMIAN BERBASIS SUMBER
DAYA

Sumber daya alam (SDA) merupakan unsur penting dalam
pembangunan ekonomi suatu negara. SDA mencakup segala sesuatu
yang berasal dari alam yang dapat dimanfaatkan manusia untuk
memenuhi kebutuhan hidup, baik yang dapat diperbarui seperti hasil
pertanian dan hutan, maupun yang tidak dapat diperbarui seperti mineral
dan bahan tambang. Dalam konteks ekonomi, SDA tidak hanya
dipandang sebagai bahan baku semata, melainkan juga sebagai aset
strategis yang berperan dalam meningkatkan pendapatan nasional,
menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan dan
pemerataan pembangunan.

Negara-negara yang kaya akan sumber daya alam memiliki
potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang cepat.
Namun, tidak sedikit pula negara yang mengalami ketergantungan
berlebihan terhadap SDA sehingga rentan terhadap fluktuasi harga
komoditas di pasar global. Hal ini menimbulkan tantangan dalam
pengelolaan SDA agar tetap berkelanjutan, adil, dan mampu memberikan
manfaat jangka panjang.

Bab ini membahas keterkaitan antara ketersediaan sumber daya alam dan
perkembangan perekonomian suatu negara. Dalam bab ini juga akan
dijelaskan bagaimana peran SDA dalam pembangunan ekonomi nasional,
dampak pengelolaan SDA terhadap lingkungan dan masyarakat, serta
strategi untuk mewujudkan ekonomi yang berkelanjutan berbasis sumber
daya alam.

Sumber Daya Alam (SDA) adalah seluruh kekayaan alam yang
terdapat di permukaan bumi maupun di dalamnya yang dapat digunakan
untuk menunjang kehidupan manusia. SDA dapat berupa sumber daya
hayati seperti tumbuhan dan hewan, maupun sumber daya nonhayati
seperti air, tanah, udara, mineral, dan energi.Dalam konteks ekonomi,
perekonomian berbasis sumber daya mengacu pada sistem ekonomi di
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mana kegiatan utama masyarakat dan negara bergantung pada
pemanfaatan SDA sebagai pilar utama pembangunan. Sektor-sektor
seperti pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan energi sering
kali menjadi tulang punggung ekonomi di negara-negara yang kaya akan
SDA.

Namun, pengelolaan SDA harus mempertimbangkan prinsip
keberlanjutan  (sustainability), yaitu pemanfaatan SDA dengan
memperhatikan kapasitas alam untuk pulih dan tetap lestari untuk
generasi mendatang. Oleh karena itu, penting untuk memahami konsep
pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan antara pertumbuhan
ekonomi, pelestarian lingkungan, dan keadilan sosial.

A. STRUKTUR EKONOMI BERBASIS EKSTRAKTIF VS
INOVATIF

Struktur ekonomi suatu negara menggambarkan bagaimana
kegiatan ekonomi utama dijalankan dan sumber daya apa yang menjadi
tulang punggung pembangunan. Dua pendekatan utama dalam struktur
ekonomi adalah: ekonomi berbasis ekstraktif dan ekonomi berbasis
inovatif. Keduanya mencerminkan perbedaan besar dalam cara suatu
negara memanfaatkan sumber daya dan menciptakan nilai tambah dalam
pembangunan ekonomi.

1. Ekonomi Berbasis Ekstraktif

Ekonomi berbasis ekstraktif adalah sistem ekonomi yang
bergantung pada eksploitasi sumber daya alam (SDA) sebagai motor
utama pertumbuhan. Dalam sistem ini, aktivitas seperti pertambangan,
perkebunan, perikanan, dan kehutanan menjadi sektor dominan.

a. Ciri-ciri

* Dominasi sektor primer (pertambangan, pertanian, dan
perikanan).

* Ketergantungan tinggi pada ekspor komoditas mentah.

* Nilai tambah rendah karena minimnya pengolahan lanjutan.

* Rentan terhadap fluktuasi harga pasar global.

* Penciptaan lapangan kerja terbatas dan sering bersifat informal.

* Berisiko tinggi terhadap kerusakan lingkungan dan konflik
agraria.

b. Contoh

Negara dengan ekonomi berbasis ekstraktif: Angola (minyak),
Republik Demokratik Kongo (mineral), Venezuela (minyak).
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Di Indonesia: sektor batu bara, minyak sawit, dan tambang nikel
adalah contoh ekonomi ekstraktif.

2. Ekonomi Berbasis Inovatif

Ekonomi berbasis inovatif adalah struktur ekonomi yang
ditopang oleh pengetahuan, kreativitas, teknologi, dan kewirausahaan.
Pertumbuhan ekonomi dalam sistem ini bersumber dari ide-ide baru,
penelitian dan pengembangan (R&D), serta pemanfaatan teknologi
digital dan industri kreatif.

a. Ciri-ciri
* Dominasi sektor tersier (jasa) dan kuartener (inovasi, teknologi,
R&D).
* Fokus pada penciptaan nilai tambah melalui pengetahuan dan
teknologi.

* Ketahanan tinggi terhadap gejolak pasar komoditas.

* Dukungan kuat terhadap pendidikan, startup, dan ekosistem
digital.

* Pendorong utama pertumbuhan: UMKM berbasis teknologi,
industri kreatif, dan riset.

* Lingkungan yang mendorong kolaborasi antar sektor dan
inovasi berkelanjutan.

b. Contoh

Negara dengan ekonomi inovatif: Korea Selatan (teknologi),
Finlandia (pendidikan & desain), Amerika Serikat (startup &
teknologi).

Di Indonesia: sektor fintech, agritech, edutech, dan industri kreatif
seperti musik, film, dan game mulai tumbuh sebagai bagian dari
ekonomi inovatif.

3. Transisi ke Ekonomi Inovatif

Perekonomian modern mendorong negara-negara untuk
bertransisi dari sistem ekstraktif ke inovatif demi meningkatkan daya
saing global dan menciptakan pembangunan berkelanjutan. Transisi ini
memerlukan:

* Investasi dalam pendidikan dan pelatihan vokasi.

* Pengembangan riset dan teknologi.

* Penciptaan ekosistem inovasi (inkubator, akses permodalan,
regulasi adaptif).

* Penguatan sektor industri pengolahan dan digitalisasi UMKM.
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Struktur ekonomi menentukan arah dan kualitas pembangunan
suatu negara. Ekonomi berbasis ekstraktif, meskipun bisa menghasilkan
devisa cepat, rentan dan tidak berkelanjutan.

B. SUMBER DAYA ALAM SEBAGAI MODAL EKONOMI

Sumber daya alam (SDA) merupakan anugerah alam yang sangat
penting dalam pembangunan ekonomi, terutama bagi negara berkembang
seperti Indonesia. SDA bukan hanya sebagai komoditas untuk diekspor,
tetapi juga dapat berfungsi sebagai modal ekonomi yang strategis jika
dikelola dengan bijak dan berkelanjutan.

1. Pengertian Sumber Daya Alam sebagai Modal Ekonomi

Sumber daya alam sebagai modal ekonomi berarti memandang
SDA bukan sekadar barang untuk dieksploitasi, tetapi sebagai aset
produktif yang:

* Memberikan pendapatan bagi negara,

* Mendorong tumbuhnya industri nasional,

* Menjadi basis bagi pembangunan berkelanjutan,
* Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, SDA tidak boleh dipandang sebagai sumber
kekayaan sesaat, tetapi sebagai pondasi ekonomi jangka panjang.

2. Jenis-Jenis Sumber Daya Alam dalam Konteks Ekonomi

a. Sumber Daya Alam Terbarukan
Contoh: hasil hutan, hasil pertanian, perikanan, energi surya,
angin, dan air.
Karakteristik: dapat diperbarui atau dipulihkan secara alami bila
dikelola secara berkelanjutan.
Potensi ekonomi: mendukung ketahanan pangan, energi hijau, dan
ekowisata.

b. Sumber Daya Alam Tidak Terbarukan
Contoh: minyak bumi, batu bara, gas alam, logam (emas, tembaga,
nikel).
Karakteristik: jumlah terbatas dan akan habis jika terus
dieksploitasi.
Potensi ekonomi: penyumbang devisa dan sumber energi utama,
namun rentan terhadap fluktuasi harga pasar global.

3. Fungsi SDA dalam Perekonomian

* Sebagai Input Produksi
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SDA menjadi bahan baku utama bagi banyak industri, mulai dari
makanan, energi, hingga manufaktur.

Penyumbang Pendapatan Negara

Melalui pajak, royalti, dan ekspor, SDA menjadi sumber utama
APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Sumber Lapangan Kerja

Sektor berbasis SDA (seperti pertanian, tambang, kehutanan)
menyerap jutaan tenaga kerja, khususnya di daerah.

Penarik Investasi

SDA yang melimpah dapat menarik investor asing, terutama di
sektor energi dan pertambangan.

Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Banyak daerah di Indonesia yang ekonominya bertumpu pada
eksploitasi SDA lokal.

. Tantangan dalam Pemanfaatan SDA sebagai Modal Ekonomi

Eksploitasi Berlebihan

Penggunaan SDA tanpa batas bisa menyebabkan kerusakan
lingkungan, konflik sosial, dan kelangkaan sumber daya.
Ketergantungan terhadap Komoditas Mentah

Banyak negara (termasuk Indonesia) masih mengandalkan ekspor
bahan mentah tanpa nilai tambah.

Kesenjangan Sosial dan Konflik Agraria

Pengelolaan SDA sering tidak adil, menguntungkan segelintir
pihak dan menimbulkan konflik dengan masyarakat adat atau
lokal.

Minimnya Teknologi dan R&D

Keterbatasan dalam teknologi pengolahan menyebabkan SDA
tidak dimanfaatkan secara maksimal.

. Strategi Pengelolaan SDA sebagai Modal Ekonomi

Hilirisasi Industri

Meningkatkan nilai tambah SDA dengan membangun industri
pengolahan (contoh: nikel — baterai — mobil listrik).
Diversifikasi Ekonomi

Mengurangi ketergantungan pada SDA dengan mendorong sektor
lain seperti pariwisata, jasa, dan ekonomi digital.

Penerapan Prinsip Berkelanjutan

Menyeimbangkan antara kebutuhan ekonomi, keberlanjutan
lingkungan, dan kesejahteraan sosial.
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* Perbaikan Tata Kelola
Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan SDA (misalnya melalui skema benefit sharing).

* Investasi dalam Pendidikan dan Teknologi
Mengembangkan kapasitas lokal dalam mengelola SDA secara
modern dan inovatif.

Sumber daya alam adalah aset strategis yang harus dikelola
sebagai modal ekonomi jangka panjang, bukan sekadar objek eksploitasi.
Dengan pendekatan yang tepat—berbasis nilai tambah, keberlanjutan,
dan tata kelola yang baik—SDA bisa menjadi kunci menuju
kesejahteraan rakyat dan kemandirian ekonomi nasional.

C. KETERGANTUNGAN SUMBER DAYA ALAM DAN GEJALA
DEINDUSTRIALISASI PREMATUR

1. Pengertian Ketergantungan terhadap Sumber Daya Alam

Sumber Daya Alam (SDA) adalah segala sesuatu yang berasal
dari alam dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup
manusia. SDA dibagi menjadi dua:

* SDA terbarukan: seperti hutan, air, dan energi surya.

* SDA tidak terbarukan: seperti batu bara, minyak bumi, dan
logam.

a. Ketergantungan terhadap SDA

Ketergantungan terhadap SDA merujuk pada kondisi di mana
perekonomian suatu negara terlalu bergantung pada sektor
ekstraktif (pertambangan, minyak, gas, dan hasil hutan) sebagai
sumber utama pendapatan negara dan devisa.

b. Ciri-Ciri Negara yang Tergantung pada SDA
* Struktur ekonomi didominasi sektor primer (pertambangan dan
pertanian).
* Minimnya diversifikasi ekonomi.
* Ketergantungan pada ekspor bahan mentah.
* Rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global.

2. Dampak Ketergantungan terhadap SDA

a. Dampak Positif
* Meningkatkan pendapatan negara dalam jangka pendek.
* Menyerap tenaga kerja di sektor primer.
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* Menjadi sumber devisa dari ekspor.

b. Dampak Negatif
* Ketidakstabilan ekonomi karena harga komoditas global yang
fluktuatif.
* Over-ekploitasi SDA — kerusakan lingkungan.
* Menghambat pengembangan sektor industri dan teknologi.
* Terjebak dalam kutukan SDA (resource curse): negara kaya
SDA cenderung tumbuh lebih lambat.

3. Pengertian Deindustrialisasi Prematur

Deindustrialisasi Prematur adalah fenomena menurunnya
kontribusi sektor industri manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto
(PDB) dan kesempatan kerja sebelum negara mencapai tahap
pembangunan ekonomi yang tinggi.

a. Ciri-ciri Deindustrialisasi Prematur
* Penurunan persentase pekerja di sektor industri.
* PDB dari sektor industri menurun.
* Sektor jasa tumbuh lebih cepat dibanding sektor industri.
* Terjadi pada negara berkembang, bukan hanya negara maju.

b. Penyebab Deindustrialisasi Prematur
* Ketergantungan pada SDA sehingga industri tidak berkembang.
* Globalisasi dan kompetisi dengan produk impor murah.
* Kebijakan ekonomi yang kurang mendukung industri nasional.
* Otomatisasi dan efisiensi teknologi menggantikan tenaga kerja
industri.

4. Hubungan Antara Ketergantungan SDA dan Deindustrialisasi
Prematur

Ketika sebuah negara terlalu bergantung pada SDA, perhatian
terhadap pengembangan industri manufaktur menjadi minim.

Pendapatan tinggi dari SDA sering tidak diinvestasikan untuk
membangun sektor industri.

Negara dengan SDA melimpah merasa "nyaman" mengekspor
bahan mentah tanpa mengolahnya menjadi produk industri.

Akibatnya, sektor industri tidak berkembang maksimal, bahkan
mengalami penurunan sebelum sempat mencapai puncak — inilah yang
disebut deindustrialisasi prematur.
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5. Dampak Deindustrialisasi Prematur terhadap Perekonomian

a. Dampak Ekonomi
* Pertumbuhan ekonomi melambat.
* Pengangguran meningkat karena sektor jasa tidak menyerap
tenaga kerja sebanyak sektor industri.
* Defisit neraca perdagangan karena mengimpor barang industri.

b. Dampak Sosial
* Ketimpangan sosial meningkat karena distribusi kekayaan dari
SDA sering tidak merata.
* Minimnya lapangan kerja berketerampilan menengah —
mempersempit kelas menengah.

6. Upaya Mengatasi Ketergantungan SDA dan Deindustrialisasi
Prematur

a. Diversifikasi Ekonomi
Mendorong pertumbuhan sektor manufaktur dan jasa agar
ekonomi tidak bergantung hanya pada SDA.

b. Industrial Upgrading
Meningkatkan nilai tambah SDA melalui pengolahan industri di
dalam negeri, misalnya: Smelter nikel, pengolahan minyak sawit,
diL

¢. Kebijakan Industri Nasional
* Memberikan insentif bagi industri padat karya dan teknologi.
* Proteksi industri dalam negeri dari persaingan tidak sehat.

d. Investasi SDM
Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja untuk
mendorong tenaga kerja industri yang kompeten.

Indonesia memiliki kekayaan SDA yang besar (batubara, nikel,
minyak sawit). Namun, selama bertahun-tahun terlalu bergantung pada
ekspor bahan mentah. Industri manufaktur mengalami stagnasi sejak
awal 2000-an.

Pemerintah Indonesia mulai mendorong hilirisasi industri
(contoh: larangan ekspor bijih nikel mentah) untuk meningkatkan nilai
tambah dan memperkuat sektor industri.

Ketergantungan pada SDA dapat menghambat pembangunan
industri, dan bila tidak diatasi, dapat menyebabkan gejala
deindustrialisasi prematur. Negara berkembang seperti Indonesia perlu
menyeimbangkan antara pemanfaatan SDA dan pengembangan sektor
industri yang kuat dan berkelanjutan.
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D. DAUR NILAI TAMBAH SUMBER DAYA ALAM (SDA) DAN
PERAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DI DALAMNYA

1. Pengertian Nilai Tambah

Nilai tambah adalah peningkatan nilai suatu produk atau barang
akibat dari proses produksi, pengolahan, atau jasa tambahan yang
membuat produk tersebut lebih berguna atau lebih bernilai di pasar.
Dalam konteks SDA, nilai tambah diperoleh ketika SDA diolah menjadi
produk setengah jadi atau produk jadi yang memiliki harga jual lebih
tinggi dibandingkan dengan bentuk mentahnya.

Contoh:

* Kayu gelondongan (SDA mentah) — diolah menjadi furnitur —
nilai tambah meningkat.

* Biji kakao (SDA mentah) — diolah menjadi cokelat — nilai
tambah meningkat.

2. Daur Nilai Tambah SDA

Daur nilai tambah SDA menggambarkan proses berkelanjutan
dalam pemanfaatan SDA yang melibatkan beberapa

a. Eksplorasi dan Ekstraksi
Merupakan tahap awal berupa pencarian, identifikasi, dan
pengambilan SDA dari alam, seperti:
* Penambangan batu bara, emas
* Penebangan kayu
* Penangkapan ikan
* Pengambilan air atau gas bumi

b. Pengolahan Awal (Hulu)
SDA mentah diolah secara dasar untuk memisahkan unsur bernilai
dari bahan mentah.
Contoh:
* Pemurnian minyak mentah menjadi bahan bakar
* Pengeringan dan penggilingan gabah menjadi beras

c. Pengolahan Lanjutan (Industri Hilir)
Tahap pengolahan lanjut untuk menciptakan produk siap pakai
atau produk turunan:
* Minyak sawit — sabun, margarin
* Karet — ban kendaraan
* Susu segar — keju, yoghurt
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d. Distribusi dan Pemasaran
Produk hasil olahan kemudian disalurkan ke pasar domestik atau
internasional untuk dijual ke konsumen.

e. Konsumsi
Produk dikonsumsi oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.

f. Daur Ulang dan Pengelolaan Limbah
Tahap akhir yang bertujuan mengolah limbah hasil konsumsi atau
produksi agar dapat dimanfaatkan kembali atau tidak mencemari
lingkungan.
3. Peran Sumber Daya Manusia dalam Daur Nilai Tambah SDA

Sumber daya manusia (SDM) memegang peranan penting di
setiap tahap daur nilai tambah. SDM yang kompeten akan menentukan
keberhasilan pengelolaan SDA secara efisien dan berkelanjutan.

a. Peran SDM di Tahap Eksplorasi dan Ekstraksi
* Tenaga ahli geologi untuk survei dan eksplorasi sumber daya
* Teknisi tambang dan operator alat berat
Nelayan, petani, penebang hutan yang bertanggung jawab secara
lingkungan

b. Peran SDM di Tahap Pengolahan
* Insinyur proses dan teknisi pabrik untuk mengelola mesin
pengolah
* Teknolog pangan dan industri kreatif
* Inovator dan peneliti yang menciptakan proses efisien

¢. Peran SDM di Tahap Distribusi dan Pemasaran
* Manajer logistik dan distribusi
* Pelaku UMKM, pedagang, eksportir
* Tenaga pemasaran dan ahli digital marketing

d. Peran SDM dalam Konsumsi dan Edukasi
*  Konsumen bijak yang memilih produk lokal berkualitas

*  Edukator dan kampanye publik tentang penggunaan produk
hasil SDA

€. Peran SDM dalam Daur Ulang
* Teknisi pengelolaan limbah
* Pelaku industri daur ulang
* Pemerhati lingkungan dan aktivis sosial
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4. Pentingnya Peningkatan Kualitas SDM

Agar nilai tambah SDA dapat optimal, SDM harus ditingkatkan
melalui:
* Pendidikan dan pelatihan vokasi
* Pengembangan keterampilan teknologi dan industri
* Peningkatan kesadaran lingkungan dan kewirausahaan

Pengolahan SDA melalui daur nilai tambah sangat penting untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan
meningkatkan daya saing nasional. SDM menjadi kunci utama dalam
mengelola SDA secara berkelanjutan dan inovatif. Oleh karena itu,
investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan pengembangan SDM sangat
dibutuhkan untuk memaksimalkan potensi SDA Indonesia.

E. TRANSISI EKONOMI SDA KE EKONOMI BERBASIS
PENGETAHUAN

1. Pengertian Ekonomi SDA dan Ekonomi Berbasis Pengetahuan
a. Ekonomi SDA (Sumber Daya Alam)

Ekonomi SDA adalah sistem ekonomi yang bertumpu pada
eksploitasi dan pemanfaatan sumber daya alam sebagai pendorong
utama pertumbuhan ekonomi. Contohnya: negara yang
mengandalkan ekspor minyak, batu bara, kayu, hasil laut, dan hasil
pertanian.

Ciri-ciri Ekonomi SDA:

* Bergantung pada ekspor komoditas mentah

* Minim pengolahan dan nilai tambah

* Rentan terhadap fluktuasi harga pasar global

* Seringkali menyebabkan eksploitasi berlebihan terhadap alam

b. Ekonomi Berbasis Pengetahuan (Knowledge-Based
Economy/KBE)

Ekonomi berbasis pengetahuan adalah sistem ekonomi yang
mengandalkan ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, dan
informasi sebagai sumber utama produktivitas dan pertumbuhan
ekonomi.

Ciri-ciri Ekonomi Berbasis Pengetahuan:

* Mengandalkan SDM berkualitas tinggi

* Didukung oleh riset dan inovasi

* Nilai tambah berasal dari ide, teknologi, dan kreativitas
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* Lebih berkelanjutan dan fleksibel dalam menghadapi
perubahan global

2. Transisi Ini Diperlukan

a. Keterbatasan SDA
* SDA bersifat terbatas dan tidak dapat diperbarui dalam waktu
singkat.
* Eksploitasi berlebih dapat menyebabkan kerusakan lingkungan
dan krisis ekologi.

b. Ketergantungan yang Merugikan
Negara yang bergantung pada SDA mentah akan mengalami
guncangan ekonomi saat harga komoditas turun.

c. Persaingan Global

* Dunia saat ini memasuki era digital, di mana kekayaan tidak
lagi hanya dilihat dari hasil tambang, tapi dari teknologi dan
pengetahuan.

* Peluang Inovasi dan Lapangan Kerja

* Ekonomi berbasis pengetahuan membuka banyak peluang
usaha baru di bidang teknologi, digital, jasa pendidikan, dan
kreatif.

3. Tahapan Transisi Ekonomi SDA ke Ekonomi Berbasis Pengetahuan

a. Peningkatan Kualitas SDM
* Investasi pada pendidikan, pelatihan vokasional, dan
penguasaan teknologi.
* Pengembangan soft skills dan hard skills.

b. Diversifikasi Ekonomi
Tidak hanya fokus pada sektor SDA, tetapi juga mengembangkan
sektor industri, jasa, digital, dan ekonomi kreatif.

c. Peningkatan Penelitian dan Inovasi
* Mendorong riset di perguruan tinggi, lembaga riset, dan sektor
swasta.
* Menciptakan iklim inovasi melalui inkubator bisnis, startup,
dan paten teknologi.

d. Digitalisasi dan Teknologi Informasi
* Membangun infrastruktur digital yang merata.
* Mendorong adopsi teknologi di berbagai sektor (pertanian
digital, manufaktur cerdas, e-commerce, dlIl).
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.

Kebijakan Pemerintah yang Mendukung

* Reformasi regulasi untuk mendorong inovasi dan
kewirausahaan.

* Memberikan insentif bagi sektor industri berbasis pengetahuan.

4. Peran Sumber Daya Manusia dalam Transisi Ekonomi

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan penggerak utama

dalam transformasi ini.

Peran SDM meliputi:

Sebagai inovator dan peneliti dalam menciptakan solusi baru
Sebagai pelaku industri kreatif dan digital

Sebagai tenaga kerja terampil di sektor teknologi tinggi

Sebagai pemimpin dan pengambil kebijakan berbasis data dan
ilmu

e. Contoh Negara yang Berhasil Melakukan Transisi

a.

Korea Selatan

Dulu negara miskin dengan sumber daya alam terbatas. Kini
menjadi negara maju berkat investasi besar di pendidikan,
teknologi, dan industri kreatif.

Singapura

Minim SDA, tetapi unggul dalam sektor keuangan, pendidikan,
dan teknologi karena mengembangkan ekonomi berbasis
pengetahuan.

Finlandia

Beralih dari ekonomi kayu dan tambang menjadi pusat teknologi,
pendidikan, dan inovasi (Nokia, sistem pendidikan terdepan).

6. Tantangan dalam Transisi

Kesenjangan Pendidikan dan Akses Teknologi
Kurangnya budaya riset dan inovasi
Ketergantungan ekonomi daerah pada SDA
Kurangnya investasi pada sektor non-SDA
Resistensi perubahan dari pelaku lama

7. Upaya Strategis untuk Indonesia

Meningkatkan pendidikan STEM (Sains, Teknologi, Engineering,
Matematika)

Mendorong digitalisasi UMKM dan pertanian

Membentuk pusat inovasi daerah (tech park, science center)
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* Memberikan pelatihan vokasional berbasis industri masa depan
* Meningkatkan kolaborasi antara perguruan tinggi dan industri

Transisi dari ekonomi berbasis SDA ke ekonomi berbasis
pengetahuan bukan sekadar pilihan, tetapi kebutuhan untuk masa depan
yang lebih berkelanjutan, kompetitif, dan mandiri. Kunci dari transisi ini
adalah kualitas SDM dan penguasaan teknologi serta inovasi. Negara
yang mampu mengelola pengetahuan dengan baik akan memimpin dalam
era globalisasi dan ekonomi digital.

F. STUDI KASUS: INDUSTRI TAMBANG NIKEL DAN
HILIRISASI

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya
alam (SDA), salah satunya adalah nikel. Nikel merupakan logam penting
yang dibutuhkan dalam banyak industri, terutama industri baja tahan
karat dan baterai kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV).Namun, selama
bertahun-tahun, Indonesia lebih banyak mengekspor bijih nikel mentah
dengan nilai jual rendah, sementara negara lain memperoleh nilai tambah
dengan mengolah bijih tersebut menjadi produk industri bernilai
tinggi.Untuk mengubah pola tersebut, Indonesia menerapkan kebijakan
hilirisasi nikel sebagai langkah strategis dalam transisi dari ekonomi
berbasis SDA mentah ke ekonomi berbasis industri dan teknologi.

1. Pengertian Hilirisasi

Hilirisasi adalah proses pengolahan bahan mentah menjadi
barang setengah jadi atau barang jadi untuk meningkatkan nilai tambah
ekonomi.

Tujuan Hilirisasi:
* Meningkatkan nilai tambah dalam negeri
* Mengurangi ketergantungan ekspor bahan mentah
* Menumbuhkan industri pengolahan nasional
* Menciptakan lapangan kerja dan investasi
* Mendukung pembangunan berkelanjutan

2. Kebijakan Hilirisasi Nikel di Indonesia

a. Larangan Ekspor Bijih Nikel Mentah
Mulai Januari 2020, pemerintah melarang ekspor bijih nikel
mentah.
Kebijakan ini mendorong pelaku industri membangun smelter
(fasilitas pengolahan nikel) di dalam negeri.

b. Pengembangan Kawasan Industri Nikel
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C.

Pemerintah mendukung pembangunan kawasan industri terpadu di
sekitar lokasi tambang seperti:

* Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) — Sulawesi Tengah
* Weda Bay Industrial Park — Maluku Utara

Ekosistem Baterai Kendaraan Listrik

* Hilirisasi diarahkan untuk menciptakan rantai pasok nasional
baterai EV, mulai dari:

* Penambangan — Pengolahan — Pembuatan komponen baterai
— Perakitan kendaraan listrik

3. Dampak Positif Hilirisasi Nikel

a.

Ekonomi
* Meningkatkan pendapatan negara dari ekspor produk olahan

* Menumbuhkan PDB melalui industri berbasis logam dan energi
baru

Lapangan Kerja
Menyerap puluhan ribu tenaga kerja lokal di sektor tambang,
smelter, dan kawasan industri

Daya Saing Nasional
Indonesia mulai dikenal sebagai pemain global dalam rantai pasok
baterai dan kendaraan listrik

Investasi Asing dan Domestik
Banyak investor, seperti dari Tiongkok dan Korea Selatan,
membangun pabrik smelter dan baterai

4. Tantangan dalam Hilirisasi Nikel

a.

b.

Dampak Lingkungan :Tambang dan smelter berpotensi merusak
hutan, mencemari air, dan meningkatkan emisi
Ketimpangan Sosial : Masyarakat lokal sering tidak memperoleh
manfaat maksimal; konflik lahan dapat terjadi

. Kualitas SDM : Kurangnya tenaga kerja terampil lokal dalam

bidang metalurgi dan teknologi tinggi

Ketergantungan Teknologi Asing : Teknologi pengolahan banyak
dikuasai oleh investor asing

Keterbatasan Infrastruktur : Dibutuhkan pelabuhan, listrik, dan
akses jalan di lokasi industri terpencil

5. Studi Kasus: Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP)

Lokasi: Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah
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* Profil: Salah satu kawasan industri logam terbesar di Asia
Tenggara

* Dikelola oleh kerjasama antara perusahaan Indonesia dan
Tiongkok

* Aktivitas:Mengolah bijih nikel menjadi feronikel dan nikel sulfat
untuk bahan baterai

* Menyerap >40.000 tenaga kerja

* Kontribusi:Meningkatkan ekspor produk olahan

* Menjadi pionir dalam rantai industri nikel di Indonesia

6. Nilai Tambah dari Hilirisasi Nikel
Produk Bentuk Nilai Ekspor (Estimasi per ton)

Bijih Nikel Mentah + $30-$50

Feronikel Setengah Jadi + $1.000-$2.000
Nikel Sulfat Olahan Baterai + $10.000

Baterai EV Produk Jadi + $100.000+ per unit

Hilirisasi nikel adalah langkah penting untuk mendorong
transformasi ekonomi Indonesia dari pengekspor bahan mentah menjadi
produsen industri strategis, khususnya dalam menghadapi era kendaraan
listrik dan energi bersih.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, hilirisasi memberikan
peluang besar untuk:
*  Peningkatan nilai tambabh,
* Industrialisasi berkelanjutan,
* Kemandirian ekonomi nasional,
* Penguatan daya saing global.
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BAB 4

INDUSTRI SDA DAN TANTANGAN
KETENAGAKERJAAN

A. KARAKTERISTIK KETENAGAKERJAAN DI SEKTOR SDA

Dominasi Tenaga Kerja Tidak Terdidik dan Terlatih Rendah
Banyak tenaga kerja di sektor SDA, seperti pertanian, perkebunan, dan
kehutanan, didominasi oleh tenaga kerja dengan tingkat pendidikan
rendah atau tidak terdidik dan tidak terlatih. Hal ini menyebabkan
produktivitas tenaga kerja relatif rendah karena minimnya penguasaan
pengetahuan dan keterampilan teknis.

1. Penyebaran Tenaga Kerja Tidak Merata

Penyebaran Tenaga Kerja Tidak Merata Tenaga kerja di sektor
SDA seringkali tersebar tidak merata, dengan konsentrasi tinggi di
daerah tertentu seperti Pulau Jawa, sementara daerah lain yang kaya SDA
justru kekurangan tenaga kerja. Ini berdampak pada kurang optimalnya
pemanfaatan sumber daya alam di wilayah yang kurang tenaga kerja.

Produktivitas dan Kualitas Tenaga Kerja Rendah Rendahnya
mutu tenaga kerja di sektor SDA disebabkan oleh rendahnya tingkat
pendidikan dan keterampilan, yang berimbas pada rendahnya
produktivitas dan hasil produksi. Sektor pertanian misalnya, meskipun
menyerap tenaga kerja besar (sekitar 44%), kontribusinya terhadap
PDRB relatif kecil (sekitar 10%).

Kelebihan Tenaga Kerja dan Pengangguran Terselubung Sektor
SDA sering menjadi penampung tenaga kerja berlebih yang tidak
terserap di sektor lain, sehingga terjadi kelebihan tenaga kerja yang tidak
produktif. Jam kerja yang rendah dan keterbatasan kesempatan kerja
penuh juga menjadi ciri khas ketenagakerjaan di sektor ini.

Jenis Tenaga Kerja di Sektor SDA Tenaga kerja di sektor ini
umumnya adalah tenaga kerja jasmani yang mengandalkan tenaga fisik,
dengan sebagian kecil tenaga kerja terdidik atau terlatih. Tenaga kerja
tidak terdidik dan tidak terlatih banyak ditemukan di pekerjaan kasar
seperti buruh tani dan pekerja kebun.

Ekonomi Sumber Daya Manusia; Strategi Ekonomi untuk Pembangunan Berkelanjutan | 51




2. Pengaruh Pendidikan terhadap Kualitas Tenaga Kerja

Pengaruh Pendidikan terhadap Kualitas Tenaga Kerja Pendidikan
menjadi faktor kunci untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas
tenaga kerja di sektor SDA. Namun, rendahnya tingkat pendidikan dan
keterampilan menjadi kendala utama dalam pengembangan sektor ini.

karakteristik ketenagakerjaan di sektor SDA di Indonesia
ditandai oleh tenaga kerja yang mayoritas berpendidikan rendah,
penyebaran yang tidak merata, produktivitas rendah, dan dominasi
tenaga kerja tidak terlatih, sehingga perlu perhatian khusus untuk
peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga kerja agar pemanfaatan
SDA dapat optimal.

B. ISU UPAH, KESEHATAN KERJA, DAN PRODUKTIVITAS
1. Isu Upah

Penetapan Upah Minimum dan Konflik. Upah minimum sektoral
di beberapa daerah, seperti di Provinsi Riau, telah diatur secara spesifik
untuk sektor pertambangan dan aktivitas penunjang, misalnya sekitar
Rp3.272.940 per bulan. Namun, masih ditemukan perusahaan yang tidak
membayar sesuai ketentuan, memicu konflik dan aksi demo buruh
menuntut keadilan upah.

Penurunan Upah Minimum dan Dampaknya. Kebijakan
pengupahan terbaru (PP No. 36 Tahun 2021) menyebabkan penurunan
upah minimum sekitar 6,58%, sehingga menimbulkan dilema bagi buruh
karena daya beli menurun, sementara harga kebutuhan pokok naik.
Kondisi ini juga berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi dan
kesejahteraan buruh.

Pengaruh Upah terhadap penyerapan tenaga kerja. Kenaikan
upah minimum dapat menyebabkan penurunan penyerapan tenaga kerja
karena biaya tenaga kerja menjadi lebih mahal dibanding input lain,
sehingga pengusaha cenderung mengganti tenaga kerja dengan input lain
demi menjaga laba.

2. Isu Kesehatan Kerja

Meski tidak secara eksplisit dijelaskan dalam hasil pencarian, isu
kesehatan kerja erat kaitannya dengan perlindungan tenaga kerja agar
produktivitas tetap terjaga dan risiko kecelakaan atau penyakit akibat
kerja dapat diminimalkan. Perlindungan hukum dan standar kesehatan
kerja sangat penting untuk kesejahteraan pekerja di sektor SDA dan
industri lainnya.

52 | Ekonomi Sumber Daya Manusia; Strategi Ekonomi untuk Pembangunan Berkelanjutan




3. Isu Produktivitas

Produktivitas tenaga kerja dipengaruhi oleh upah yang layak.
Upah yang lebih tinggi memberikan akses lebih besar kepada pekerja
untuk sumber daya ekonomi dan kehidupan yang lebih layak, yang pada
akhirnya dapat meningkatkan produktivitas.

Namun, kenaikan upah yang tidak diimbangi dengan
peningkatan keterampilan dan kondisi kerja yang baik dapat
menyebabkan pengusaha mengurangi tenaga kerja, sehingga menurunkan
tingkat penyerapan tenaga kerja.

C. TENAGA KERJA LOKAL DAN SDM LOKAL
Hubugan antar tenaga kerja lokal dan sdm lokal

Tenaga kerja migran dan SDM lokal saling melengkapi dalam
sistem ketenagakerjaan Indonesia. Peningkatan kualitas SDM lokal dan
perlindungan pekerja migran menjadi kunci untuk memaksimalkan
manfaat ekonomi dan sosial dari migrasi tenaga kerja. Pemerintah terus
berupaya meningkatkan pelatihan, perlindungan hukum, dan penempatan
yang teratur agar kedua kelompok tenaga kerja ini dapat berkontribusi
optimal.

D. DIGITALISASI DAN OTOMATISASI DALAM INDUSTRI SDA

Era Industri 4.0 dan Making Indonesia 4.0. Pemerintah Indonesia
melalui program Making Indonesia 4.0 mendorong transformasi digital
dan otomatisasi di berbagai sektor industri, termasuk SDA, dengan fokus
pada teknologi robotika dan kecerdasan buatan (Al). Program ini
bertujuan meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing nasional
melalui integrasi teknologi digital, fisik, dan biologis.

Pusat Industri Digital Indonesia 4.0 (PIDI 4.0). PIDI 4.0 adalah
pusat inovasi dan kolaborasi teknologi yang menyediakan pelatihan,
riset, dan implementasi teknologi digital seperti robotika, Al, Internet of
Things (IoT), dan big data untuk mempercepat digitalisasi industri. PIDI
4.0 berperan sebagai solusi satu atap untuk mendukung transformasi
digital industri manufaktur dan sektor SDA.

1. Manfaat Digitalisasi dan Otomatisasi

Peningkatan  Produktivitas: Otomatisasi proses produksi
mengurangi kesalahan manusia, mempercepat waktu produksi, dan
meningkatkan efisiensi operasional.
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Inovasi Produk: AI memungkinkan pengembangan produk dan
layanan cerdas yang lebih kompetitif di pasar global.

Penghematan Biaya: Digitalisasi mengurangi biaya operasional
dan meningkatkan margin keuntungan.

Keamanan dan Keselamatan: Robotika dan AI meningkatkan
keselamatan kerja dengan mengurangi risiko kecelakaan.

Dukungan untuk Industri Kecil dan Menengah (IKM):
Digitalisasi dan otomatisasi tidak hanya untuk industri besar. Melalui
kolaborasi internasional seperti BRICS, akses teknologi digital dan Al
diperluas ke IKM untuk meningkatkan efisiensi produksi dan penetrasi
pasar, sehingga mengurangi kesenjangan teknologi antar pelaku industri.

Pengembangan SDM dan Keterampilan Digital: Pengembangan
sumber daya manusia yang terampil dalam teknologi digital dan robotika
menjadi prioritas agar tenaga kerja mampu mengoperasikan dan
mengelola sistem otomatisasi di industri SDA, mendukung keberlanjutan
transformasi digital.

Teknologi Pendukung: Teknologi seperti cloud computing,
autonomous robots, augmented reality, big data, dan cybersecurity
menjadi bagian dari strategi digitalisasi industri untuk meningkatkan
efisiensi dan daya saing produk SDA di pasar internasional.

Digitalisasi dan otomatisasi di industri SDA merupakan kunci
untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing global.
Dengan dukungan program Making Indonesia 4.0 dan PIDI 4.0, serta
pengembangan SDM terampil dan akses teknologi bagi IKM, Indonesia
siap memasuki era industri 4.0 yang lebih maju dan berkelanjutan.

E. PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PEKERJA SDA
1. Hak Perlindungan Sosial

Hak Perlindungan Sosial untuk Semua Pekerja Perlindungan
sosial merupakan hak setiap pekerja, termasuk mereka yang bekerja di
sektor informal seperti buruh tani dan pekerja pabrik rokok di sektor
SDA. Pemerintah mendorong perlindungan sosial yang inklusif agar
tidak ada pekerja yang terabaikan.

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Dana
DBHCHT: Pemerintah mengalokasikan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau (DBHCHT) untuk mendukung program jaminan sosial
ketenagakerjaan bagi pekerja informal di sektor tembakau, termasuk
buruh tani. Pada 2025, alokasi DBHCHT untuk perlindungan sosial
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meningkat signifikan, dengan cakupan penerima manfaat yang
bertambah dari 439 ribu menjadi 747 ribu orang. Program ini meliputi
perlindungan kecelakaan kerja, santunan kematian, dan beasiswa anak
pekerja yang meninggal dunia dengan nilai hingga Rp174 juta untuk dua
anak.

Perlindungan Sosial dalam Transisi Energi dan Sektor SDA:
Dalam konteks transisi energi dan perubahan iklim, perlindungan sosial
bagi pekerja SDA sangat penting untuk menjaga kesejahteraan mereka.
Studi menunjukkan bahwa pekerja tambang batu bara formal umumnya
mendapatkan jaminan sosial, tetapi pekerja kontrak (PKWT) memiliki
perlindungan yang lebih rentan, terutama tidak mendapatkan jaminan
pensiun dan kehilangan pekerjaan.

Perlindungan Sosial di Indonesia: Meski sudah ada berbagai skema
perlindungan sosial sejak 2004, cakupan perlindungan sosial di Indonesia
masih tergolong rendah dibanding negara Asia Tenggara lain. Manfaat
perlindungan sosial untuk pekerja dan kelompok rentan seperti anak-
anak, penyandang disabilitas, dan lansia masih minim. Pemerintah terus
berupaya memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas perlindungan
sosial.

Pemerintah dan Dukungan Daerah: Pemerintah pusat mengapresiasi
kabupaten/kota yang telah mengalokasikan anggaran untuk perlindungan
sosial pekerja melalui DBHCHT dan mendorong daerah lain melakukan
hal serupa agar perlindungan sosial dapat menjangkau Ilebih luas,
terutama bagi pekerja informal di sektor SDA.

Perlindungan sosial bagi pekerja sektor SDA sangat penting untuk
menjamin kesejahteraan, keamanan kerja, dan mencegah kemiskinan
akibat risiko kerja. Pemerintah telah mengembangkan berbagai program
jaminan sosial, termasuk melalui alokasi dana DBHCHT, dan
mendorong perluasan cakupan perlindungan sosial, khususnya bagi
pekerja informal dan kontrak yang rentan. Penguatan perlindungan sosial
ini menjadi bagian dari upaya membangun ketenagakerjaan yang inklusif
dan berkelanjutan di sektor SDA.

F. STUDI KASUS: KONDISI TENAGA KERJA DI
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Kontribusi Besar terhadap Penyerapan Tenaga Kerja: Industri
perkebunan kelapa sawit merupakan sektor padat karya dan berbasis
sumber daya lokal yang mampu menyerap tenaga kerja secara signifikan,
terutama di kawasan pedesaan. Pada 2024, jumlah tenaga kerja yang
terserap mencapai sekitar 16,5 juta orang, dengan 9,7 juta tenaga kerja
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langsung (5,2 juta petani sawit rakyat dan 4,5 juta karyawan perusahaan
perkebunan negara-swasta) dan sekitar 8 juta tenaga kerja tidak langsung
di sektor pengangkutan, pemasok pupuk, alat perkebunan, dan sektor
terkait lainnya.

Indeks Multiplier Tenaga Kerja: Perkebunan kelapa sawit
memiliki indeks multiplier tenaga kerja sebesar 2,6, artinya setiap tenaga
kerja yang terserap di industri sawit menciptakan 2,6 kesempatan kerja di
sektor lain seperti perdagangan, transportasi, makanan-minuman, dan
sektor pendukung lainnya.

Kondisi Kerja dan Upah: Banyak pekerja perkebunan sawit
menghadapi kondisi kerja yang buruk dengan upah rendah, terutama
buruh musiman dan pekerja kontrak. Upah rata-rata buruh sawit berkisar
Rp2-2,5 juta per bulan, jauh di bawah kesepakatan awal yang seharusnya
Rp4-6 juta. Status kerja sering tidak jelas dan tidak ada kepastian kerja,
dengan sekitar 70% buruh berstatus kontrak atau harian lepas. Hal ini
menyebabkan ketidakpastian dan rentan terhadap pemutusan hubungan
kerja.

Rekrutmen dan Perlindungan Tenaga Kerja: Praktik rekrutmen
buruh migran antar pulau sering tidak prosedural, melibatkan pihak
ketiga seperti mandor, sehingga perusahaan dapat lepas tangan jika
terjadi pelanggaran ketenagakerjaan. Perlindungan hukum bagi buruh
sawit masih lemah, dan perusahaan cenderung anti serikat pekerja.
Mutasi buruh aktif berserikat juga menjadi bentuk pemberangusan
serikat.

Peran Gender dalam Tenaga Kerja Sawit: Industri sawit ramah
gender dalam pembagian kerja sesuai kompetensi. Pekerjaan yang
membutuhkan tenaga fisik berat lebih banyak didominasi laki-laki,
sementara perempuan biasanya mengisi posisi yang sesuai dengan
kemampuan fisik dan perlindungan ketenagakerjaan.

Tantangan dan Peluang Karier: Kebutuhan tenaga kerja di
industri sawit mencapai puluhan ribu orang setiap tahun. Namun,
tantangan seperti kondisi kerja, upah, dan perlindungan sosial masih
menjadi perhatian utama. Peluang karier bagi generasi muda terbuka,
terutama jika didukung dengan pelatihan dan peningkatan keterampilan.

Upaya Perbaikan dan Perlindungan: Ada inisiatif untuk
memperkuat perlindungan pekerja sawit, termasuk penyelesaian
perselisihan industrial dan peningkatan jaminan sosial. Momentum Hari
Buruh Internasional digunakan untuk mendorong peningkatan
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kesejahteraan dan produktivitas pekerja sawit, yang merupakan bagian
dari industri strategis nasional.

Industri perkebunan kelapa sawit memberikan kontribusi besar
dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia, terutama di daerah
pedesaan. Namun, kondisi kerja yang buruk, upah rendah, dan
ketidakpastian status kerja menjadi tantangan utama bagi pekerja sawit.
Perlindungan hukum dan sosial yang lebih kuat serta peningkatan
kesejahteraan dan produktivitas pekerja menjadi kunci untuk
keberlanjutan dan keadilan dalam sektor ini.
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BAB S

PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS SDA DAN
SDM

A. KETIMPANGAN WILAYAH KAYA SDA

Kekayaan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki oleh berbagai
wilayah di Indonesia seharusnya menjadi modal utama dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal. Namun
kenyataan menunjukkan bahwa banyak daerah yang memiliki potensi
SDA melimpah justru mengalami ketertinggalan dalam pembangunan
sosial, ekonomi, dan manusia. Ketimpangan ini menjadi ironi nasional
yang mengindikasikan bahwa keberlimpahan sumber daya tidak otomatis
membawa kemakmuran jika tidak diiringi dengan pengelolaan yang bijak
dan inklusif. Fenomena ini telah lama dikenal dalam literatur sebagai
resource curse atau “kutukan sumber daya”, di mana daerah atau negara
yang kaya akan SDA justru cenderung mengalami stagnasi ekonomi,
konflik sosial, serta buruknya kualitas pemerintahan. Dalam konteks
Indonesia, sejumlah provinsi seperti Papua, Kalimantan Timur, dan Riau
menjadi contoh nyata bagaimana ketimpangan tersebut terjadi. Meskipun
menjadi daerah penghasil utama migas, batubara, maupun hasil hutan,
tingkat kemiskinan di sebagian wilayahnya masih tinggi, akses terhadap
pendidikan dan kesehatan masih terbatas, serta Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) masih berada di bawah rata-rata nasional. Kondisi ini
mencerminkan kegagalan struktural dalam mengonversi potensi SDA
menjadi manfaat yang dirasakan secara merata oleh masyarakat.

Ketimpangan ini terjadi karena berbagai faktor struktural dan
kelembagaan. Pertama, model ekstraksi SDA yang dominan bersifat
eksploitasi jangka pendek dan kurang memberikan nilai tambah secara
lokal. Hasil SDA sebagian besar dibawa keluar daerah tanpa ada industri
hilir yang berkembang di lokasi penghasil, sehingga peluang kerja dan
pertumbuhan ekonomi lokal menjadi sangat terbatas. Kedua, sistem
distribusi fiskal seperti Dana Bagi Hasil (DBH) sering kali belum
sepenuhnya proporsional dengan dampak lingkungan dan sosial yang
ditanggung oleh daerah penghasil. Ketiga, terdapat ketimpangan
kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan
dari SDA untuk pembangunan yang produktif, seperti investasi pada
infrastruktur dasar, pendidikan, dan pengembangan SDM. Selain itu,
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keterlibatan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pengambilan
keputusan pembangunan juga masih sangat minim, sehingga orientasi
pembangunan cenderung elitis dan tidak menyentuh kebutuhan riil
warga. Di sisi lain, ketergantungan yang terlalu besar terhadap SDA
membuat daerah tersebut rentan terhadap fluktuasi harga komoditas
global yang berdampak langsung pada kestabilan fiskal dan sosial lokal.

Pola ketimpangan juga tampak pada infrastruktur dan layanan
publik yang tidak sebanding dengan kontribusi ekonomi daerah terhadap
pendapatan nasional. Banyak wilayah penghasil SDA yang infrastruktur
jalan, sekolah, rumah sakit, dan jaringannya masih jauh tertinggal
dibandingkan dengan wilayah-wilayah non-penghasil yang menjadi pusat
distribusi hasil alam. Hal ini menciptakan ketidakadilan pembangunan
yang semakin memperlebar jurang antara pusat dan daerah. Apabila tidak
segera ditangani, ketimpangan ini akan memperbesar potensi konflik
sosial, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap negara, dan
menghambat upaya membangun kohesi nasional. Oleh karena itu,
kebijakan pembangunan nasional dan daerah harus bertransformasi dari
pendekatan eksploitatif menjadi pendekatan berbasis kesejahteraan dan
keberlanjutan. Pendekatan tersebut mencakup penguatan tata kelola SDA
berbasis transparansi dan akuntabilitas, peningkatan peran serta
masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan, serta penempatan SDM
sebagai pusat dari strategi pembangunan wilayah. Pemerintah pusat dan
daerah juga harus berkomitmen untuk menciptakan ekosistem investasi
yang adil dan berpihak pada daerah, termasuk dengan mendorong
pengembangan industri hilir di kawasan penghasil serta memperluas
akses pendidikan dan pelatihan bagi penduduk setempat.

Dengan demikian, mengatasi ketimpangan wilayah kaya SDA
tidak cukup hanya dengan menambah alokasi fiskal, tetapi juga
membutuhkan reformasi menyeluruh dalam sistem perencanaan,
kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat. Perlu dikembangkan
instrumen-instrumen pembangunan baru yang tidak hanya menilai
pertumbuhan dari sisi ekonomi makro, tetapi juga dari aspek sosial,
kultural, dan keberlanjutan lingkungan. Pemerataan hasil pembangunan
harus menjadi agenda utama dalam kebijakan desentralisasi fiskal dan
tata kelola SDA, agar keadilan antardaerah dapat terwujud. Ketika
wilayah penghasil benar-benar merasakan manfaat dari kekayaan alam
yang dimilikinya, barulah pembangunan Indonesia secara keseluruhan
dapat berjalan dengan lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.
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1. Aspek Ekonomi

Ketimpangan ekonomi di wilayah kaya sumber daya alam (SDA)
sering ditandai dengan adanya paradoks antara tingginya kontribusi
terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan rendahnya
kualitas hidup masyarakat lokal. Banyak daerah penghasil migas,
tambang, atau hasil hutan memiliki angka pertumbuhan ekonomi yang
tinggi secara makro, namun tidak diikuti oleh distribusi pendapatan yang
adil. Aktivitas ekonomi lebih banyak didominasi oleh perusahaan besar
yang beroperasi dengan skema enclave economy, yaitu sistem ekonomi
yang terisolasi dari ekonomi lokal. Akibatnya, masyarakat sekitar tidak
banyak menikmati manfaat ekonomi langsung, dan hanya sedikit tenaga
kerja lokal yang terserap. Kegiatan ekonomi daerah juga cenderung
bergantung pada sektor ekstraktif yang tidak berkelanjutan,
menyebabkan kerentanan saat harga komoditas turun di pasar global.

2. Aspek Sosial

Secara sosial, ketimpangan di wilayah kaya SDA menciptakan
eksklusi terhadap kelompok masyarakat lokal. Masyarakat adat, petani
lokal, atau komunitas tradisional kerap mengalami marginalisasi, bahkan
konflik sosial akibat perebutan akses terhadap lahan dan sumber daya.
Ketimpangan ini semakin diperparah oleh ketidakseimbangan antara
pendatang (tenaga kerja migran) yang masuk dengan masyarakat asli
yang tertinggal dari segi pendidikan, keterampilan, maupun akses
informasi. Selain itu, pembangunan sosial seperti pendidikan dan
kesehatan masih tertinggal, terlihat dari tingginya angka putus sekolah,
kematian ibu dan bayi, serta rendahnya angka harapan hidup di beberapa
daerah kaya SDA. Ketimpangan sosial ini memperlemah kohesi sosial
dan meningkatkan potensi konflik horizontal maupun vertikal.

3. Aspek Tata Kelola

Dari sisi tata kelola, banyak daerah kaya SDA menghadapi
permasalahan serius terkait kapasitas kelembagaan dan integritas
birokrasi. Lemahnya perencanaan pembangunan, rendahnya partisipasi
publik, dan minimnya transparansi menjadi tantangan utama. Seringkali,
tata kelola SDA didominasi oleh kepentingan elite lokal atau investor
besar yang memiliki kedekatan dengan pusat kekuasaan. Akuntabilitas
publik juga minim karena pengawasan terhadap proyek-proyek ekstraktif
sulit dilakukan oleh masyarakat sipil yang lemah secara organisasi.
Selain itu, dana-dana yang masuk dari pusat, termasuk Dana Bagi Hasil
(DBH), kurang optimal digunakan untuk sektor prioritas seperti
pendidikan, pelatihan kerja, dan layanan dasar. Akibatnya, potensi SDA
tidak terkelola secara strategis dan berkelanjutan.
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4. Dampak terhadap Pembangunan Daerah

Ketimpangan dalam aspek ekonomi, sosial, dan tata kelola
memberi dampak besar terhadap lambatnya pembangunan daerah.
Wilayah kaya SDA justru menjadi daerah dengan indeks pembangunan
manusia (IPM) rendah, tingkat kemiskinan tinggi, dan kualitas
infrastruktur yang buruk. Ketimpangan ini menghambat terciptanya
pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam jangka panjang,
ketidakseimbangan ini menciptakan ketergantungan fiskal yang tinggi
terhadap pusat, lemahnya daya saing lokal, serta meningkatnya
kerentanan sosial. Ketika SDA habis atau mengalami krisis harga, daerah
tersebut akan mengalami shock yang berat karena tidak memiliki fondasi
ekonomi alternatif yang kuat, terutama dari sektor non-ekstraktif.

5. Solusi dan Transformasi Kebijakan

Mengatasi ketimpangan di wilayah kaya SDA memerlukan
pendekatan kebijakan yang holistik dan transformatif. Pertama, perlu ada
kebijakan yang mendorong hilirisasi industri di daerah, agar nilai tambah
SDA tidak hanya dinikmati di luar daerah. Kedua, pemerintah pusat dan
daerah harus memperkuat pengawasan dan tata kelola sumber daya
secara transparan melalui open government, pelibatan masyarakat, serta
penerapan e-budgeting dan e-planning. Ketiga, alokasi fiskal seperti
DBH harus diarahkan secara proporsional untuk pembangunan SDM,
pendidikan, kesehatan, dan pelatihan kerja. Keempat, perlu pembentukan
lembaga daerah berbasis komunitas yang memperkuat partisipasi warga
dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan. Terakhir, pembangunan
ekonomi harus diarahkan ke diversifikasi ekonomi lokal (pertanian,
UMKM, pariwisata berbasis ekologi), guna menghindari ketergantungan
terhadap sektor ekstraktif.

B. SDM LOKAL DAN PEMBANGUNAN INKLUSIF

Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset utama dalam
proses pembangunan daerah yang berkelanjutan. Tidak cukup hanya
mengandalkan kekayaan sumber daya alam (SDA), suatu daerah perlu
memiliki SDM yang unggul, terampil, dan berdaya saing agar mampu
mengelola potensi alam secara optimal. Sayangnya, di banyak wilayah
kaya SDA di Indonesia, kualitas SDM lokal justru masih tertinggal.
Tingkat pendidikan rendah, keterampilan kerja yang tidak sesuai
kebutuhan industri, serta keterbatasan akses terhadap layanan dasar
seperti kesehatan dan pelatihan menjadi kendala serius dalam mendorong
pembangunan yang inklusif. Kondisi ini menyebabkan masyarakat lokal
kerap tersingkir dari proses pembangunan, hanya menjadi penonton
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dalam kegiatan ekonomi besar di wilayahnya sendiri, dan tergantung
pada sektor informal yang tidak menjanjikan kemajuan sosial maupun
ekonomi jangka panjang. Ketimpangan peran dan manfaat yang diterima
antara masyarakat lokal dan pihak luar, termasuk investor dan tenaga
kerja migran, semakin memperparah ketidakadilan sosial dan
menimbulkan potensi konflik horisontal.

Pembangunan inklusif menuntut adanya upaya serius dari
pemerintah dan pemangku kepentingan lain untuk memberdayakan SDM
lokal sebagai subjek utama pembangunan, bukan sekadar objek. Hal ini
mencakup upaya sistematis dalam meningkatkan kualitas pendidikan
formal dan nonformal, memperluas akses pelatihan kejuruan yang sesuai
dengan potensi daerah, dan menciptakan lapangan kerja yang layak dan
berkelanjutan bagi masyarakat lokal. Inklusivitas juga berarti adanya
ruang partisipasi yang terbuka bagi masyarakat dalam perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan, baik melalui forum musyawarah desa,
konsultasi publik, maupun keterlibatan dalam program pemberdayaan
masyarakat. Di banyak daerah, pendekatan ini masih terhambat oleh
kultur birokrasi yang top-down, ketimpangan informasi, dan lemahnya
institusi masyarakat sipil. Padahal, keberhasilan pembangunan sangat
ditentukan oleh sejauh mana masyarakat merasa memiliki, memahami,
dan ikut mengawal proses pembangunan yang terjadi di lingkungannya.

Lebih jauh lagi, pembangunan SDM lokal tidak dapat dilepaskan
dari konteks kultural, sosial, dan ekonomi yang ada di daerah tersebut.
Pendekatan satu ukuran untuk semua (onesize-fits-all) dalam kebijakan
nasional sering kali tidak mampu menjawab tantangan lokal secara
spesifik. Misalnya, kebutuhan pelatihan keterampilan kerja di daerah
pertambangan tentu berbeda dengan daerah pertanian atau pesisir. Oleh
karena itu, strategi pengembangan SDM harus disesuaikan dengan
karakteristik lokal, termasuk potensi sumber daya, budaya kerja, nilai-
nilai lokal, serta tantangan geografis dan demografis. Pemerintah daerah
berperan penting dalam mengembangkan basis data ketenagakerjaan,
menyusun peta kebutuhan kompetensi lokal, serta menjalin kemitraan
dengan sektor swasta dan lembaga pendidikan guna menciptakan jalur
pelatihan dan penyerapan kerja yang efektif. Dalam konteks ini,
pembangunan inklusif tidak hanya bertumpu pada pemerataan hasil,
tetapi juga pada keadilan proses, di mana masyarakat lokal diberi
kesempatan dan dukungan yang cukup untuk mengembangkan dirinya
dan berkontribusi secara nyata dalam pembangunan.

Sebagai contoh, sejumlah daerah di Indonesia mulai
menunjukkan arah kebijakan yang lebih inklusif dalam pembangunan
SDM. Kabupaten Bojonegoro, misalnya, menggunakan sebagian Dana
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Bagi Hasil Migas untuk memberikan beasiswa kepada pelajar lokal,
membangun Balai Latihan Kerja (BLK), serta memfasilitasi kerja sama
dengan perguruan tinggi dan perusahaan-perusahaan mitra. Program ini
tidak hanya meningkatkan kualitas SDM lokal, tetapi juga membuka
jalan bagi terciptanya ekonomi lokal yang mandiri dan berdaya saing. Di
Kalimantan Timur, pemerintah provinsi mengembangkan Program
Beasiswa Kaltim Cemerlang untuk mendorong anak-anak dari keluarga
tidak mampu di daerah terpencil agar bisa menempuh pendidikan tinggi
dan kembali membangun daerah asalnya. Inisiatif-inisiatif seperti ini
perlu direplikasi di daerah lain dengan penyesuaian terhadap konteks dan
kebutuhan lokal masing-masing. Selain itu, partisipasi sektor swasta juga
harus ditingkatkan melalui kebijakan Corporate Social Responsibility
(CSR) yang berorientasi pada pengembangan SDM lokal secara
berkelanjutan, bukan hanya kegiatan karitatif sesaat.

Pembangunan inklusif berbasis SDM lokal juga merupakan
fondasi penting dalam mendorong pemerataan ekonomi, memperkuat
ketahanan sosial, dan membangun daya saing daerah dalam jangka
panjang. Daerah yang memiliki SDM berkualitas akan lebih mampu
menarik investasi produktif, menciptakan inovasi, serta membangun
ekonomi lokal yang dinamis dan tangguh terhadap krisis. Sebaliknya,
daerah yang gagal membangun SDM-nya akan terus berada dalam
ketergantungan dan keterbelakangan, meskipun dianugerahi SDA yang
melimpah. Oleh karena itu, membangun SDM lokal bukanlah pilihan,
melainkan keharusan strategis dalam agenda pembangunan nasional dan
daerah. Pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, masyarakat sipil, serta
lembaga pendidikan perlu bersinergi secara sistematis dan berkelanjutan
untuk memastikan bahwa setiap warga, khususnya di wilayah kaya SDA,
memiliki peluang yang sama untuk berkembang dan berkontribusi dalam
pembangunan yang adil, merata, dan berkelanjutan.

1. Kondisi SDM di Daerah Kaya SDA

Sumber daya manusia (SDM) di daerah kaya sumber daya alam
(SDA) sering kali berada dalam kondisi paradoksal. Di satu sisi, wilayah
tersebut menyumbang pendapatan besar bagi negara melalui aktivitas
pertambangan, migas, kehutanan, atau perkebunan skala besar. Namun di
sisi lain, kualitas SDM lokal justru sering tertinggal secara signifikan
dibandingkan wilayah lain yang minim SDA. Ketimpangan ini terlihat
pada rendahnya rata-rata lama sekolah, minimnya keterampilan kerja
masyarakat lokal, serta kurangnya representasi mereka dalam sektor-
sektor formal dan strategis.
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Sebagai contoh, Papua, salah satu provinsi terkaya akan SDA (tembaga,
emas, gas), memiliki angka harapan lama sekolah (HLS) yang hanya
10,12 tahun pada 2022, di bawah rata-rata nasional 13,08 tahun (BPS,
2023). Di Kabupaten Mimika, tempat beroperasinya tambang emas
terbesar di Asia Tenggara (Freeport), masyarakat lokal Amungme dan
Kamoro sering tidak memiliki keterampilan dan pendidikan yang cukup
untuk mengisi posisi strategis dalam perusahaan tambang, sehingga
banyak posisi penting diisi oleh tenaga kerja dari luar daerah atau luar
negeri.

Fenomena ini menunjukkan bahwa kekayaan alam tidak serta-
merta menjadi pemicu peningkatan kualitas manusia. Kurangnya akses
pendidikan yang memadai, terbatasnya pelatihan keterampilan, serta
minimnya intervensi strategis dari pemerintah menjadi faktor utama
rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM) di daerah penghasil
SDA. SDM lokal cenderung menjadi buruh kasar, pekerja informal, atau
bahkan tidak bekerja, sehingga tidak berdaya dalam sistem ekonomi
yang dikendalikan pihak luar.

2. Tantangan Pendidikan dan Ketenagakerjaan

Tantangan utama dalam pembangunan SDM lokal di daerah kaya
SDA terletak pada dua aspek: pendidikan dan ketenagakerjaan.

Dari sisi pendidikan, sejumlah masalah muncul: akses sekolah
yang terbatas, terutama di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan
Terluar); rendahnya kualitas guru dan infrastruktur pendidikan;
kurikulum yang tidak kontekstual dengan kondisi lokal; dan lemahnya
budaya literasi. Anak-anak di daerah terpencil sering harus berjalan
berjam-jam untuk mencapai sekolah, dengan fasilitas yang minim dan
tidak adanya tenaga pendidik tetap. Belum lagi permasalahan gizi buruk
dan kesehatan dasar yang memengaruhi kualitas pembelajaran.

Sementara itu, dari sisi ketenagakerjaan, tantangannya meliputi
mismatch antara kebutuhan industri dan keterampilan penduduk lokal,
dominasi sektor informal, serta tidak adanya kebijakan afirmatif dari
perusahaan swasta untuk menyerap tenaga kerja lokal. Banyak
perusahaan tambang, migas, dan perkebunan lebih memilih tenaga kerja
terlatih dari luar, dengan alasan efisiensi dan produktivitas, sehingga
masyarakat lokal hanya menjadi penonton di wilayahnya sendiri.

Kasus di Kalimantan Timur dan Riau memperlihatkan bahwa
tanpa pelatihan kerja yang memadai dan sistem pendidikan vokasi yang
relevan, daerah akan terus mengalami “brain drain”, yaitu keluarnya
tenaga kerja potensial ke luar daerah, sementara SDM lokal yang tinggal
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tidak memiliki kapasitas yang dibutuhkan. Tantangan ini berlapis karena
melibatkan aspek struktural (kebijakan nasional), kultural (rendahnya
minat belajar dan motivasi), dan kelembagaan (minimnya pusat pelatihan
berkualitas di daerah).

3. Strategi Peningkatan Kapasitas SDM

Peningkatan kapasitas SDM di daerah kaya SDA harus dilakukan
melalui pendekatan sistematis, berkelanjutan, dan kontekstual terhadap
kondisi lokal. Strategi yang dapat dilakukan antara lain:

a. Pengembangan pendidikan vokasi berbasis potensi daerah

Pemerintah daerah bersama industri dan lembaga pendidikan perlu
menyusun kurikulum pendidikan kejuruan yang disesuaikan
dengan kebutuhan sektor-sektor lokal seperti pertambangan,
perikanan, kehutanan, pertanian, dan energi terbarukan. Misalnya,
di Kabupaten Banyuwangi, SMK dan politeknik lokal bekerja
sama dengan industri pariwisata dan pertanian untuk menghasilkan
tenaga kerja siap pakai.

b. Program beasiswa afirmatif dan ikatan dinas

Pemerintah dapat membuat skema beasiswa untuk pelajar daerah
dengan kontrak kerja kembali ke daerah asal pasca lulus, seperti
yang dilakukan dalam Program Beasiswa Kaltim Cemerlang. Ini
mencegah hilangnya talenta lokal dan menjamin pembangunan
SDM yang berkelanjutan.

¢. Pembangunan dan revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK)

BLK harus ditingkatkan, tidak hanya sebagai tempat pelatihan
teknis, tetapi juga sebagai pusat pengembangan keterampilan
digital, kewirausahaan, dan manajemen usaha mikro. Pelatihan
harus adaptif terhadap perkembangan industri 4.0, tidak hanya
berbasis kerja kasar.

d. Kemitraan strategis dengan industri

Perusahaan tambang dan migas harus dilibatkan aktif dalam
pengembangan SDM lokal, tidak hanya melalui CSR sesaat, tetapi
lewat skema investasi sosial jangka panjang. Misalnya, PT
Freeport Indonesia  membangun Institut  Pertambangan
Nemangkawi di Papua sebagai pusat pelatihan teknis bagi
masyarakat asli.
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e. Transformasi digital pendidikan

Teknologi dapat menjadi solusi mengatasi keterbatasan geografis.
Penggunaan pembelajaran daring, modul digital, dan pusat literasi
digital dapat menjangkau daerahdaerah terpencil tanpa harus
menunggu pembangunan fisik sekolah yang lambat.

d. Keadilan Sosial dalam Pengembangan SDM

Pengembangan SDM yang tidak berkeadilan akan memperkuat
jurang ketimpangan antara masyarakat lokal dan elite ekonomi atau
pendatang. Oleh karena itu, keadilan sosial harus menjadi prinsip utama
dalam perencanaan kebijakan pembangunan SDM di daerah kaya SDA.

Keadilan sosial dalam konteks ini berarti:

* Memberi prioritas kepada masyarakat lokal dalam program
pelatihan, beasiswa, dan penempatan kerja.

* Mengakomodasi budaya lokal, misalnya dengan menyediakan
pendidikan berbasis bahasa daerah atau konteks budaya komunitas
adat.

* Memastikan inklusi kelompok rentan, seperti perempuan, pemuda,
penyandang disabilitas, dan masyarakat adat dalam setiap program
peningkatan SDM.

» Transparansi dan partisipasi dalam perencanaan, yaitu melibatkan
masyarakat dalam penyusunan program pendidikan dan pelatihan
yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

* Menghindari ketergantungan struktural, yaitu membangun
kapasitas masyarakat agar dapat mandiri secara ekonomi dan
sosial, tidak tergantung terus-menerus pada program pemerintah
atau bantuan perusahaan.

Contoh nyata adalah program “Desa Mandiri Energi” di
Kalimantan, di mana masyarakat dilatih mengelola pembangkit listrik
tenaga mikrohidro dan diberdayakan sebagai pengelola energi desa.
Program ini bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga
mendorong kepemilikan sosial dan tanggung jawab masyarakat terhadap
aset pembangunan.

C. PEMANFAATAN DANA BAGI HASIL UNTUK
PENGEMBANGAN SDM

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan instrumen fiskal yang
diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai

66 | Ekonomi Sumber Daya Manusia; Strategi Ekonomi untuk Pembangunan Berkelanjutan




kompensasi atas pemanfaatan sumber daya alam yang berasal dari
wilayahnya. Dalam konteks desentralisasi fiskal di Indonesia, DBH
seharusnya menjadi salah satu motor penggerak utama dalam
pembangunan daerah, terutama dalam upaya peningkatan kualitas
sumber daya manusia (SDM). Namun, dalam praktiknya, pemanfaatan
DBH di banyak daerah masih belum optimal untuk tujuan pengembangan
SDM. Alokasi DBH cenderung difokuskan pada pembangunan fisik yang
bersifat jangka pendek, seperti infrastruktur dan belanja rutin birokrasi,
sementara investasi pada sektor pendidikan, pelatihan kerja, dan
kesehatan masyarakat sering kali belum menjadi prioritas utama.
Akibatnya, meskipun daerah tersebut memperoleh pemasukan yang
cukup besar dari sektor ekstraktif, peningkatan kualitas hidup dan
kapasitas SDM masyarakat lokal berlangsung sangat lambat atau bahkan
stagnan. Kondisi ini menciptakan paradoks antara kekayaan alam yang
dihasilkan dan rendahnya kualitas manusia yang hidup di sekitarnya.

Pemanfaatan DBH untuk pengembangan SDM sangat penting,
karena hanya melalui peningkatan kapasitas manusia, kekayaan alam
dapat dikelola secara berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka
panjang. Dalam hal ini, DBH seharusnya diarahkan untuk memperkuat
sistem pendidikan dasar dan menengah, membangun fasilitas pelatihan
vokasional yang relevan dengan kebutuhan daerah, meningkatkan
kualitas guru dan tenaga kesehatan, serta memperluas akses terhadap
pendidikan tinggi dan pelatihan kerja. Selain itu, DBH juga dapat
dimanfaatkan untuk menciptakan program-program beasiswa daerah
yang menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu agar mereka
memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi dirinya.
Tak kalah penting, DBH juga perlu digunakan untuk membiayai program
pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan kewirausahaan, peningkatan
kapasi-tas organisasi masyarakat sipil, dan penguatan ekonomi lokal
berbasis komunitas. Dalam skema seperti ini, DBH bukan hanya menjadi
alat distribusi pendapatan, tetapi juga sebagai instrumen pemerataan
kesempatan dan peningkatan daya saing daerah.

Di beberapa daerah, praktik baik dalam pemanfaatan DBH untuk
pengembangan SDM mulai terlihat dan dapat dijadikan contoh.
Kabupaten Bojonegoro, sebagai salah satu penghasil minyak dan gas
bumi terbesar di Jawa Timur, telah mengalokasikan sebagian DBH untuk
program beasiswa “Bojonegoro Cerdas” yang mendanai pendidikan
hingga jenjang perguruan tinggi, termasuk ke luar negeri. Pemerintah
Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur juga telah
memanfaatkan DBH untuk membangun politeknik daerah dan balai
pelatihan kerja, guna menciptakan tenaga kerja lokal yang sesuai dengan
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kebutuhan industri pertambangan dan energi. Contoh-contoh ini
menunjukkan bahwa dengan komitmen politik yang kuat dan tata kelola
yang transparan, DBH dapat menjadi modal penting dalam membangun
manusia dan bukan hanya membangun fisik. Namun demikian, masih
banyak daerah penghasil SDA lainnya yang belum menjadikan
pengembangan SDM sebagai agenda prioritas dalam penganggaran
DBH. Hal ini sering kali disebabkan oleh lemahnya perencanaan berbasis
data, keterbatasan kapasitas teknis birokrasi, dan orientasi pembangunan
yang masih cenderung jangka pendek.

Agar pemanfaatan DBH benar-benar dapat mempercepat
pengembangan SDM di daerah, perlu ada penguatan regulasi dan
kebijakan dari pemerintah pusat maupun daerah. Pemerintah pusat dapat
memberikan panduan dan insentif bagi daerah yang mengalokasikan
proporsi DBH yang signifikan untuk sektor pendidikan dan pelatihan.
Selain itu, perlu ada mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap
efektivitas penggunaan DBH, termasuk transparansi anggaran dan
pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan. Di
tingkat daerah, pemerintah perlu menyusun rencana pembangunan SDM
jangka menengah dan panjang yang terintegrasi dengan strategi
pemanfaatan DBH, serta memastikan bahwa alokasi anggaran benar-
benar menjawab kebutuhan riil masyarakat lokal. Kolaborasi dengan
sektor swasta, perguruan tinggi, dan lembaga pelatihan juga harus
dioptimalkan untuk memperkuat hasil dari investasi DBH di bidang
SDM. Dengan langkah-langkah tersebut, DBH tidak hanya menjadi
transfer dana, tetapi juga menjadi katalisator transformasi sosial dan
ekonomi berbasis manusia di wilayah-wilayah kaya sumber daya alam.

Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan suatu daerah tidak
dapat hanya diukur dari tingginya nilai ekspor komoditas atau
pendapatan daerah dari SDA, tetapi dari sejauh mana masyarakat lokal
menikmati hasil pembangunan dan memiliki kapasitas untuk menentukan
masa depannya. DBH yang digunakan secara strategis untuk
pengembangan SDM akan menciptakan fondasi yang kuat bagi
pembangunan yang berkelanjutan, adil, dan merata. Dengan
mengutamakan investasi pada manusia, daerah akan lebih mampu
mengelola potensi alamnya sendiri, memperkuat kemandirian ekonomi,
serta menghindari ketergantungan yang berisiko terhadap fluktuasi harga
komoditas global. Oleh karena itu, pemanfaatan DBH untuk
pengembangan SDM bukan hanya pilihan kebijakan yang tepat, tetapi
merupakan kebutuhan mendesak bagi transformasi pembangunan daerah
yang lebih manusiawi dan berkelanjutan.
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1. Konsep dan Tujuan Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah salah satu instrumen fiskal dalam
kerangka desentralisasi keuangan di Indonesia, yang bertujuan untuk
membagi sebagian pendapatan negara dari sektor-sektor tertentu kepada
daerah penghasil. DBH bersumber dari penerimaan pajak nasional
(seperti PPh dan PBB) serta dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP)
yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam (seperti minyak bumi,
gas alam, hasil hutan, dan pertambangan umum).

Secara konseptual, DBH bertujuan untuk:

a. Memberikan kompensasi fiskal kepada daerah yang telah
menyumbang penerimaan negara dari SDA yang mereka miliki.

b. Mendorong pemerataan pembangunan antara daerah kaya SDA
dan daerah lainnya.

c. Memperkuat kapasitas fiskal daerah agar dapat menjalankan
fungsi pelayanan publik, khususnya di bidang pendidikan,
kesehatan, infrastruktur dasar, dan pengentasan kemiskinan.

Dengan semangat otonomi daerah, DBH diharapkan menjadi
“alat pengungkit” agar daerah mampu membiayai pembangunan sesuai
dengan potensi dan kebutuhannya. Dalam konteks pengembangan SDM,
DBH semestinya dimanfaatkan untuk investasi jangka panjang, seperti
pendidikan berkualitas, pelatihan kerja, penguatan institusi lokal, dan
pengurangan ketimpangan sumber daya manusia antardaerah.

2. Tantangan Implementasi DBH

Walaupun konsep DBH sangat strategis, pelaksanaannya di banyak
daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya
adalah:

a. Orientasi jangka pendek dalam penggunaan anggaran

Banyak daerah masih menggunakan DBH untuk belanja rutin dan
pembangunan fisik yang tidak berkelanjutan, seperti proyek jalan,
kantor, atau pengadaan kendaraan dinas. Hal ini terjadi karena
pengukuran kinerja pembangunan lebih sering dilihat dari hasil
fisik yang kasat mata, bukan dari indikator kualitas manusia
seperti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

b. Lemahnya perencanaan berbasis data

Kurangnya data akurat dan sistem informasi tentang kebutuhan
SDM daerah menyebabkan DBH tidak diarahkan pada sektor yang
benar-benar membutuhkan intervensi. Misalnya, tanpa pemetaan
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kompetensi kerja dan ketenagakerjaan daerah, pelatihan yang
diselenggarakan sering tidak sesuai dengan kebutuhan industri.

¢. Minimnya transparansi dan partisipasi masyarakat

Masyarakat sipil sering tidak dilibatkan dalam proses perencanaan
dan pengawasan penggunaan DBH. Akibatnya, anggaran tidak
mencerminkan aspirasi dan kebutuhan riil warga lokal, terutama
kelompok marginal dan rentan.

d. Kapasitas teknis birokrasi yang rendah

Di beberapa daerah penghasil SDA, aparatur pemerintah masih
kesulitan dalam menyusun program pengembangan SDM yang
inovatif dan terukur. Ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya
manusia dalam birokrasi itu sendiri dan rendahnya kolaborasi
antarlembaga.

3. Inovasi Penggunaan DBH untuk SDM

Agar DBH benar-benar menjadi instrumen strategis dalam
pengembangan SDM, diperlukan pendekatan inovatif dalam perencanaan
dan pelaksanaannya. Inovasi tersebut antara lain:

1. Skema beasiswa berjenjang dan berbasis kontrak kerja daerah

DBH dapat digunakan untuk mendanai beasiswa pendidikan dasar
hingga tinggi, termasuk program magister dan doktoral untuk
bidang strategis. Skema ini dapat dipadukan dengan kontrak
pengabdian di daerah asal selama beberapa tahun pascalulus,
seperti yang diterapkan dalam affirmative scholarship program di
beberapa provinsi.

2. Pendirian pusat pelatihan vokasi terpadu

Dana DBH dapat dimanfaatkan untuk membangun training center
yang mengintegrasikan pelatihan teknis, kewirausahaan,
keterampilan digital, dan magang industri. Pusat pelatihan ini
harus disesuaikan dengan potensi unggulan daerah, misalnya
pelatihan pengelolaan tambak di daerah pesisir atau keahlian
pertambangan di daerah kaya mineral.

3. Digitalisasi layanan pelatihan dan pendidikan

DBH dapat digunakan untuk membangun platform daring
pelatihan keterampilan dan pendidikan berbasis e-learning,
sehingga menjangkau daerah-daerah terpencil dengan akses
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terbatas. Misalnya, pelatihan desain grafis, coding dasar,
pemasaran digital, dan bahasa asing untuk generasi muda.

4. Kemitraan publik-swasta (Public-Private Partnership/P3) dalam
pendidikan

Pemerintah daerah dapat menjalin kerja sama dengan industri dan
perguruan tinggi untuk membuka jalur pendidikan vokasi terapan
berbasis kerja. Dana DBH menjadi pendorong infrastruktur,
sedangkan industri memberikan input kurikulum dan peluang
kerja/magang.

5. Investasi sosial berbasis komunitas

DBH tidak hanya diarahkan ke lembaga formal, tetapi juga ke
LSM lokal, koperasi, dan kelompok masyarakat desa yang
memiliki program pelatihan atau pengembangan ekonomi berbasis
komunitas, seperti pelatihan kerajinan tangan, pertanian organik,
atau usaha kreatif lokal.

4. Praktik Baik Daerah

Beberapa daerah di Indonesia telah berhasil menunjukkan praktik
baik pemanfaatan DBH untuk pengembangan SDM yang dapat dijadikan
model replikasi:

1. Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur

Melalui program Bojonegoro Cerdas, Pemda mengalokasi-kan
sebagian besar DBH Migas untuk beasiswa pendidikan tinggi
hingga luar negeri. Mereka juga membangun Balai Latihan Kerja
(BLK) modern dan menjalin kerja sama dengan universitas untuk
menyiapkan SDM lokal yang kompeten di bidang energi dan
pertanian.

2. Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur

Pemda membangun politeknik daerah dengan program studi
berbasis kebutuhan industri pertambangan dan migas. Dana DBH
juga digunakan untuk pelatihan kerja terintegrasi dan program
pemberdayaan pemuda lokal.

3. Kabupaten Siak, Riau

Dana DBH dimanfaatkan untuk mendukung program pendidikan
karakter melalui pesantren modern dan pelatihan agroindustri. Siak
juga mengembangkan inkubasi wirausaha lokal yang didanai dari
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DBH untuk menciptakan lapangan kerja baru di luar sektor
ekstraktif.

4. Provinsi Papua Barat

Beberapa kabupaten menggunakan DBH untuk pembangu-nan
boarding school gratis bagi anak-anak asli Papua, serta penyediaan
pelatihan kerja di sektor perikanan dan pariwi-sata berbasis
ekowisata. Ini dilakukan untuk menciptakan ekonomi berbasis
kearifan lokal yang berkelanjutan.

D. PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN
KAPASITAS SDM

Pemerintah daerah memegang peranan strategis dalam upaya
meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) sebagai bagian
integral dari pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dalam kerangka
desentralisasi, daerah memiliki kewenangan yang cukup luas untuk
merancang, mengimplemen-tasikan, dan mengevaluasi kebijakan
pendidikan, pelatihan kerja, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena
itu, keberhasilan pembangunan SDM sangat ditentukan oleh sejauh mana
pemerintah daerah mampu menjalankan fungsinya secara proaktif,
inovatif, dan inklusif. Namun kenyataannya, tidak semua pemerintah
daerah menunjukkan kapasitas dan komitmen yang sama dalam
mengelola pembangunan SDM. Di sebagian wilayah, perencanaan masih
bersifat jangka pendek, program-program pelatihan kerja belum
terintegrasi dengan kebutuhan pasar, dan koordinasi antarinstansi
pemerintah masih lemah. Akibatnya, pembangunan SDM berjalan lambat
dan tidak berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat
maupun daya saing daerah.

Tugas utama pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas
SDM meliputi penyusunan kebijakan dan regulasi yang mendukung
pendidikan dan pelatihan, penyediaan anggaran yang memadai,
pengembangan infrastruktur pendidikan dan pelatihan, serta penguatan
institusi lokal seperti balai latihan kerja, pusat karir, dan lembaga
pemberdayaan masyarakat. Pemerintah daerah juga harus mampu
membangun sistem informasi ketenagakerjaan dan pendidikan yang
dapat menjadi dasar dalam menyusun perencanaan berbasis data. Di
samping itu, mereka harus mendorong partisipasi aktif sektor swasta,
lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil dalam proses
perumusan dan pelaksanaan program-program pengembangan SDM.
Keterlibatan banyak pihak dalam satu ekosistem pembangunan yang
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terintegrasi akan menciptakan sinergi dan memperluas dampak dari
setiap intervensi yang dilakukan.

Pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam
menciptakan kebijakan afirmatif yang berpihak kepada kelompok rentan
seperti perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan
penduduk di wilayah terpencil. Hal ini menjadi bagian penting dari
pembangunan SDM yang berkeadilan dan inklusif. Misalnya, pemerintah
daerah dapat menyediakan program beasiswa khusus untuk anak-anak
dari keluarga kurang mampu, membangun sekolah di daerah 3T
(Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), serta memberikan pelatihan
keterampilan yang sesuai dengan konteks lokal. Pemerintah daerah juga
dapat mengadopsi kebijakan insentif untuk menarik tenaga pendidik dan
pelatih berkualitas ke daerah-daerah yang kekurangan SDM profesional.
Dalam hal ini, inovasi kebijakan dan keberanian untuk mengambil
keputusan strategis menjadi kunci keberhasilan, karena tantangan dalam
membangun SDM sering kali tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan
anggaran, tetapi juga dengan tata kelola dan komitmen pemimpin daerah.

Contoh keberhasilan dapat dilihat pada beberapa daerah yang
telah menjadikan pembangunan SDM sebagai prioritas utama. Kota
Surabaya, misalnya, membangun banyak pusat pelatihan kewirausahaan
dan vokasi bagi pemuda dan ibu rumah tangga, serta mengintegrasikan
program pendidikan dengan industri lokal melalui skema magang dan
pelatihan berbasis kurikulum kerja. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga
aktif dalam mendirikan program “Jabar Digital Service” yang tidak
hanya mendorong pelayanan publik berbasis teknologi, tetapi juga
melibatkan ribuan anak muda dalam pengembangan aplikasi dan solusi
digital untuk pembangunan daerah. Inisiatif-inisiatif seperti ini
membuktikan bahwa pemerintah daerah dapat menjadi penggerak utama
dalam menyiapkan generasi masa depan yang mampu menjawab
tantangan zaman, termasuk digitalisasi, perubahan iklim, dan disrupsi
ekonomi global.

Namun demikian, masih banyak tantangan yang harus dihadapi.
Keterbatasan anggaran, rendahnya kualitas aparatur, dan lemahnya
koordinasi antarunit kerja sering kali menjadi penghambat utama. Oleh
karena itu, pemerintah daerah perlu terus memperkuat kapasitas
kelembagaan melalui reformasi birokrasi, peningkatan kompetensi ASN,
serta penerapan sistem monitoring dan evaluasi yang ketat dan
transparan. Pemerintah pusat juga harus memberikan dukungan melalui
transfer fiskal yang berpihak kepada pembangunan SDM, peningkatan
kapasitas teknis pemerintah daerah, dan fasilitasi kemitraan daerah
dengan lembaga nasional maupun internasional. Di era otonomi daerah
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yang semakin dewasa, tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk
tidak memainkan peran utama dalam mencetak SDM unggul dan
memutus rantai ketertinggalan.

Dengan peran yang lebih aktif, kreatif, dan kolaboratif,
pemerintah daerah dapat menjadi motor penggerak perubahan sosial
yang transformatif. Investasi dalam pembangunan SDM bukan hanya
memberikan manfaat jangka panjang bagi daerah, tetapi juga
memperkuat fondasi nasional dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi
yang inklusif dan berkeadilan. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah
tidak boleh bersifat administratif semata, tetapi harus berorientasi pada
keberhasilan pembangunan manusia yang berkelanjutan, berbasis data,
serta berpihak pada kepentingan jangka panjang masyarakat.

1. Tanggung Jawab Strategis Pemerintah Daerah

Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah (Pemda)
memiliki tanggung jawab penting untuk memastikan pembangunan
sumber daya manusia (SDM) menjadi pilar utama pembangunan jangka
panjang. Pemda memiliki kewenangan dalam mengatur, merencanakan,
dan mengimplementasikan program-program pembangunan yang sesuai
dengan karakteristik daerahnya, termasuk sektor pendidikan, kesehatan,
pelatihan kerja, dan pemberdayaan masyarakat.

Tanggung jawab strategis ini mencakup:

*  Penyusunan kebijakan lokal yang berpihak pada pengembangan
SDM melalui regulasi, perda, dan program prioritas yang
berfokus pada akses pendidikan dan keterampilan.

+ Pengelolaan anggaran secara efektif untuk sektor-sektor SDM,
seperti pengalokasian minimal 20% dari APBD untuk
pendidikan, sesuai amanat undang-undang.

* Pengembangan infrastruktur penunjang SDM, seperti sekolah,
BLK (Balai Latihan Kerja), perpustakaan daerah, dan pusat
karier.

+ Kolaborasi lintas sektor dengan lembaga pendidikan, industri,
dan masyarakat sipil dalam pelaksanaan program pelatihan dan
peningkatan kapasitas masyarakat.

Sebagai contoh, Pemerintah Kota Surabaya berhasil menjadi
pionir dalam mengembangkan sekolah berbasis vokasi dan pusat
pelatihan kewirausahaan, yang diperuntukkan bagi ibu rumah tangga,
remaja putus sekolah, dan penyandang disabilitas. Program tersebut
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terbukti menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan
produktivitas ekonomi rumah tangga.

2. Inisiatif Afirmasi untuk Kelompok Rentan

Pemerintah daerah juga dituntut untuk menjalankan fungsi
keberpihakan terhadap kelompok rentan dalam pembangunan SDM.
Kelompok ini mencakup perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas,
masyarakat adat, dan warga yang tinggal di daerah 3T (Tertinggal,
Terdepan, Terluar).

Bentuk kebijakan afirmatif antara lain:

» Beasiswa khusus untuk anak dari keluarga tidak mampu dan dari
komunitas adat terpencil.

* Pembangunan sekolah atau fasilitas belajar di daerah yang secara
geografis sulit dijangkau.

* Program pelatihan kerja dan inkubasi wirausaha untuk perempuan
dan penyandang disabilitas.

* Penyediaan transportasi pendidikan, seperti mobil sekolah atau
kapal belajar, untuk wilayah terpencil.

Sebagai ilustrasi, Pemerintah Kabupaten Sumba Timur di Nusa
Tenggara Timur (NTT) meluncurkan program “Sekolah Keliling” untuk
menjangkau desa-desa terpencil. Guru-guru dikirim secara bergilir
dengan motor trail dan perlengkapan ajar untuk memastikan tidak ada
anak yang tertinggal pendidikan dasar, meskipun kondisi geografis
sangat menantang.

Kebijakan afirmatif bukan hanya etis, tetapi strategis, karena
partisipasi kelompok rentan adalah fondasi inklusivitas dan keadilan
sosial. SDM daerah tidak akan pernah kuat jika sebagian masyarakatnya
tertinggal dan tidak diikutsertakan dalam proses pembangunan.

3. Kelembagaan dan Birokrasi Daerah

Fungsi kelembagaan dan kapasitas birokrasi sangat menentukan
berhasil tidaknya pembangunan SDM di daerah. Banyak daerah
mengalami stagnasi bukan karena kekurangan dana, tetapi karena
lemahnya perencanaan, koordinasi, dan monitoring yang dilakukan oleh
perangkat daerah.

Tantangan umum dalam kelembagaan antara lain:

» Fragmentasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) yang
menghambat sinkronisasi program SDM.
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» Kurangnya basis data SDM lokal yang akurat sehingga
perencanaan tidak berbasis kebutuhan riil.

* Minimnya pelatihan dan pengembangan kapasitas ASN dalam
mengelola program berbasis data dan berorientasi hasil.

+ Politik anggaran yang tidak responsif terhadap isu SDM, karena
intervensi elite lokal yang mengedepankan proyek fisik.

Untuk mengatasi tantangan ini, Pemda harus:

*  Membangun unit atau tim lintas OPD khusus pembangunan SDM
yang berbasis data dan evaluasi.

* Mengintegrasikan e-planning dan e-budgeting agar seluruh
program pembangunan SDM bisa diawasi dan dinilai
efektivitasnya.

* Memberikan pelatihan rutin kepada ASN tentang perencanaan
strategis, analisis sosial, manajemen proyek, dan transformasi
digital.

* Mengadopsi prinsip-prinsip good governance: partisipasi,
transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas.

Provinsi Jawa Barat adalah salah satu contoh bagaimana
reformasi kelembagaan dapat menghasilkan sistem pengembangan SDM
yang efisien melalui program “Jabar Digital Service” (JDS). Program ini
mengintegrasikan data kependudukan, pendidikan, pelatihan, dan
ketenagakerjaan ke dalam satu sistem untuk mendukung perencanaan
berbasis bukti (evidencebased policy).

4. Sinergi Pemerintah Daerah dengan Sektor Lain

Pemda tidak bisa bekerja sendiri dalam pembangunan SDM.
Peran kolaboratif dengan sektor swasta, lembaga pendidikan tinggi,
LSM, dan komunitas lokal sangat penting untuk menciptakan ekosistem
SDM yang kuat dan adaptif.

Sinergi yang dapat dilakukan antara lain:

+ Kemitraan dengan universitas lokal dan nasional dalam bentuk
penelitian kebijakan SDM, magang, dan pelatihan guru.

* MOU dengan dunia industri untuk menyusun kurikulum vokasi
berbasis kerja dan membuka peluang kerja/magang bagi lulusan
lokal.
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» Kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil untuk menjangkau
kelompok marginal dan menyelenggarakan pelatihan berbasis
komunitas.

+ Keterlibatan tokoh adat dan agama dalam menyosialisasikan
pentingnya pendidikan, terutama di daerah dengan resistensi
budaya terhadap pendidikan formal.

Contoh sinergi ini dapat dilihat di Kota Makassar, Sulawesi
Selatan, yang melalui program Lorong Wisata, bekerja sama dengan
pelaku UMKM, lembaga pelatihan, dan perguruan tinggi untuk membina
warga di permukiman padat agar produktif secara ekonomi berbasis
wisata budaya dan kuliner lokal. Inisiatif ini berhasil meningkatkan
partisipasi warga dalam pelatihan keterampilan dan menumbuhkan
ekonomi kreatif berbasis komunitas.

E. KOLABORASI PEMDA, INDUSTRI, DAN PENDIDIKAN

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) tidak dapat
dilakukan secara parsial oleh satu institusi saja. Dalam konteks daerah,
kolaborasi antara pemerintah daerah (Pemda), sektor industri, dan
lembaga pendidikan menjadi suatu keharusan strategis untuk menjawab
tantangan ketimpangan kompetensi, ketidaksesuaian antara dunia
pendidikan dan kebutuhan kerja, serta rendahnya produktivitas tenaga
kerja lokal. Ketiga aktor ini memiliki peran yang saling melengkapi:
pemerintah sebagai regulator dan fasilitator, industri sebagai pengguna
dan penyedia peluang kerja, dan institusi pendidikan sebagai produsen
SDM. Kolaborasi yang efektif akan menciptakan ekosistem
pembangunan SDM yang adaptif, relevan, dan berkelanjutan, terutama di
daerah-daerah yang memiliki potensi besar dari sektor sumber daya alam
(SDA). Tanpa adanya keterpaduan antara ketiganya, maka akan terus
terjadi mismatch antara keterampilan yang dimiliki masyarakat dan
kebutuhan pasar tenaga kerja, sehingga pembangunan akan berjalan tidak
efisien dan tidak inklusif.

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam menciptakan
kebijakan dan regulasi yang mendorong sinergi antar pemangku
kepentingan. Salah satu bentuk kolaborasi konkret adalah penyusunan
kurikulum pendidikan vokasi dan pelatihan kerja yang dirancang
bersama antara Pemda, dunia usaha, dan lembaga pendidikan. Kurikulum
semacam ini memungkinkan lembaga pendidikan menyiapkan lulusan
yang sesuai dengan kebutuhan industri lokal, sehingga mempercepat
proses adaptasi kerja dan mengurangi angka pengangguran. Pemda juga
dapat memfasilitasi penyediaan insentif bagi industri yang bersedia
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menjadi mitra pelatihan atau membuka akses magang dan rekrutmen
tenaga kerja lokal. Di sisi lain, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di
wilayah kaya SDA juga memiliki tanggung jawab sosial untuk
berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas SDM lokal, baik melalui
program pelatihan, pendidikan, maupun beasiswa. Peran Corporate
Social Responsibility (CSR) perlu direformulasi dari pendekatan karitatif
menjadi pendekatan strategis berbasis investasi sosial jangka panjang.

Kolaborasi antara Pemda, industri, dan pendidikan juga sangat
penting dalam mengantisipasi perkembangan teknologi dan transformasi
ekonomi digital. Dunia industri saat ini tengah mengalami perubahan
cepat akibat otomatisasi, digitalisasi, dan revolusi industri 4.0, sementara
banyak tenaga kerja lokal di daerah belum siap menghadapi tuntutan
baru tersebut. Oleh karena itu, lembaga pendidikan perlu secara aktif
melakukan pembaruan kurikulum dan metode pembelajaran dengan
dukungan industri dan Pemda. Misalnya, penerapan pendidikan berbasis
proyek (project-based learning), pengembangan inkubator bisnis, dan
kelas industri dapat menjadi jembatan antara teori dan praktik. Industri
juga dapat menyediakan pelatih ahli sebagai instruktur tamu, sedangkan
Pemda dapat berperan dalam menyediakan fasilitas pendukung seperti
laboratorium, ruang workshop, atau akses internet di sekolah-sekolah
terpencil. Pendekatan ini telah terbukti efektif di beberapa daerah yang
mengembangkan pendidikan vokasi berbasis potensi daerah, seperti
pertanian, kehutanan, perikanan, hingga teknologi energi terbarukan.

Keberhasilan kolaborasi ini sangat bergantung pada kualitas
komunikasi, koordinasi, dan komitmen jangka panjang antar aktor. Oleh
karena itu, perlu dibentuk forum kemitraan daerah yang mempertemukan
Pemda, asosiasi industri, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat
dalam perencanaan dan pengambilan keputusan strategis terkait
pengembangan SDM. Forum ini dapat berfungsi sebagai ruang untuk
menyusun roadmap pembangunan SDM, menyelaraskan prioritas
kebijakan, serta mengevaluasi hasil dari program yang telah
dilaksanakan. Tanpa forum semacam ini, upaya kolaboratif rentan
bersifat sementara, tumpang tindih, atau tidak saling mendukung. Pemda
harus mengambil peran sebagai penggerak utama (driving force) yang
menjembatani kepentingan industri dan pendidikan, memastikan bahwa
setiap kebijakan pembangunan SDM berdampak langsung pada
peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

Contoh praktik baik kolaborasi semacam ini dapat ditemukan di
beberapa daerah. Di Kabupaten Banyuwangi, pemerintah daerah bekerja
sama dengan industri pariwisata dan sekolah kejuruan untuk menyiapkan
tenaga kerja lokal yang siap kerja dan mampu bersaing di sektor
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pariwisata dan ekonomi kreatif. Di Kota Balikpapan, Pemda
menggandeng perusahaan migas dan universitas lokal untuk
menyelenggarakan pelatihan teknologi pengolahan energi berbasis
kompetensi lokal. Keberhasilan program-program tersebut menunjukkan
bahwa kolaborasi lintas sektor adalah kunci utama dalam mewujudkan
pembangunan SDM yang relevan dengan tantangan dan potensi lokal.
Kolaborasi bukan hanya tentang berbagi peran, tetapi juga tentang
berbagi visi yang sama untuk membangun daerah yang berdaya, mandiri,
dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, industri,
dan lembaga pendidikan bukan lagi sebuah pilihan, tetapi suatu
keniscayaan dalam agenda pembangunan SDM. Tanpa kolaborasi yang
kuat dan terstruktur, pembangunan daerah akan kehilangan arah dan daya
ungkitnya. Sebaliknya, dengan membangun ekosistem yang saling
mendukung dan saling menguatkan, maka kualitas SDM daerah akan
meningkat secara signifikan, menciptakan masyarakat yang produktif,
inovatif, dan mampu mengelola kekayaan alam untuk kesejahteraan
jangka panjang. Inilah bentuk pembangunan yang inklusif, berkelanjutan,
dan berkeadilan sosial yang sejati.

1. Urgensi Kolaborasi Lintas Sektor

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) di daerah kaya sumber
daya alam (SDA) tidak akan berhasil tanpa sinergi yang kuat antara tiga
aktor utama: pemerintah daerah (Pemda), sektor industri, dan lembaga
pendidikan. Masing-masing aktor memiliki peran yang saling
melengkapi:

* Pemerintah daerah berfungsi sebagai perencana dan pengatur
kebijakan pembangunan SDM,

» Industri berperan sebagai pengguna langsung SDM dan penyedia
teknologi serta peluang kerja,

+ Lembaga pendidikan bertugas membentuk SDM melalui
kurikulum dan pelatihan.

Tanpa  kolaborasi, yang terjadi  adalah  mismatch
(ketidaksesuaian) antara kompetensi lulusan pendidikan dengan
kebutuhan industri, rendahnya tingkat serapan kerja, dan lemahnya
inovasi lokal. Ketimpangan ini memperburuk ketertinggalan daerah kaya
SDA yang semestinya memiliki daya saing tinggi.

Kolaborasi lintas sektor bukan hanya pilihan strategis, tetapi
kebutuhan mutlak di era disrupsi digital, otomatisasi industri, dan

Ekonomi Sumber Daya Manusia; Strategi Ekonomi untuk Pembangunan Berkelanjutan | 79




globalisasi pasar kerja. Tanpa sinergi, daerah akan terus tergantung pada
tenaga kerja luar dan akan gagal membangun kemandirian ekonomi
lokal.

2. Model dan Contoh Kolaborasi Efektif

Beberapa model kolaborasi antara Pemda, industri, dan lembaga
pendidikan telah diterapkan di sejumlah daerah dengan hasil positif:

a. Model kurikulum terintegrasi vokasi-industri

Kurikulum sekolah kejuruan (SMK) atau politeknik disusun
bersama industri agar lulusan siap kerja. Contoh:

* SMK Migas di Bojonegoro bermitra dengan ExxonMobil dan
Universitas Negeri Malang.

* Politeknik Negeri Balikpapan bekerja sama dengan industri
tambang dan energi untuk menyusun kurikulum dan magang
industri.

b. Program magang dan pelatihan bersama

Industri membuka program magang bagi siswa SMK dan
mahasiswa vokasi, sementara Pemda memfasilitasi pelatihan soft-
skill dan pembinaan kewirausahaan. Contoh:

 PT Badak LNG di Bontang bekerja sama dengan Pemkot
Bontang untuk membuka pelatihan teknik dan magang industri
untuk warga lokal.

c. Pusat pelatihan bersama (co-training center)

Didirikan pusat pelatihan yang dikelola bersama Pemda,
perusahaan, dan perguruan tinggi. Dana bisa berasal dari DBH,
CSR, dan APBD. Contoh:

* Training Center PT Freeport Indonesia di Papua dilibatkan
dalam pelatihan tenaga kerja lokal dan sertifikasi operator alat
berat.

d. Pendidikan vokasi berbasis potensi daerah

Kurikulum dikembangkan berdasarkan sektor unggulan lokal
seperti kelautan, pertanian, pariwisata, atau pertambangan.
Contoh:

» Di Banyuwangi, SMK Pariwisata bekerja sama dengan hotel-
hotel lokal dan kampus untuk menghasilkan tenaga kerja
hospitality yang kompetitif.
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3. Peran Dunia Usaha dan CSR Strategis

Sektor industri tidak cukup hanya menjalankan tanggung jawab
sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) dalam bentuk
donasi atau bantuan sesaat. CSR harus dikembangkan menjadi bentuk
investment in human capital, yaitu investasi dalam penguatan kapasitas
SDM lokal.

Peran strategis dunia usaha dalam pengembangan SDM meliputi:

* Menjadi mitra pelatihan dalam program sertifikasi keahlian.

* Menyediakan fasilitator industri sebagai instruktur di
sekolah/politeknik.

* Memberikan akses magang, studi lapangan, dan transfer teknologi.

*  Memberikan beasiswa vokasi dan hibah peralatan pelatihan.

Perusahaan-perusahaan besar seperti Pertamina, PT Vale
Indonesia, dan INALUM telah memulai pendekatan ini di daerah
operasional mereka. Di Sulawesi Tenggara, PT Vale mendanai pelatihan
kewirausahaan bagi pemuda lokal di sektor pertanian terpadu, sebagai
antisipasi terhadap pasca-tambang dan diversifikasi ekonomi.

Pemerintah daerah dapat mendorong CSR strategis melalui
kebijakan lokal, seperti Perda CSR, insentif bagi perusahaan yang
melibatkan SDM lokal, atau penyusunan rencana pembangunan bersama
yang terintegrasi antara pemerintah dan swasta.

4. Peningkatan Kualitas Pendidikan Vokasi

Pendidikan vokasi menjadi jembatan utama antara dunia
pendidikan dan dunia kerja. Namun, di banyak daerah, pendidikan vokasi
masih dipandang sebagai “pilihan kedua” bagi siswa yang tidak masuk
SMA. Hal ini harus diubah melalui penguatan kualitas dan citra
pendidikan vokasi.

Langkah-langkah yang harus diambil meliputi:
a. Modernisasi fasilitas dan kurikulum vokasi

Sekolah kejuruan harus dilengkapi dengan laboratorium, peralatan
industri, dan kurikulum terkini sesuai kebutuhan pasar kerja.

b. Pelatihan guru vokasi dan kolaborasi industri

Guru vokasi harus dilatih secara reguler, termasuk magang di
industri agar tidak tertinggal teknologi dan metode baru.

c. Sertifikasi dan standar kompetensi nasional/internasional
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Setiap lulusan vokasi harus memiliki sertifikasi keahlian yang
diakui secara nasional atau internasional agar mobilitas kerja
mereka meningkat.

d. Link and match dengan industri lokal

Pendidikan vokasi harus selalu relevan dengan sektor unggulan
daerah, seperti tambang, perikanan, pertanian modern, atau energi
terbarukan.

Contoh keberhasilan ini bisa dilihat di Kota Semarang, di mana
beberapa SMK Negeri difokuskan pada animasi, desain grafis, dan
pemrograman komputer, dengan mitra industri startup dan software
house lokal. Lulusan SMK tersebut tidak hanya terserap pasar kerja,
tetapi juga membuka usaha rintisan sendiri.

F. STUDI KASUS: KABUPATEN BERBASIS SDA DAN INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Studi terhadap kabupaten-kabupaten yang kaya sumber daya
alam (SDA) namun memiliki capaian Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) yang relatif rendah menunjukkan adanya ketimpangan mendasar
dalam orientasi pembangunan. IPM sebagai indikator komposit yang
mengukur tiga dimensi utama—=kesehatan, pendidikan, dan standar hidup
layak— seharusnya menjadi fokus utama pembangunan di daerah.
Namun dalam kenyataannya, banyak kabupaten yang diberkahi SDA
berlimpah tidak menunjukkan kinerja IPM yang sebanding. Sebagai
contoh, Kabupaten Mimika di Papua, tempat beroperasinya tambang
emas terbesar di Indonesia, mengalami tantangan dalam hal pendidikan
dan kesehatan masyarakat, meskipun pendapatan daerahnya tinggi.
Demikian pula Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur,
meski menjadi salah satu penyumbang utama pendapatan negara dari
sektor migas dan batu bara, dalam beberapa periode mencatat IPM yang
masih di bawah rata-rata nasional. Kasus-kasus ini menggarisbawahi
bahwa kekayaan alam tidak otomatis mengantarkan masyarakat pada
kehidupan yang lebih baik jika tidak disertai kebijakan pembangunan
manusia yang serius, terencana, dan berkelanjutan.

Sebaliknya, ada pula beberapa daerah yang menunjukkan
keberhasilan dalam mengelola kekayaan alamnya secara strategis untuk
meningkatkan [PM. Kabupaten Bojonegoro di Jawa Timur merupakan
contoh yang menonjol. Meskipun Bojonegoro bukan penghasil migas
terbesar, namun pemerintah daerahnya mampu memanfaatkan Dana Bagi
Hasil (DBH) untuk investasi pendidikan dan kesehatan secara sistematis.
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Program “Bojonegoro Cerdas” yang menyediakan beasiswa pendidikan
tinggi bagi putra-putri daerah serta pendirian Balai Latihan Kerja (BLK)
modern telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas
SDM. Selain itu, akses layanan kesehatan dasar diperluas melalui
pembangunan Puskesmas dengan layanan 24 jam, serta peningkatan
kesejahteraan tenaga kesehatan. Hasilnya, IPM Bojonegoro dalam satu
dekade mengalami peningkatan yang konsisten, bahkan melampaui
sejumlah kabupaten tetangga yang memiliki potensi SDA lebih besar
namun lemah dalam tata kelola. Hal ini menunjukkan bahwa visi
pembangunan manusia yang kuat dari kepala daerah serta keberanian
dalam merancang program-program berbasis kebutuhan riil masyarakat
merupakan faktor kunci dalam menjembatani potensi SDA dengan
kesejahteraan warga.

Studi lain dapat ditarik dari Kabupaten Siak di Provinsi Riau,
yang dikenal sebagai salah satu wilayah dengan produksi minyak bumi
cukup signifikan. Pemerintah Kabupaten Siak memprioritaskan
pengembangan  pendidikan  karakter dan keagamaan melalui
pembangunan sekolah berbasis pesantren modern, serta memperkuat
program pendidikan vokasi berbasis agroindustri. Pemerintah daerah
juga mengembangkan strategi peningkatan

IPM melalui pendekatan intersektoral—mengintegrasikan aspek
kesehatan, lingkungan, dan ketahanan keluarga. Di sisi lain, kemitraan
antara Pemda dan perusahaan migas di wilayah ini menjadi sarana
strategis untuk penyediaan pelatihan kerja dan inkubasi wirausaha lokal.
Pendekatan ini membuahkan hasil positif dengan meningkatnya
partisipasi pendidikan menengah dan bertambahnya tenaga kerja lokal
terlatih di sektor energi dan pertanian. Siak menjadi contoh bahwa
pengelolaan SDA yang baik, kolaboratif, dan inklusif dapat berdampak
langsung pada percepatan pencapaian indikator pembangunan manusia.

Namun demikian, tidak sedikit kabupaten yang masih terjebak
dalam siklus ketergantungan pada eksploitasi SDA tanpa investasi
memadai dalam penguatan kapasitas manusia. Sumber daya alam yang
seharusnya menjadi berkah justru menjadi bumerang ketika tidak disertai
tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada
pembangunan berkelanjutan. Di banyak daerah, belanja pembangunan
masih didominasi proyek fisik jangka pendek, sementara sektor-sektor
strategis seperti pendidikan guru, kurikulum kontekstual, gizi anak, dan
kesehatan ibu hamil masih terpinggirkan. Akibatnya, masyarakat lokal
menjadi penonton di tanah sendiri, tidak memiliki keterampilan untuk
terlibat aktif dalam rantai industri SDA, dan sangat rentan ketika sumber
daya tersebut habis atau harga komoditas jatuh. Studi ini menunjukkan
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pentingnya penyusunan rencana jangka panjang pembangunan manusia
yang tidak bergantung pada fluktuasi pasar komoditas, tetapi bertumpu
pada investasi berkelanjutan terhadap potensi manusia daerah itu sendiri.

Pelajaran penting dari studi-studi kasus tersebut adalah bahwa
pengelolaan SDA harus dipadukan dengan strategi pembangunan
manusia yang holistik dan berbasis data. Daerah perlu membangun
sistem monitoring dan evaluasi yang kuat terhadap indikator
pembangunan manusia, serta mengintegrasikan hasil evaluasi tersebut ke
dalam siklus perencanaan daerah. Di sinilah pentingnya IPM tidak hanya
sebagai angka statistik, tetapi sebagai kompas moral dan arah kebijakan
pembangunan. Pemerintah pusat juga memiliki tanggung jawab untuk
memperkuat kapasitas perencanaan pemerintah daerah melalui transfer
ilmu, pendampingan teknis, dan pembinaan sistem pengelolaan keuangan
daerah yang transparan dan akuntabel. Kolaborasi antarpemangku
kepentingan menjadi prasyarat keberhasilan, terutama di daerahdaerah
yang selama ini terpinggirkan secara struktural namun memiliki potensi
SDA yang besar.

Akhirnya, studi kasus tentang hubungan antara kekayaan SDA
dan capaian IPM menunjukkan bahwa kemajuan suatu daerah tidak
semata ditentukan oleh apa yang ada di bawah tanah, tetapi oleh
bagaimana masyarakat di atas tanah tersebut diberdayakan, dilibatkan,
dan dimanusiakan. Paradigma pembangunan yang menempatkan SDM
sebagai aktor utama, bukan sebagai objek pasif dari pembangunan SDA,
adalah kunci menuju transformasi sosialekonomi yang berkelanjutan.
Oleh karena itu, IPM harus terus dijadikan tolok ukur utama dalam
menilai keberhasilan pembangunan di daerah-daerah berbasis SDA—
bukan hanya sebagai formalitas laporan tahunan, tetapi sebagai refleksi
dari keadilan sosial, kesejahteraan, dan masa depan daerah itu sendiri.

1. Kabupaten dengan SDA Tinggi dan IPM Rendah

Fenomena yang cukup mencolok di Indonesia adalah adanya
kabupaten atau wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam
(SDA) yang luar biasa, tetapi memiliki skor Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) yang tergolong rendah. IPM sendiri merupakan indikator
komposit yang mencerminkan kualitas hidup suatu daerah berdasarkan
tiga dimensi utama: kesehatan (umur panjang dan sehat), pendidikan
(lama sekolah dan harapan sekolah), dan standar hidup layak
(pendapatan per kapita).

Salah satu contoh nyata adalah Kabupaten Mimika di Provinsi
Papua, tempat beroperasinya tambang emas terbesar di Indonesia, PT
Freeport Indonesia. Kabupaten ini memiliki PDRB per kapita sangat
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tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Namun, angka [PMnya hanya
mencapai 72,19 pada tahun 2023 (BPS), masih berada di bawah banyak
kabupaten lain yang tidak memiliki SDA melimpah. Hal ini
menunjukkan bahwa kekayaan alam belum mampu dikonversi menjadi
peningkatan kualitas hidup masyarakat secara merata.

Masalah-masalah yang dihadapi meliputi:
+ Akses pendidikan yang sangat terbatas di daerah pedalaman.

* Rendahnya kualitas layanan kesehatan dasar, khususnya untuk ibu
dan anak.

+ Ketimpangan sosial antara warga lokal dan pendatang.

* Minimnya pelibatan masyarakat adat dalam kebijakan
pembangunan.

Contoh lain adalah Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan
Timur, yang dikenal sebagai salah satu produsen utama batu bara dan
migas. Meski daerah ini menjadi sumber besar pendapatan nasional dari
sektor energi, IPM-nya sempat stagnan karena belanja daerah lebih
banyak diarahkan ke proyek fisik, bukan pengembangan SDM.
Ketimpangan antara pusat kota dan wilayah pedalaman cukup tinggi,
memperlebar jurang kesejahteraan antarwilayah dalam satu kabupaten.

2. Kabupaten dengan Model Pembangunan Inklusif

Berbeda dengan contoh di atas, terdapat pula kabupaten yang
berhasil mengelola SDA secara lebih inklusif dan menjadikan SDM
sebagai prioritas utama dalam pembangunan. Dua contoh menarik adalah
Kabupaten Bojonegoro (Jawa Timur) dan Kabupaten Siak (Riau).

Kabupaten Bojonegoro merupakan daerah penghasil minyak dan
gas bumi, namun memiliki pendekatan berbeda dari kebanyakan daerah
SDA lain. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro meluncurkan program
Bojonegoro Cerdas, yaitu skema beasiswa pendidikan dari Dana Bagi
Hasil Migas yang diperuntukkan bagi pelajar lokal hingga ke jenjang
perguruan tinggi, termasuk di luar negeri. Selain itu, mereka membangun
Balai Latihan Kerja (BLK) Terpadu, yang bekerja sama dengan
perusahaan dan lembaga pendidikan tinggi.

Bojonegoro juga menjadi pelopor dalam transparansi anggaran
dan perencanaan partisipatif melalui aplikasi daring yang dapat diakses
masyarakat luas. Pendekatan ini memperkuat kepercayaan publik dan
mempercepat penyebaran manfaat SDA secara merata. Hasilnya, IPM
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Bojonegoro meningkat secara signifikan dan melampaui kabupaten
sekitarnya yang lebih dulu menjadi daerah migas.

Sementara itu, Kabupaten Siak di Riau mengembangkan
pendekatan pembangunan SDM berbasis karakter dan sektor unggulan
lokal. Mereka mendirikan sekolah berbasis pesantren modern dan
mengintegrasikan pendidikan karakter dalam sistem sekolah formal. Siak
juga aktif mengembangkan pendidikan vokasi berbasis agroindustri,
bekerja sama dengan perusahaan sawit dan perikanan setempat untuk
menciptakan lapangan kerja baru bagi generasi muda.

Pemerintah Kabupaten Siak bahkan menciptakan skema
pelatihan pertanian organik dan pemberdayaan ekonomi desa melalui
koperasi yang terhubung dengan sektor swasta. Pendekatan lintas
sektoral dan berbasis masyarakat ini menjadi fondasi meningkatnya [PM
daerah dan berkurangnya ketimpangan antara desa dan kota.

3. Analisis Perbandingan

Perbandingan antara daerah yang berhasil dan yang gagal
memanfaatkan SDA untuk meningkatkan IPM menunjukkan sejumlah
pola penting:

a. Faktor kepemimpinan daerah sangat menentukan

Daerah dengan pemimpin yang visioner dan fokus pada
pengembangan manusia cenderung lebih berhasil. Mereka
mendorong program jangka panjang yang fokus pada pendidikan
dan kesehatan, meskipun tekanan politik mendorong proyek fisik.

b. Kapasitas kelembagaan dan perencanaan berbasis data menjadi
kunci

Kabupaten yang memiliki sistem perencanaan yang baik, didukung
data akurat dan pelibatan masyarakat, cenderung mampu
mengarahkan anggaran SDA untuk program prioritas. Sebaliknya,
daerah dengan birokrasi lemah gagal menyerap anggaran secara
efektif.

¢. Perbedaan paradigma pembangunan

Daerah seperti Bojonegoro dan Siak memiliki paradigma
pembangunan pro-SDM, yaitu menempatkan manusia sebagai
subjek pembangunan, bukan sekadar angka dalam laporan
ekonomi. Daerah seperti Mimika dan Kutai lebih cenderung pro-
fisik, yang lebih fokus pada pembangunan infrastruktur dan
belanja rutin.
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d. Peran masyarakat sipil dan transparansi

Transparansi anggaran dan keterlibatan masyarakat sipil juga
menjadi pembeda. Daerah yang mendorong partisipasi publik
dalam perencanaan dan pengawasan anggaran lebih mampu
mencegah korupsi dan salah sasaran anggaran DBH.

4. Pelajaran dan Rekomendasi Kebijakan

Studi kasus ini memberikan beberapa pelajaran penting dan

rekomendasi untuk kebijakan pembangunan berbasis SDA yang adil dan
berkelanjutan:

a.

SDA harus menjadi alat, bukan tujuan pembangunan

SDA seharusnya digunakan untuk membiayai pembangunan
manusia dan menciptakan sistem ekonomi yang lebih tangguh,
bukan menjadi ketergantungan tunggal.

Perlu indikator keberhasilan berbasis SDM dan IPM

Pemerintah daerah harus menjadikan IPM, angka partisipasi
pendidikan, dan capaian kesehatan masyarakat sebagai indikator
utama pembangunan, bukan hanya serapan anggaran dan
pertumbuhan ekonomi.

Penguatan regulasi pemanfaatan DBH untuk SDM

Pemerintah pusat dapat menerbitkan kebijakan khusus yang
mewajibkan sebagian DBH dari SDA dialokasikan untuk sektor
pendidikan dan pelatihan kerja. Ini perlu disertai mekanisme
evaluasi yang ketat dan berbasis hasil.

Pengembangan roadmap SDM daerah

Setiap daerah penghasil SDA seharusnya memiliki peta jalan
(roadmap) pengembangan SDM 10-20 tahun ke depan, yang
terintegrasi dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah). Roadmap ini harus disusun bersama
pemangku kepentingan, berbasis data, dan memiliki target yang
terukur.

Penguatan ekosistem kolaborasi lintas sektor

Keberhasilan pembangunan SDM menuntut sinergi antara
pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, organisasi
masyarakat sipil, dan komunitas adat. Tanpa itu, pembangunan
akan bersifat sporadis dan tidak inklusif.
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BAB 6

KETAHANAN PANGAN DAN SDM PERTANIAN

Di tengah dinamika perubahan iklim, pertumbuhan penduduk,
dan krisis pangan global, Indonesia menghadapi tantangan besar:
bagaimana memastikan setiap warganya memiliki akses terhadap pangan
yang cukup, bergizi, dan berkelanjutan. Ketahanan pangan bukan lagi
sekadar persoalan produksi beras atau ikan semata, melainkan sebuah
sistem yang terhubung dengan kualitas sumber daya manusia (SDM),
keberlanjutan lingkungan, dan transformasi ekonomi. Dalam beberapa
tahun terakhir, isu ini semakin mengemuka seiring dengan ancaman
kenaikan harga komoditas, degradasi lahan pertanian, dan ketimpangan
akses pangan antarwilayah. Jika tidak diantisipasi dengan strategi yang
tepat, Indonesia berisiko mengalami kerentanan pangan yang berdampak
pada stabilitas sosial dan ekonomi.

1. Tantangan dalam mewujudkan ketahanan pangan

Salah satu tantangan terbesar dalam mewujudkan ketahanan
pangan adalah kondisi SDM sektor pertanian dan perikanan yang masih
tertinggal. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa lebih
dari 60% petani di Indonesia berusia di atas 45 tahun, dengan tingkat
regenerasi yang rendah akibat minimnya minat generasi muda. Penelitian
yang dilakukan oleh Haris dan Tim Peneliti IPB (2022) mengungkap
bahwa rendahnya literasi teknologi di kalangan petani dan nelayan
tradisional menghambat adopsi inovasi pertanian presisi dan praktik
budidaya berkelanjutan. Padahal, di era digital dan ekonomi hijau,
peningkatan kapasitas SDM menjadi kunci untuk mengoptimalkan
produktivitas sekaligus menjaga kelestarian ekosistem.

2. Terkait isu Yang ada

Isu ini semakin relevan ketika dikaitkan dengan agenda
pembangunan nasional dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Pilar keberlanjutan dan keadilan sosial menuntut pembangunan yang
inklusif, di mana petani kecil, nelayan, dan masyarakat pedesaan tidak
boleh tertinggal dalam arus transformasi ekonomi. Indonesia telah
berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon melalui sektor pertanian
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dan kelautan, sebagaimana tercantum dalam Nationally Determined
Contribution (NDC). Namun, tanpa peningkatan kapasitas SDM, transisi
menuju sistem pangan rendah karbon akan sulit tercapai. Di sinilah
ekonomi hijau (green economy) membuka peluang baru. Konsep ini
tidak hanya sekadar tentang mengurangi kerusakan lingkungan, tetapi
juga menciptakan lapangan kerja berbasis keberlanjutan—dari
agroteknologi, energi terbarukan, hingga ekowisata berbasis komunitas.
Studi yang dilakukan oleh Suryadi dkk. dari Universitas Gadjah Mada
(2021) menunjukkan bahwa pengembangan green jobs di sektor
pertanian organik dan perikanan tangkap ramah lingkungan mampu
meningkatkan pendapatan petani muda hingga 30%. Artinya, ekonomi
hijau bukan hanya solusi ekologis, melainkan juga jalan untuk
mendorong pemerataan ekonomi dan pemberdayaan SDM lokal.

Buku ini hadir sebagai respons atas kurangnya literatur terkini
yang mengintegrasikan ketahanan pangan, SDM pertanian, dan ekonomi
hijau dalam satu kerangka utuh. Selama ini, pembahasan sering
terfragmentasi—ada yang membahas teknologi pertanian tanpa
menyentuh aspek SDM, atau mendiskusikan ekonomi hijau tanpa
kaitannya dengan ketahanan pangan. Padahal, ketiganya saling terkait.
Misalnya, regenerasi petani muda membutuhkan insentif ekonomi hijau,
sementara ketahanan pangan jangka panjang mustahil tercapai tanpa
praktik pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim. Secara garis
besar, buku ini terbagi dalam beberapa bagian penting. Bab 6 akan
mengupas tuntas tantangan dan peluang SDM pertanian dalam
memperkuat ketahanan pangan, termasuk analisis kebijakan pelatihan
vokasi dan peran fintech pertanian. Sementara itu, Bab 7 akan
mendalami potensi green jobs dan ekonomi berbasis lingkungan, dengan
studi kasus dari berbagai wilayah di Indonesia yang telah berhasil
mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam mata pencaharian
masyarakat.

Harapan kami, buku ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa,
akademisi, pembuat kebijakan, dan praktisi pembangunan berkelanjutan.
Bagi akademisi, buku ini menawarkan perspektif interdisipliner yang
menggabungkan teori ekonomi lingkungan, sosiologi pedesaan, dan
kebijakan publik. Bagi pemangku kepentingan, kami menyajikan
rekomendasi kebijakan berbasis data untuk mempercepat transformasi
sektor pangan yang inklusif dan berwawasan lingkungan. Yang
terpenting, kami berharap karya ini mampu menginspirasi generasi muda
untuk melihat sektor pertanian dan kelautan bukan sebagai bidang yang
tertinggal, melainkan sebagai lahan inovasi yang menjanjikan bagi masa
depan Indonesia yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Pada akhirnya,
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ketahanan pangan dan ekonomi hijau adalah dua sisi mata uang yang
sama—sebuah visi pembangunan yang menyeimbangkan kesejahteraan
manusia dan kelestarian alam. Buku ini adalah undangan untuk berpikir
ulang, bertindak kolektif, dan mewujudkannya.

A. SDM DI SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN

Sektor pertanian dan perikanan di Indonesia memiliki peran
fundamental dalam menopang ketahanan pangan nasional dan
perekonomian negara. Namun, di balik kontribusi signifikan ini, terdapat
dinamika sumber daya manusia (SDM) yang kompleks dan perlu
dicermati secara mendalam. Kondisi tenaga kerja di sektor ini, distribusi
usia, serta kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)
menjadi indikator penting untuk memahami tantangan dan peluang yang
ada. Data dari Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian
Pertanian (2023) menunjukkan bahwa sektor pertanian, dalam arti sempit
yang mencakup tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan, memiliki
kontribusi yang substansial terhadap PDB Indonesia . Meskipun
demikian, sektor ini juga menghadapi permasalahan struktural yang
memerlukan solusi inovatif dan berkelanjutan.

1. Pengertian sector pertanian

Secara historis, sektor pertanian selalu menjadi penyerap tenaga
kerja terbesar di Indonesia. Namun, dalam beberapa dekade terakhir,
terjadi pergeseran signifikan dalam komposisi tenaga kerja. Fenomena
penuaan petani menjadi isu krusial yang mengancam keberlanjutan
sektor ini. Susilowati (2016) dalam jurnalnya “Fenomena Penuaan
Petani dan Berkurangnya Tenaga Kerja Muda Serta Implikasinya Bagi
Kebijakan Pembangunan Pertanian” menyoroti bahwa jumlah petani
muda terus mengalami penurunan, baik secara absolut maupun relatif,
sementara petani usia tua semakin meningkat. Data Sensus Pertanian
2013 yang dianalisis oleh Susilowati (2014) menunjukkan bahwa
proporsi petani dengan umur 40-54 tahun adalah yang terbesar (41%),
diikuti oleh kelompok usia di atas 55 tahun (27%), sedangkan kelompok
generasi muda di bawah 35 tahun hanya sekitar 11%. Angka-angka ini
mengindikasikan adanya krisis regenerasi yang serius, di mana sektor
pertanian semakin didominasi oleh tenaga kerja berusia lanjut.

Sektor pertanian dan perikanan Indonesia menghadapi paradoks
yang menarik. Di satu sisi, sektor ini menyerap sekitar 29,7% dari total
angkatan kerja nasional dan berkontribusi 13,7% terhadap Produk
Domestik Bruto (PDB), namun di sisi lain mengalami penurunan
produktivitas yang signifikan akibat permasalahan struktural sumber
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daya manusia. Kondisi ini menjadi cerminan dari kompleksitas tantangan
pembangunan pertanian yang tidak hanya berdimensi teknis, tetapi juga
sosial dan ekonomi. Distribusi usia petani di Indonesia menunjukkan
fenomena yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data Sensus Pertanian
2023 yang dianalisis oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman
Pangan (2023), rata-rata usia petani Indonesia mencapai 54,2 tahun,
dengan 68% petani berusia di atas 45 tahun. Kondisi ini berbanding
terbalik dengan sektor industri dan jasa yang didominasi oleh tenaga
kerja produktif berusia 25-40 tahun. Fenomena aging farmer ini bukan
hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga menjadi isu global yang
memerlukan penanganan komprehensif. Kontribusi sektor pertanian dan
perikanan terhadap PDB memang mengalami penurunan relatif dari
waktu ke waktu, namun tetap memiliki peran strategis dalam
perekonomian nasional. Menurut kajian yang dipublikasikan dalam
Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis Universitas Padjadjaran (2023),
kontribusi sektor ini tidak hanya dapat diukur dari aspek ekonomi
semata, tetapi juga dari perspektif ketahanan pangan, penyerapan tenaga
kerja, dan stabilitas sosial. Sektor pertanian menjadi katup pengaman
ekonomi, terutama saat terjadi krisis ekonomi global seperti yang dialami
pada masa pandemi COVID-19. Permasalahan struktural yang dihadapi
SDM pertanian dan perikanan sangat kompleks dan saling berkaitan.
Rendahnya tingkat pendidikan formal petani menjadi salah satu faktor
utama yang menghambat adopsi teknologi dan inovasi. Data dari Badan
Pusat Statistik menunjukkan bahwa 47,3% petani hanya mengenyam
pendidikan sekolah dasar, sementara yang berpendidikan sarjana hanya
2,1%. Kondisi ini berdampak pada kemampuan petani dalam mengakses
informasi, menerapkan good agricultural practices, dan mengembangkan
usaha tani yang berkelanjutan.

2. masalah Yang ada

Masalah lain yang tidak kalah penting adalah keterbatasan akses
terhadap modal dan teknologi. Sebagian besar petani masih
mengandalkan pola tanam tradisional dengan produktivitas yang relatif
stagnan. Penelitian yang dilakukan oleh Institut Pertanian Bogor dalam
Jurnal Manajemen dan Agribisnis (2023) menunjukkan bahwa adopsi
teknologi modern di kalangan petani kecil masih sangat rendah, dengan
hanya 23% petani yang menggunakan teknologi precision farming atau
smart agriculture. Krisis regenerasi ini bukan hanya fenomena di
Indonesia, melainkan juga terjadi di berbagai negara lain di Asia, Eropa,
dan Amerika. Berbagai faktor menjadi penyebab menurunnya minat
generasi muda terhadap sektor pertanian. Salah satu faktor utama adalah
citra sektor pertanian yang kurang bergengsi dan dianggap tidak
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menjanjikan secara finansial. Profesi petani seringkali diasosiasikan
dengan pekerjaan kotor, berisiko tinggi, dan pendapatan yang tidak
stabil, yang jauh dari ekspektasi generasi muda yang menginginkan
pekerjaan yang lebih modern dan stabil. Selain itu, keterbatasan
penguasaan lahan, kurangnya diversifikasi usaha nonpertanian di
pedesaan, serta minimnya insentif khusus bagi petani muda/pemula turut
memperparah kondisi ini. Bahkan, banyak orang tua petani tidak
mengharapkan anakanak mereka mengikuti jejak yang sama, mendorong
urbanisasi dan migrasi tenaga kerja muda ke sektor non pertanian di
perkotaan.

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDB Indonesia tetap
signifikan, meskipun terjadi pergeseran struktur ekonomi. Analisis PDB
Sektor Pertanian Tahun 2023 dari Kementerian Pertanian menunjukkan
bahwa subsektor perkebunan memiliki kontribusi tertinggi terhadap PDB
Indonesia, diikuti oleh subsektor tanaman pangan. Meskipun demikian,
penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian cenderung menurun seiring
waktu, seperti yang diungkapkan oleh Kurniawati (2020) dalam
jurnalnya “Kinerja Sektor Pertanian di Indonesia” yang mencatat
penurunan jumlah tenaga kerja pertanian dari 39,9 juta jiwa pada 2013
menjadi 35 juta jiwa. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam
menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian
dan ketersediaan tenaga kerja yang memadai. Permasalahan struktural
lain yang dihadapi adalah tingkat pendidikan tenaga kerja di sektor
pertanian yang relatif rendah dibandingkan dengan sektor lain. Mayoritas
petani di Indonesia hanya memiliki pendidikan dasar, yang berdampak
pada rendahnya daya saing mereka dalam mengadopsi strategi pertanian
modern dan inovasi teknologi. Hal ini juga diperparah dengan fakta
bahwa sebagian besar penyuluh pertanian lapangan (PPL) dan pengamat
hama tanaman (POPT) juga berusia di atas 50 tahun, yang dapat
menghambat transfer pengetahuan dan teknologi baru kepada petani
muda.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan strategi
komprehensif yang melibatkan berbagai pihak. Pertama, perlu adanya
upaya untuk mengubah persepsi negatif generasi muda terhadap sektor
pertanian. Pertanian modern yang mengintegrasikan teknologi digital dan
praktik berkelanjutan dapat menjadi daya tarik baru bagi kaum muda.
Program-program edukasi dan pelatihan yang memperkenalkan inovasi
pertanian, seperti smart farming, hidroponik, atau pertanian perkotaan,
dapat menumbuhkan minat dan keterampilan baru. Kedua, pemerintah
perlu menyediakan insentif khusus bagi petani muda, seperti akses
mudah terhadap modal, lahan, dan teknologi. Kebijakan yang
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mendukung pengembangan agroindustri di pedesaan juga penting untuk
menciptakan peluang kerja non-pertanian yang dapat menarik minat
generasi muda. Ketiga, penguatan institusi pendidikan pertanian, mulai
dari SMK, Politeknik, hingga Universitas, sangat krusial dalam mencetak
SDM pertanian yang unggul dan adaptif. Kurikulum pendidikan perlu
disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan teknologi
pertanian terkini, sehingga lulusan memiliki keterampilan yang relevan
dan siap bersaing di era digital. Keempat, perlu adanya program
regenerasi petani yang terstruktur, yang melibatkan transfer pengetahuan
dan pengalaman dari petani senior kepada petani muda. Mentoring dan
pendampingan dapat membantu petani muda mengatasi tantangan awal
dan membangun jejaring di sektor pertanian.

Secara keseluruhan, SDM di sektor pertanian dan perikanan di
Indonesia menghadapi tantangan serius terkait penuaan petani,
rendahnya minat generasi muda, dan keterbatasan pendidikan. Namun,
dengan pendekatan yang tepat, termasuk perubahan persepsi, insentif,
pendidikan yang relevan, dan program regenerasi, sektor ini memiliki
potensi besar untuk terus berkontribusi pada ketahanan pangan dan
perekonomian nasional. Transformasi menuju pertanian modern yang
didukung oleh SDM yang berkualitas dan inovatif akan menjadi kunci
keberlanjutan sektor pertanian di masa depan.

B. REGENERASI PETANI DAN INOVASI TEKNOLOGI
PERTANIAN

Krisis regenerasi petani merupakan salah satu tantangan paling
mendesak yang dihadapi sektor pertanian di Indonesia saat ini.
Fenomena ini mengacu pada semakin berkurangnya jumlah petani muda
dan dominasi petani berusia lanjut, yang mengancam keberlanjutan
produksi pangan nasional. Data dari Yayasan Agri Sustineri Indonesia
(2024) secara gamblang menunjukkan bahwa generasi muda di Indonesia
cenderung tidak tertarik untuk berkecimpung di sektor pertanian,
menyebabkan penurunan jumlah petani hingga 5 juta orang. Lebih lanjut,
60,8% petani di Indonesia berusia di atas 45 tahun, usia di mana
produktivitas seseorang mulai menurun drastis, dan 73,96% di antaranya
hanya berpendidikan sekolah dasar, yang menghambat adopsi strategi
pertanian modern. Kondisi ini diperparah dengan fakta bahwa sebagian
besar penyuluh pertanian lapangan (PPL) dan pengamat hama tanaman
(POPT) juga berusia di atas 50 tahun, mengindikasikan adanya
kesenjangan dalam transfer pengetahuan dan inovasi kepada generasi
penerus.
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Hambatan bagi anak muda untuk masuk ke sektor pertanian
sangat beragam dan kompleks. Salah satu faktor utamanya adalah
persepsi negatif terhadap profesi petani. Pekerjaan ini seringkali
dianggap tidak bergengsi, kotor, berisiko tinggi, dan tidak menjanjikan
secara finansial. Generasi muda cenderung mencari pekerjaan yang lebih
stabil, memiliki jaminan pendapatan, dan menawarkan prospek karier
yang jelas di sektor industri atau jasa. Selain itu, keterbatasan akses
terhadap lahan pertanian, modal, dan teknologi menjadi kendala
signifikan. Banyak anak muda tidak memiliki warisan lahan atau modal
yang cukup untuk memulai usaha pertanian, sementara akses terhadap
pinjaman atau dukungan finansial seringkali sulit didapatkan. Kurangnya
pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan pertanian modern juga
menjadi faktor penghambat, karena banyak kurikulum pendidikan
pertanian belum sepenuhnya mengintegrasikan teknologi dan praktik
inovasi terkini.

Namun, di tengah tantangan ini, inovasi teknologi pertanian
menawarkan secercah harapan untuk menarik minat generasi muda.
Pertanian modern, atau yang sering disebut sebagai smart farming,
memanfaatkan teknologi digital seperti Internet of Things (IoT),
kecerdasan buatan (Al), big data, dan otomatisasi untuk meningkatkan
efisiensi dan produktivitas. Prayoga et al. (2024) menyoroti bahwa
penggunaan teknologi inovasi pertanian dapat meningkatkan
produktivitas usaha tani, yang pada gilirannya berpotensi meningkatkan
kesejahteraan hidup petani. Contoh inovasi digital yang dapat mendorong
minat generasi muda antara lain penggunaan drone untuk pemetaan lahan
dan penyemprotan, sensor tanah untuk memantau kelembaban dan
nutrisi, serta aplikasi mobile untuk manajemen pertanian dan akses pasar.
Teknologi ini tidak hanya membuat pekerjaan pertanian menjadi lebih
efisien, tetapi juga lebih menarik dan sesuai dengan gaya hidup generasi
digital.

Studi kasus di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan bahwa
petani milenial yang mengadopsi teknologi dan inovasi memiliki potensi
besar untuk menjadi agen perubahan. Mereka tidak hanya berhasil
meningkatkan produktivitas dan pendapatan, tetapi juga menciptakan
model bisnis pertanian yang lebih modern dan berkelanjutan. Misalnya,
beberapa petani milenial telah berhasil mengembangkan pertanian
hidroponik di perkotaan, memanfaatkan lahan terbatas dengan teknologi
canggih, atau membangun platform e-commerce untuk memasarkan
produk pertanian secara langsung kepada konsumen. Keberhasilan ini
tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga mengubah
persepsi masyarakat terhadap profesi petani, menjadikannya lebih
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menarik dan menjanjikan. Untuk mendorong regenerasi petani melalui
inovasi teknologi, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak.
Pemerintah  perlu  menciptakan  kebijakan yang mendukung
pengembangan pertanian berbasis teknologi, termasuk penyediaan
infrastruktur digital di pedesaan, subsidi untuk pembelian alat dan mesin
pertanian modern, serta insentif bagi perusahaan teknologi yang
berinvestasi di sektor pertanian. Institusi pendidikan harus mereformasi
kurikulumnya agar lebih relevan dengan kebutuhan pertanian modern,
dengan fokus pada pengajaran keterampilan digital, analisis data, dan
kewirausahaan di bidang pertanian. Selain itu, program-program
pelatihan dan pendampingan bagi petani muda perlu diperbanyak,
dengan melibatkan praktisi dan ahli teknologi pertanian. Dengan
demikian, diharapkan akan lahir lebih banyak petani milenial yang
inovatif, adaptif, dan mampu membawa sektor pertanian Indonesia
menuju masa depan yang lebih cerah.

C. PENDIDIKAN PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
NASIONAL

Pendidikan pertanian memegang peranan krusial dalam upaya
mewujudkan  ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan.
Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) pertanian yang unggul,
adaptif, dan inovatif merupakan prasyarat mutlak untuk menghadapi
berbagai tantangan di sektor ini, mulai dari perubahan iklim, fluktuasi
harga komoditas, hingga persaingan global. Institusi pendidikan
pertanian, mulai dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pertanian,
Politeknik Pertanian, hingga Universitas dengan fakultas pertanian,
memiliki tanggung jawab besar dalam mencetak SDM berkualitas yang
mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk
meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian.

Hubungan antara institusi pendidikan pertanian dan
kontribusinya dalam menciptakan SDM unggul untuk ketahanan pangan
sangat erat. Pendidikan pertanian tidak hanya membekali peserta didik
dengan pengetahuan teoritis, tetapi juga keterampilan praktis yang
relevan dengan kebutuhan industri. Kurikulum yang komprehensif
mencakup berbagai aspek, mulai dari budidaya tanaman, peternakan,
perikanan, agribisnis, hingga teknologi pascapanen dan manajemen
rantai pasok. Lulusan pendidikan pertanian diharapkan menjadi agen
perubahan yang mampu mengadopsi inovasi, mengembangkan usaha
pertanian yang berdaya saing, serta berkontribusi pada peningkatan
produksi pangan nasional. Wuli (2023) dalam penelitiannya menekankan
pentingnya penerapan manajemen sumber daya manusia pertanian untuk

Ekonomi Sumber Daya Manusia; Strategi Ekonomi untuk Pembangunan Berkelanjutan | 95




menciptakan petani unggul demi mencapai ketahanan pangan. Hal ini
menggarisbawahi bahwa pendidikan adalah fondasi utama dalam
membangun kapasitas SDM pertanian.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bidang pertanian memiliki
posisi unik dalam ekosistem pendidikan pertanian Indonesia. Sebagai
jenjang pendidikan yang paling dekat dengan praktik lapangan, SMK
pertanian berperan dalam menyiapkan tenaga teknis yang terampil dan
siap kerja. Data dari Direktorat Pembinaan SMK Kementerian
Pendidikan (2023) menunjukkan bahwa terdapat 847 SMK dengan
program keahlian pertanian yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan
total siswa mencapai 186.742 orang. Namun, tingkat serapan lulusan
SMK pertanian di sektor pertanian hanya mencapai 34%, sementara
sisanya memilih bekerja di sektor nonpertanian atau melanjutkan
pendidikan. Fenomena rendahnya serapan lulusan SMK pertanian di
sektor pertanian mencerminkan adanya ketidakselarasan antara output
pendidikan dengan kebutuhan industri. Penelitian yang dipublikasikan
dalam Jurnal Pendidikan Vokasi Universitas Negeri Yogyakarta (2023)
mengidentifikasi beberapa faktor penyebab, antara lain kurikulum yang
belum sepenuhnya mengadopsi teknologi pertanian modern, keterbatasan
fasilitas praktik, dan lemahnya kerjasama dengan dunia usaha dan
industri pertanian. Kondisi ini menuntut reformasi mendasar dalam
penyelenggaraan pendidikan vokasi pertanian.

Politeknik pertanian memiliki peran yang lebih spesifik dalam
menghasilkan tenaga ahli madya yang menguasai teknologi terapan.
Politeknik-politeknik di bawah Kementerian Pertanian, seperti Politeknik
Pembangunan Pertanian Bogor, Politeknik Pertanian Negeri Kupang, dan
politeknik pertanian lainnya, telah menghasilkan ribuan lulusan yang
berkontribusi dalam pembangunan pertanian daerah. Studi yang
dilakukan oleh Pusat Pendidikan Pertanian Kementerian Pertanian (2023)
menunjukkan bahwa 78% lulusan politeknik pertanian bekerja di sektor
yang relevan dengan bidang studinya, dengan tingkat kepuasan pengguna
lulusan mencapai 82%. Namun, tantangan dalam pendidikan pertanian
juga tidak sedikit. Salah satunya adalah relevansi kurikulum dengan
perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar kerja. Banyak institusi
pendidikan pertanian masih menggunakan kurikulum yang cenderung
konvensional, sehingga lulusannya kurang siap menghadapi dinamika
pertanian modern yang semakin mengandalkan teknologi digital dan
praktik berkelanjutan. Selain itu, fasilitas praktik dan laboratorium yang
kurang memadai juga menjadi kendala dalam menghasilkan lulusan yang
memiliki keterampilan praktis yang mumpuni. Kesenjangan antara teori
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dan praktik ini perlu segera diatasi agar pendidikan pertanian dapat
menghasilkan SDM yang benar-benar siap terjun ke lapangan.

Data dan fakta terkini dari jurnal ilmiah Indonesia menunjukkan
bahwa upaya peningkatan kualitas pendidikan pertanian terus dilakukan.
Misalnya, banyak perguruan tinggi pertanian mulai mengintegrasikan
konsep smart farming, pertanian presisi, dan agribisnis digital ke dalam
kurikulum mereka. Program magang dan kerja sama dengan industri
pertanian juga diperbanyak untuk memberikan pengalaman praktis
kepada mahasiswa. Selain itu, penelitian dan pengembangan di bidang
pertanian juga terus digalakkan di lingkungan kampus, yang diharapkan
dapat menghasilkan inovasi-inovasi baru yang bermanfaat bagi petani
dan industri pertanian secara keseluruhan. Meskipun demikian, masih
diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa pendidikan
pertanian dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk petani
di pedesaan, melalui program-program penyuluhan dan pelatihan yang
berkelanjutan.

Analisis  kritis menunjukkan bahwa kontribusi pendidikan
pertanian terhadap ketahanan pangan nasional tidak hanya terbatas pada
peningkatan produksi, tetapi juga pada pengembangan kewirausahaan di
sektor pertanian. Lulusan pendidikan pertanian diharapkan tidak hanya
menjadi pekerja, tetapi juga pencipta lapangan kerja melalui
pengembangan usaha agribisnis. Dengan bekal pengetahuan dan
keterampilan yang memadai, mereka dapat mengidentifikasi peluang
pasar, mengembangkan produk produk inovatif, serta membangun
jaringan bisnis yang kuat. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk
mendorong lahirnya petani-petani milenial yang tidak hanya menguasai
teknologi, tetapi juga memiliki jiwa kewirausahaan.

Studi kasus keberhasilan pendidikan pertanian dapat dilihat dari
berbagai inisiatif yang dilakukan oleh kampus-kampus pertanian
terkemuka di Indonesia, seperti Institut Pertanian Bogor (IPB),
Universitas Gadjah Mada (UGM), atau Universitas Padjadjaran (Unpad).
Banyak dari kampus-kampus ini memiliki programprogram unggulan
yang berfokus pada pengembangan SDM pertanian, seperti program
studi agroteknologi, agribisnis, teknologi hasil pertanian, dan lain-lain.
Mereka juga aktif dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat
melalui programprogram pemberdayaan petani, penyuluhan, dan transfer
teknologi. Contohnya, IPB dengan program Teaching Factory atau UGM
dengan program KKN Tematik Pertanian, yang secara langsung
melibatkan mahasiswa dalam memecahkan masalahmasalah pertanian di
lapangan dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat petani.
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Tantangan yang dihadapi pendidikan pertanian saat ini cukup
kompleks. Pertama, minat generasi muda yang rendah untuk menekuni
bidang pertanian. Kedua, keterbatasan anggaran pendidikan yang
berdampak pada kualitas fasilitas dan program. Ketiga, kesenjangan
antara teori yang diajarkan dengan praktik di lapangan. Keempat, belum
optimalnya pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan strategi komprehensif
yang melibatkan semua stakeholder. Pemerintah perlu meningkatkan
alokasi anggaran untuk pendidikan pertanian, terutama untuk pengadaan
fasilitas dan peningkatan kualitas SDM pengajar. Institusi pendidikan
perlu memperkuat kerjasama dengan industri dan mengadopsi teknologi
digital dalam proses pembelajaran. Sementara itu, dunia usaha perlu
lebih aktif dalam memberikan kesempatan magang dan beasiswa bagi
mahasiswa pertanian.

Secara keseluruhan, pendidikan pertanian merupakan pilar
penting dalam membangun ketahanan pangan nasional. Dengan terus
meningkatkan kualitas kurikulum, fasilitas, dan relevansi dengan
kebutuhan industri, institusi pendidikan pertanian dapat mencetak SDM
unggul yang tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi,
tetapi juga memiliki jiwa kewirausahaan dan kepedulian terhadap
keberlanjutan sektor pertanian. Kolaborasi antara pemerintah, institusi
pendidikan, industri, dan masyarakat petani menjadi kunci untuk
memastikan bahwa pendidikan pertanian dapat memberikan kontribusi
maksimal bagi ketahanan pangan dan kesejahteraan petani di Indonesia.

D. PERAN PERAN SDM DALAM DIVERSIFIKASI PRODUK
SDA

Diversifikasi produk sumber daya alam (SDA), khususnya di
sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan, merupakan strategi esensial
untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan ketahanan ekonomi di
tingkat lokal maupun nasional. Dalam konteks ini, peran sumber daya
manusia (SDM) menjadi sangat krusial. SDM yang adaptif dan kreatif
adalah kunci utama dalam mengidentifikasi peluang diversifikasi,
mengembangkan inovasi produk, serta mengelola proses produksi dan
pemasaran secara efektif. Tanpa SDM yang memiliki kapasitas untuk
beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi, upaya diversifikasi
akan sulit mencapai hasil yang optimal. Secara teoritis, diversifikasi
produk merujuk pada pengembangan berbagai jenis produk dari satu atau
beberapa bahan baku utama, atau perluasan lini produk untuk memenuhi
kebutuhan pasar yang berbeda. Tujuannya adalah untuk mengurangi
risiko ketergantungan pada satu jenis komoditas, meningkatkan
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pendapatan petani/nelayan/ masyarakat hutan, serta menciptakan peluang
ekonomi baru. Diversifikasi tidak hanya berarti menghasilkan varietas
tanaman atau jenis ikan yang berbeda, tetapi juga mencakup pengolahan
hasil primer menjadi produk olahan dengan nilai jual lebih tinggi,
pengembangan agrowisata, atau pemanfaatan limbah pertanian menjadi
produk bernilai ekonomi. Misalnya, dari kelapa sawit tidak hanya
dihasilkan minyak mentah, tetapi juga produk turunan seperti biodiesel,
kosmetik, atau pakan ternak. Demikian pula, dari hasil perikanan dapat
dikembangkan produk olahan seperti abon ikan, kerupuk ikan, atau
surimi.

Konsep diversifikasi produk SDA mengacu pada pengembangan
berbagai produk turunan dari bahan baku primer hasil pertanian,
perikanan, dan kehutanan. Diversifikasi ini dapat berupa pengolahan
sederhana hingga kompleks, mulai dari produk pangan olahan, produk
farmasi dan kosmetik berbahan alami, hingga produk industri kreatif.
Penelitian yang dipublikasikan dalam Jurnal Teknologi Industri Pertanian
IPB (2023) menunjukkan bahwa diversifikasi produk dapat
meningkatkan nilai tambah hingga 300-500% dibanding penjualan bahan
baku mentah. SDM yang adaptif dalam konteks diversifikasi produk
SDA adalah individu yang memiliki kemampuan untuk menyesuaikan
diri dengan perubahan teknologi, tren pasar, dan regulasi yang dinamis.
Mereka tidak hanya menguasai teknis produksi, tetapi juga memahami
aspek pemasaran, manajemen kualitas, dan pengembangan produk.
Karakteristik ini sangat penting mengingat industri pengolahan hasil
SDA mengalami evolusi yang sangat cepat, didorong oleh perubahan
preferensi konsumen dan perkembangan teknologi. Kreativitas SDM
menjadi faktor kunci dalam mengidentifikasi peluang diversifikasi yang
belum tergarap. Contohnya, pengembangan produk kosmetik berbahan
dasar ekstrak tanaman lokal seperti bengkoang, kunyit, dan lidah buaya.
Industri ini berkembang pesat karena adanya SDM kreatif yang mampu
melihat potensi tanaman tradisional untuk aplikasi modern. Studi kasus
yang dilakukan oleh Universitas Padjadjaran dalam Jurnal Farmasi
Indonesia (2023) menunjukkan bahwa produk kosmetik berbahan alami
lokal memiliki potensi pasar yang besar, dengan tingkat pertumbuhan 15-
20% per tahun.

Data dan fakta terkini dari jurnal ilmiah Indonesia menunjukkan
bahwa diversifikasi produk telah menjadi fokus penelitian dan
pengembangan. Banyak studi mengkaji potensi diversifikasi di berbagai
daerah, seperti pengembangan produk olahan kopi, kakao, rempah-
rempah, atau hasil laut. Misalnya, penelitian oleh Ilmi (2021) dalam
jurnalnya “Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebagai Sektor Basis”
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menyoroti bagaimana peran sektor-sektor ini, termasuk melalui
diversifikasi, berkontribusi pada perekonomian. Namun, keberhasilan
diversifikasi sangat bergantung pada kualitas SDM yang terlibat. SDM
yang adaptif berarti mereka mampu mempelajari keterampilan baru,
menguasai teknologi pengolahan, dan memahami dinamika pasar. SDM
yang kreatif berarti mereka mampu berpikir di luar kebiasaan,
menciptakan produk-produk inovatif, dan menemukan solusi atas
tantangan yang muncul dalam proses diversifikasi.

Analisis kritis menunjukkan bahwa di Indonesia, meskipun
potensi SDA sangat melimpah, diversifikasi produk masih menghadapi
berbagai kendala. Salah satunya adalah keterbatasan SDM yang memiliki
kapasitas manajerial dan kewirausahaan. Banyak petani atau nelayan
masih berorientasi pada produksi primer dan belum memiliki
pengetahuan atau keterampilan yang cukup dalam pengolahan,
pemasaran, atau manajemen bisnis. Selain itu, akses terhadap informasi
pasar, teknologi pengolahan yang tepat, serta permodalan juga menjadi
tantangan. Oleh karena itu, program-program peningkatan kapasitas
SDM, seperti pelatihan teknis, pendampingan kewirausahaan, dan
fasilitasi akses pasar, menjadi sangat penting untuk mendukung upaya
diversifikasi produk SDA. Studi kasus yang relevan dapat ditemukan di
beberapa daerah yang berhasil mengembangkan produk diversifikasi.
Misalnya, di sentra produksi kopi, banyak kelompok tani yang berhasil
mengolah biji kopi menjadi kopi bubuk dengan berbagai varian rasa,
kopi instan, atau bahkan produk turunan seperti sabun kopi. Di sektor
perikanan, beberapa komunitas nelayan telah berhasil mengembangkan
produk olahan ikan bernilai tinggi yang dipasarkan secara luas.
Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran SDM lokal yang proaktif dalam
mencari informasi, belajar keterampilan baru, dan berkolaborasi dengan
pihak lain, seperti akademisi, pemerintah, atau swasta. Mereka tidak
hanya menjadi produsen, tetapi juga inovator dan pelaku bisnis yang
mampu melihat peluang di luar komoditas mentah. Secara keseluruhan,
diversifikasi produk SDA merupakan strategi penting untuk
meningkatkan nilai tambah dan ketahanan ekonomi. Namun,
keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada ketersediaan dan
kualitas SDM yang adaptif dan kreatif. Investasi dalam pengembangan
kapasitas SDM, melalui pendidikan, pelatihan, dan pendampingan,
adalah kunci untuk membuka potensi penuh dari kekayaan SDA
Indonesia dan memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan secara
luas oleh masyarakat.
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E. PETANI SEBAGAI SUBJEK EKONOMI, BUKAN OBJEK

Perubahan paradigma petani dari sekadar objek pembangunan
menjadi subjek ekonomi yang berdaya merupakan keniscayaan dalam
mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat pertanian. Selama ini, petani seringkali
ditempatkan sebagai penerima program atau bantuan, tanpa secara penuh
diakui sebagai pelaku utama yang memiliki potensi besar dalam
menggerakkan roda perekonomian. Paradigma baru ini menempatkan
petani sebagai aktor sentral yang memiliki otonomi, kemampuan
berinovasi, dan kapasitas untuk mengembangkan usaha berbasis
koperasi, teknologi, dan kewirausahaan. Secara teoritis, konsep petani
sebagai subjek ekonomi mengacu pada pemberdayaan petani agar
mampu mengambil keputusan strategis dalam usaha taninya, mengelola
sumber daya secara efisien, mengakses pasar secara langsung, dan
berpartisipasi aktif dalam rantai nilai pertanian. Ini berarti petani tidak
hanya fokus pada aspek produksi, tetapi juga pada aspek pascapanen,
pengolahan, pemasaran, dan manajemen keuangan. Pendekatan ini
mendorong petani untuk berpikir layaknya seorang pengusaha, yang
senantiasa mencari peluang, mengelola risiko, dan berorientasi pada
keuntungan yang berkelanjutan. Koperasi pertanian, adopsi teknologi,
dan pengembangan jiwa kewirausahaan menjadi pilar utama dalam
mewujudkan paradigma ini.

Konsep petani sebagai subjek ekonomi mengacu pada
pemahaman bahwa petani adalah aktor ekonomi rasional yang mampu
membuat keputusan bisnis yang tepat, mengakses informasi pasar, dan
mengembangkan strategi usaha yang menguntungkan. Hal ini berbeda
dengan pandangan tradisional yang menempatkan petani sebagai
penerima pasif dari program-program pembangunan atau subsidi
pemerintah. Perubahan paradigma ini didukung oleh penelitian yang
dipublikasikan dalam Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia
(2023), yang menunjukkan bahwa petani yang diberdayakan sebagai
subjek ekonomi memiliki produktivitas 45% lebih tinggi dibanding
petani yang hanya menjadi objek program pembangunan.

Koperasi pertanian memiliki peran strategis dalam mewujudkan
petani sebagai subjek ekonomi. Melalui koperasi, petani dapat mengatasi
keterbatasan skala usaha, mengakses input produksi dengan harga yang
lebih kompetitif, dan memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam
pemasaran hasil. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM (2023)
menunjukkan bahwa petani anggota koperasi memiliki pendapatan
ratarata 32% lebih tinggi dibanding petani individual. Koperasi juga
menjadi wadah pembelajaran kolektif dimana petani dapat saling berbagi

Ekonomi Sumber Daya Manusia; Strategi Ekonomi untuk Pembangunan Berkelanjutan | 101




pengalaman dan pengetahuan. Model koperasi yang sukses seperti
Koperasi Mitra Tani di Jawa Tengah dan Koperasi Simantri di Bali
menunjukkan bagaimana organisasi petani dapat menjadi kekuatan
ekonomi yang signifikan. Koperasi-koperasi ini tidak hanya mengelola
kegiatan produksi, tetapi juga mengembangkan unit usaha pengolahan
dan pemasaran yang terintegrasi. Penelitian dari Institut Pertanian Bogor
dalam Jurnal Manajemen Koperasi Agribisnis (2023) menunjukkan
bahwa koperasi petani yang menerapkan manajemen profesional mampu
meningkatkan omzet hingga 200% dalam kurun waktu tiga tahun.

Adopsi teknologi menjadi katalisator penting dalam transformasi
petani menjadi subjek ekonomi. Teknologi tidak hanya meningkatkan
efisiensi produksi, tetapi juga memberikan akses informasi yang
memungkinkan petani membuat keputusan yang lebih baik. Platform
digital seperti aplikasi cuaca, sistem monitoring harga komoditas, dan
marketplace online memberikan petani akses informasi yang setara
dengan pelaku bisnis modern lainnya. Studi yang dilakukan oleh
Universitas Gadjah Mada dalam Jurnal Informatika Pertanian (2023)
menunjukkan bahwa petani yang menggunakan teknologi digital
memiliki tingkat keuntungan 28% lebih tinggi dibanding petani
konvensional. Smartphone dan internet telah mengubah cara petani
mengakses informasi dan berinteraksi dengan pasar. Melalui aplikasi
mobile, petani dapat memantau harga komoditas real-time, mengakses
prakiraan cuaca, berkonsultasi dengan ahli pertanian, dan bahkan
menjual produk langsung ke konsumen. Fenomena ini menciptakan
petani-petani digital yang lebih mandiri dan responsif terhadap dinamika
pasar.

Kewirausahaan pertanian (agripreneurship) menjadi dimensi
penting dalam memposisikan petani sebagai subjek ekonomi. Petani-
petani muda mulai mengembangkan usaha tani dengan pendekatan bisnis
yang lebih terstruktur, mulai dari perencanaan bisnis, analisis pasar,
hingga strategi pemasaran. Mereka tidak hanya fokus pada produksi,
tetapi juga mengembangkan nilai tambah melalui pengolahan dan
branding produk. Contohnya, petani muda di Subang yang
mengembangkan beras organik dengan kemasan premium dan
memasarkannya melalui e-commerce. Program inkubator bisnis
pertanian yang dijalankan oleh berbagai institusi telah menghasilkan
banyak success story petani-entrepreneur. Program ini tidak hanya
memberikan pelatihan teknis, tetapi juga pendampingan dalam aspek
manajemen bisnis, akses modal, dan pengembangan jaringan pasar.
Penelitian dari Jurnal Kewirausahaan Pertanian Universitas Brawijaya
(2023) menunjukkan bahwa 72% peserta program inkubator berhasil
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mengembangkan usaha mandiri dengan omzet di atas rata-rata petani
konvensional. Akses terhadap pembiayaan menjadi faktor kritis dalam
memberdayakan petani sebagai subjek ekonomi. Sistem pembiayaan
tradisional yang mengandalkan agunan fisik seringkali tidak dapat
diakses oleh petani kecil. Inovasi dalam financial technology (fintech)
pertanian mulai memberikan solusi alternatif. Sistem credit scoring
berbasis data produksi, cuaca, dan riwayat transaksi memungkinkan
petani mengakses kredit tanpa agunan konvensional. Beberapa platform
fintech pertanian seperti TaniHub, CROWDE, dan platform lainnya telah
membuktikan bahwa petani dapat menjadi nasabah yang bankable ketika
didukung dengan data dan sistem yang tepat. Model peer-to-peer lending
khusus petani juga mulai berkembang, memungkinkan petani mengakses
modal dari investor yang percaya pada potensi sektor pertanian.

Koperasi pertanian memiliki peran vital sebagai wadah bagi
petani untuk bersatu, meningkatkan skala ekonomi, dan memperkuat
posisi tawar mereka di pasar. Melalui koperasi, petani dapat melakukan
pembelian input secara kolektif, mengakses permodalan dengan lebih
mudah, melakukan pengolahan hasil pertanian, serta memasarkan produk
secara bersama-sama. Hal ini dapat mengurangi biaya produksi,
meningkatkan efisiensi, dan memberikan nilai tambah bagi produk
pertanian. Jurnal jurnal ilmiah di Indonesia banyak mengkaji peran
koperasi dalam mensejahterakan petani. Misalnya, Hasan (2016) dalam
penelitiannya tentang analisis kinerja koperasi pertanian, menyoroti
bagaimana koperasi membantu petani dalam pasokan input, prosesing,
dan pemasaran. Dengan demikian, koperasi bukan hanya entitas sosial,
tetapi juga entitas ekonomi yang memberdayakan petani.

Adopsi teknologi juga menjadi faktor kunci dalam transformasi
petani menjadi subjek ekonomi. Teknologi tidak hanya meningkatkan
produktivitas dan efisiensi, tetapi juga membuka peluang baru bagi
petani untuk berinovasi dan mengakses pasar yang lebih luas.
Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, seperti aplikasi
pertanian, platform e-commerce, atau media sosial, memungkinkan
petani untuk mendapatkan informasi pasar, mengelola usaha tani secara
lebih efektif, dan memasarkan produk secara langsung kepada
konsumen. Hal ini memangkas rantai pasok yang panjang dan
memberikan keuntungan yang lebih besar kepada petani. Penelitian oleh
Prayoga et al. (2024) menunjukkan bahwa teknologi inovasi pertanian
dapat meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan petani.

Aspek kewirausahaan juga sangat penting dalam mendorong
petani menjadi subjek ekonomi. Kewirausahaan di sektor pertanian
berarti petani memiliki inisiatif untuk menciptakan nilai baru,
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mengidentifikasi peluang bisnis, mengambil risiko yang terukur, dan
berinovasi dalam produk maupun proses. Ini mencakup pengembangan
produk olahan, diversifikasi usaha, atau penciptaan model bisnis baru
yang lebih efisien dan menguntungkan. Program-program pelatihan
kewirausahaan bagi petani, khususnya petani milenial, menjadi sangat
relevan untuk menumbuhkan jiwa wirausaha ini. Dengan jiwa
kewirausahaan, petani tidak lagi hanya menunggu instruksi atau bantuan,
tetapi aktif mencari solusi dan menciptakan peluang bagi diri mereka
sendiri dan komunitasnya. Analisis kritis menunjukkan bahwa meskipun
potensi transformasi petani menjadi subjek ekonomi sangat besar, masih
ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah
perubahan pola pikir yang masih cenderung paternalistik, di mana petani
masih sangat bergantung pada pemerintah atau pihak lain. Selain itu,
akses terhadap permodalan, teknologi, dan informasi yang masih terbatas
di beberapa daerah juga menjadi kendala. Diperlukan upaya kolaboratif
antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat sipil untuk
menciptakan ekosistem yang kondusif bagi petani untuk berkembang
sebagai subjek ekonomi.

Studi kasus yang menginspirasi dapat ditemukan pada kelompok-
kelompok petani yang berhasil membangun koperasi atau usaha bersama
berbasis teknologi dan kewirausahaan. Misalnya, beberapa koperasi
petani di Jawa Timur atau Bali telah berhasil mengembangkan produk
olahan pertanian yang berkualitas tinggi dan menembus pasar modern.
Mereka tidak hanya mengandalkan hasil panen mentah, tetapi juga
mengolahnya menjadi produk bernilai tambah seperti keripik buah, kopi
kemasan, atau produk olahan susu. Keberhasilan ini tidak terlepas dari
peran aktif anggota koperasi dalam mengambil keputusan, mengadopsi
teknologi, dan mengembangkan strategi pemasaran yang inovatif. Petani-
petani ini menjadi bukti nyata bahwa dengan dukungan yang tepat dan
semangat kewirausahaan, petani dapat bertransformasi dari objek
menjadi subjek ekonomi yang mandiri dan berdaya. Untuk mengatasi
tantangan tersebut, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan
terintegrasi. Program pelatihan dan pendampingan yang disesuaikan
dengan kebutuhan spesifik setiap daerah perlu dikembangkan. Akses
terhadap teknologi dan informasi harus dipermudah melalui pusat-pusat
layanan teknologi di tingkat kecamatan atau kabupaten. Skema
pembiayaan yang fleksibel dan mudah diakses juga menjadi kunci untuk
mendorong investasi dalam diversifikasi produk. Kolaborasi antara
pemerintah, perguruan tinggi, dan sektor swasta dalam mengembangkan
ekosistem diversifikasi produk SDA juga sangat penting. Pemerintah
dapat berperan dalam menyediakan infrastruktur dan regulasi yang
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mendukung, perguruan tinggi dalam penelitian dan pengembangan
teknologi, sementara sektor swasta dalam penyediaan modal dan akses
pasar.

F. STUDI KASUS: KETAHANAN PANGAN DAN KUALITAS
SDM PETANI MILENIAL

Fenomena petani milenial di Indonesia menjadi sorotan utama
dalam upaya meregenerasi sektor pertanian dan menjamin ketahanan
pangan nasional di masa depan. Petani milenial adalah generasi muda
yang memilih untuk berkecimpung di sektor pertanian, seringkali dengan
pendekatan yang inovatif, adaptif, dan berbasis teknologi. Mereka bukan
hanya sekadar penerus tradisi, tetapi juga agen perubahan yang
membawa semangat baru dan modernisasi ke lahan-lahan pertanian.
Keberadaan mereka menjadi sangat vital mengingat krisis regenerasi
petani yang didominasi oleh usia lanjut, sebagaimana telah dibahas
sebelumnya. Studi kasus mengenai petani milenial yang sukses dapat
memberikan gambaran konkret tentang bagaimana kualitas SDM muda
ini berkontribusi pada ketahanan pangan dan menjadi role model bagi
generasi selanjutnya. Fenomena munculnya petani milenial di Indonesia
memberikan harapan baru bagi masa depan ketahanan pangan nasional.
Generasi yang lahir antara tahun 1981-1996 ini membawa perspektif,
teknologi, dan pendekatan bisnis yang berbeda dalam mengelola usaha
pertanian. Studi kasus berikut akan mengeksplorasi success story
beberapa petani milenial yang telah menjadi role model dalam regenerasi
petani dan kontribusinya terhadap ketahanan pangan.

Salah satu contoh inspiratif datang dari Kalimantan Selatan, di
mana program Youth Entrepreneurship and Employment Support
Services (YESS) yang diinisiasi oleh Kementerian Pertanian bersama
International Fund for Agricultural Development (IFAD) telah berhasil
mencetak petani-petani milenial yang berdaya. Sebuah kajian yang
dilakukan oleh Sudirwo dan Permana (2023) dalam Jurnal Triton
menganalisis pendapatan usaha petani milenial yang mengikuti program
YESS di Kalimantan Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
pemberian bantuan modal berupa dana Hibah Kompetitif, pelatihan, dan
pendampingan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap
peningkatan pendapatan usaha petani milenial [10]. Secara spesifik,
pendapatan usaha petani milenial setelah mendapatkan bantuan modal,
pelatihan, dan pendampingan naik sebesar 88,33% [10]. Angka ini bukan
sekadar statistik, melainkan cerminan nyata dari potensi besar yang
dimiliki petani milenial ketika diberikan dukungan yang tepat.
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Analisis kritis terhadap studi kasus ini menunjukkan beberapa
poin penting. Pertama, keberhasilan petani milenial tidak hanya
ditentukan oleh minat atau semangat semata, tetapi juga oleh dukungan
ekosistem yang kondusif. Program YESS, dengan pendekatan holistiknya
yang mencakup permodalan, pelatihan, dan pendampingan, terbukti
efektif dalam memberdayakan petani milenial. Ini menggarisbawahi
pentingnya peran pemerintah dan lembaga terkait dalam menciptakan
lingkungan yang memungkinkan generasi muda untuk berkembang di
sektor pertanian. Kedua, petani milenial yang sukses seringkali memiliki
karakteristik adaptif dan inovatif. Mereka tidak takut untuk mencoba
teknologi  baru, mengadopsi praktik pertanian modern, dan
mengembangkan model bisnis yang berbeda dari cara-cara konvensional.
Mereka melihat pertanian bukan hanya sebagai mata pencarian, tetapi
sebagai peluang bisnis yang menjanjikan. Ketiga, studi kasus ini juga
menyoroti pentingnya aspek kewirausahaan. Petani milenial yang
berhasil tidak hanya fokus pada produksi, tetapi juga pada aspek
manajemen, pemasaran, dan pengembangan produk. Mereka mampu
mengidentifikasi celah pasar, menciptakan nilai tambah pada produk
pertanian, dan membangun jaringan distribusi yang efektif. Hal ini
sejalan dengan paradigma petani sebagai subjek ekonomi, di mana petani
tidak lagi hanya menjadi produsen bahan mentah, tetapi juga pelaku
bisnis yang mengelola seluruh rantai nilai. Keberhasilan mereka dalam
meningkatkan pendapatan menunjukkan bahwa pertanian dapat menjadi
profesi yang menguntungkan dan menarik bagi generasi muda.

Selain Kalimantan Selatan, banyak daerah lain di Indonesia juga
memiliki kisah sukses petani milenial. Di Jawa Barat, misalnya, banyak
petani milenial yang berhasil mengembangkan pertanian organik,
hidroponik, atau agrowisata yang menarik minat wisatawan. Mereka
memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk memasarkan
produk mereka dan membangun brand image yang kuat. Di Sulawesi,
beberapa petani milenial telah berhasil mengintegrasikan teknologi
informasi dalam pengelolaan perkebunan kakao atau kopi, sehingga
meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Kisah-kisah ini menjadi
bukti bahwa regenerasi petani bukan hanya mimpi, melainkan sebuah
realitas yang sedang terjadi di berbagai pelosok Indonesia. Petani
milenial yang sukses ini tidak hanya menjadi contoh bagi rekan-rekan
sebayanya, tetapi juga bagi petani-petani senior. Mereka menunjukkan
bahwa pertanian dapat menjadi profesi yang modern, menguntungkan,
dan berkelanjutan. Dengan semangat inovasi, adaptasi terhadap
teknologi, dan jiwa kewirausahaan, petani milenial memiliki potensi
besar untuk menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional di masa
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depan. Oleh karena itu, dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak, baik
pemerintah, swasta, akademisi, maupun masyarakat, sangat diperlukan
untuk terus mendorong lahirnya lebih banyak petani milenial yang sukses
dan inspiratif di seluruh Indonesia.

Bab ini menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak bisa
dilepaskan dari kualitas sumber daya manusia (SDM) pertanian yang
adaptif, inovatif, dan berdaya saing. Indonesia menghadapi krisis
regenerasi petani, di mana mayoritas pelaku sektor pertanian berusia
lanjut dengan tingkat pendidikan rendah, serta minimnya minat generasi
muda terhadap profesi ini. Tantangan ini diperparah dengan keterbatasan
akses terhadap teknologi, modal, dan lahan. Namun, peluang terbuka
lebar melalui penerapan teknologi pertanian modern (smart farming),
penguatan pendidikan vokasi dan tinggi pertanian, serta penciptaan
ekosistem yang mendukung petani muda. Pendidikan pertanian yang
relevan dan responsif terhadap kebutuhan industri, ditambah dukungan
kebijakan yang inklusif, diyakini mampu mencetak petani-petani
milenial sebagai agen transformasi pertanian berkelanjutan.

Diversifikasi produk sumber daya alam (SDA), peran koperasi,
adopsi teknologi, serta agripreneurship menjadi strategi penting untuk
memperkuat posisi petani sebagai subjek ekonomi, bukan lagi sebagai
objek bantuan. Studi kasus keberhasilan petani milenial di berbagai
wilayah menunjukkan bahwa dengan dukungan yang tepat, sektor
pertanian bisa menjadi bidang yang modern, menarik, dan
menguntungkan. Keseluruhan bab ini mendorong transformasi pertanian
Indonesia dari tradisional menuju berbasis teknologi dan inovasi, dengan
SDM sebagai fondasi utama. Masa depan ketahanan pangan Indonesia
akan sangat bergantung pada keberhasilan regenerasi petani dan
penguatan pendidikan pertanian di tengah tantangan perubahan iklim dan
globalisasi ekonomi.
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BAB 7

GREEN ECONOMY DAN PEKERJAAN BERBASIS
LINGKUNGAN

Di tengah ancaman krisis pangan global dan dampak perubahan
iklim yang semakin nyata, Indonesia berdiri di persimpangan jalan yang
menentukan. Bagaimana sebuah negara agraris dengan kekayaan alam
melimpah dapat memastikan setiap warganya memiliki akses terhadap
pangan yang cukup dan bergizi, sekaligus menjaga kelestarian
lingkungan untuk generasi mendatang? Pertanyaan ini tidak lagi retoris,
melainkan sebuah urgensi yang memerlukan jawaban konkret. Laporan
FAO (2023) memproyeksikan bahwa pada 2050, dunia perlu
memproduksi 60% lebih banyak pangan untuk memenuhi kebutuhan
populasi global. Namun, di saat yang sama, degradasi lahan pertanian,
kenaikan suhu, dan ketidakstabilan ekosistem mengancam kapasitas
produksi pangan kita. Indonesia, dengan 270 juta penduduk dan
posisinya sebagai salah satu penghasil komoditas pertanian dan
perikanan terbesar dunia, tidak bisa mengabaikan tantangan ini.

Salah satu tantangan terbesar yang sering luput dari
perbincangan adalah krisis sumber daya manusia (SDM) di sektor
pertanian dan perikanan. Data BPS (2023) menunjukkan bahwa 62%
petani Indonesia berusia di atas 45 tahun, dengan hanya 8% generasi
muda yang tertarik bekerja di sektor pertanian. Fenomena serupa terjadi
di sektor perikanan, di mana nelayan tradisional semakin berkurang
karena rendahnya pendapatan dan minimnya regenerasi. Penelitian yang
dilakukan oleh Tim Peneliti IPB (2022) dalam Jurnal Agro Ekonomi
mengungkapkan bahwa literasi teknologi di kalangan petani dan nelayan
masih sangat rendah—hanya 23% yang mampu mengakses informasi
pertanian presisi atau praktik budidaya berkelanjutan. Padahal, di era di
mana teknologi dan keberlanjutan menjadi kunci, ketimpangan kapasitas
SDM ini berpotensi memperlebar jurang ketahanan pangan. Isu ini tidak
bisa dipisahkan dari agenda pembangunan nasional dan Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Pilar keberlanjutan dan keadilan
sosial menuntut kita untuk tidak hanya memikirkan produksi pangan hari
ini, tetapi juga bagaimana sistem pangan kita dapat memberdayakan
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petani kecil, melestarikan ekosistem, dan memastikan akses yang adil
bagi seluruh masyarakat.

Indonesia telah berkomitmen pada SDGs dan Perjanjian Paris
untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada 2030.
Namun, tanpa transformasi mendasar di sektor pertanian dan
perikanan—yang menyumbang 14% dari total emisi nasional—target ini
sulit tercapai. Di sinilah konsep green economy atau ekonomi hijau
muncul sebagai solusi integratif.

Ekonomi hijau bukan sekadar wacana lingkungan, melainkan
peluang nyata untuk menciptakan lapangan kerja baru yang
berkelanjutan. Menurut penelitian Suryadi dkk. dari Universitas Gadjah
Mada (2021), transisi menuju ekonomi hijau di Indonesia berpotensi
menciptakan 4,4 juta green jobs pada 2030, mulai dari agroteknologi,
energi terbarukan, hingga ekowisata berbasis komunitas. Contoh nyata
sudah terlihat di beberapa wilayah: petani muda di Jawa Barat yang
beralih ke pertanian organik mengalami peningkatan pendapatan hingga
40%, sementara nelayan di Bali yang mengadopsi praktik perikanan
berkelanjutan berhasil menjual hasil tangkapan dengan harga premium.
Ekonomi hijau, dengan demikian, bukan hanya tentang menyelamatkan
lingkungan, tetapi juga tentang membangun masa depan di mana
kesejahteraan manusia dan kelestarian alam berjalan beriringan.

Buku ini hadir untuk menjawab kesenjangan literatur yang
selama ini memisahkan diskusi tentang ketahanan pangan, SDM
pertanian, dan ekonomi hijau. Padahal, ketiganya saling terkait erat.
Regenerasi petani muda, misalnya, hanya akan terjadi jika sektor
pertanian menawarkan insentif ekonomi hijau yang menarik. Di sisi lain,
ketahanan pangan jangka panjang mustahil dicapai tanpa praktik
pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim. Sayangnya, belum
banyak karya akademis yang menyatukan ketiga elemen ini dalam satu
kerangka analisis yang utuh. Studi terbaru oleh Soekarno dan Widiastuti
(2023) dalam Jurnal Ekonomi Lingkungan Indonesia menyoroti perlunya
pendekatan holistik yang menggabungkan kebijakan pangan, pelatihan
SDM, dan insentif ekonomi hijau—persis seperti yang coba dihadirkan
dalam buku ini. Secara garis besar, buku ini terbagi dalam dua bagian
utama. Bab 6 akan mengupas tuntas tantangan SDM pertanian dan
perikanan dalam membangun ketahanan pangan, termasuk analisis
kebijakan pelatihan vokasi, peran teknologi, dan strategi regenerasi
petani muda. Sementara itu, Bab 7 mendalami peluang green jobs dan
ekonomi berbasis lingkungan, dengan studi kasus dari berbagai wilayah
di Indonesia yang telah berhasil mengintegrasikan prinsip keberlanjutan
ke dalam mata pencaharian masyarakat.
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Kami berharap buku ini dapat menjadi panduan bagi mahasiswa,
akademisi, pembuat kebijakan, dan praktisi yang berkecimpung dalam
pembangunan berkelanjutan. Bagi mahasiswa dan peneliti, buku ini
menawarkan perspektif interdisipliner yang menggabungkan ekonomi,
sosiologi pedesaan, dan kebijakan publik. Bagi pemangku kepentingan,
kami menyajikan rekomendasi berbasis data untuk mempercepat transisi
menuju sistem pangan yang inklusif dan berwawasan lingkungan. Yang
terpenting, kami ingin menginspirasi generasi muda untuk melihat sektor
pertanian, perikanan, dan ekonomi hijau bukan sebagai bidang yang
tertinggal, melainkan sebagai lahan inovasi yang menjanjikan bagi masa
depan Indonesia. Pada akhirnya, ketahanan pangan dan ekonomi hijau
adalah dua sisi dari mata uang yang sama— sebuah visi di mana
pembangunan tidak lagi mengorbankan alam, tetapi justru
memperkuatnya. Buku ini adalah undangan untuk berpikir ulang,
bertindak kolektif, dan mewujudkan visi tersebut. Karena hanya dengan
kolaborasi, kita bisa membangun Indonesia yang tak hanya cukup pangan
hari ini, tetapi juga lestari untuk generasi mendatang.

A. TRANSISI KE EKONOMI HIJAU DAN DAMPAKNYA
TERHADAP SUMBER DAYA ALAM

1. Transisi menuju ekonomi hijau

Transisi menuju ekonomi hijau (Green Economy) merupakan
sebuah keniscayaan global yang juga menjadi agenda strategis bagi
Indonesia. Konsep ini tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi,
tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Dalam
konteks Indonesia, transisi ini memiliki implikasi mendalam terhadap
pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah, mulai dari hutan,
laut, hingga keanckaragaman hayati. Pendekatan Green Economy
mengarahkan pada pemanfaatan SDA yang lebih bijaksana, efisien, dan
berkelanjutan, sehingga dapat mendukung pembangunan jangka panjang
tanpa mengorbankan kapasitas lingkungan untuk generasi mendatang.
Indonesia tengah menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan
pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan. Konsep ekonomi
hijau atau green economy muncul sebagai paradigma baru yang
menawarkan  solusi integratif untuk mencapai pembangunan
berkelanjutan. Menurut United Nations Environment Programme
(UNEP), ckonomi hijau didefinisikan sebagai ekonomi yang
meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sambil secara
signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis.

Dalam konteks Indonesia, transisi menuju ekonomi hijau
bukanlah sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak mengingat
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posisi negara sebagai negara kepulauan terbesar dunia dengan kekayaan
sumber daya alam yang melimpah namun rentan terhadap degradasi
lingkungan. Penelitian yang dilakukan oleh Soekarno dan Widiastuti
dalam Jurnal Ekonomi

Lingkungan Indonesia (2023) menunjukkan bahwa Indonesia
berpotensi meningkatkan Produk Domestik Bruto hingga 2,5% melalui
implementasi kebijakan ekonomi hijau yang komprehensif. Pemerintah
Indonesia telah menunjukkan komitmen serius melalui berbagai
kebijakan strategis. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2020-2024 secara eksplisit menempatkan ekonomi hijau
sebagai salah satu prioritas pembangunan. Kebijakan ini diperkuat
dengan peluncuran Green Economy Roadmap yang menargetkan
pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada tahun 2030. Dr.
Bambang Brodjonegoro, dalam penelitiannya yang dipublikasikan di
Jurnal Perencanaan Pembangunan (2022), menegaskan bahwa transisi
ekonomi hijau di Indonesia harus dimulai dari sektor-sektor yang
memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, yakni
pertanian, kehutanan, energi, dan manufaktur. Dampak transisi ekonomi
hijau terhadap pengelolaan sumber daya alam sangat kompleks dan
multidimensional. Sektor kehutanan, yang merupakan salah satu tulang
punggung ckonomi hijau Indonesia, mengalami transformasi
fundamental dalam pendekatan pengelolaannya. Riset yang
dipublikasikan dalam Indonesian Journal of Forestry Research (2023)
oleh Tim Peneliti IPB University menunjukkan bahwa implementasi
prinsipprinsip ekonomi hijau dalam pengelolaan hutan telah berhasil
meningkatkan produktivitas hutan lestari hingga 35% di kawasan
Kalimantan Tengah.

Secara teoritis, transisi ke Green Economy melibatkan perubahan
fundamental dalam pola produksi dan konsumsi, serta dalam kerangka
kebijakan dan investasi. Tujuannya adalah untuk memisahkan
pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan (decoupling). Ini berarti
bahwa pertumbuhan ekonomi tidak lagi harus bergantung pada
eksploitasi SDA yang berlebihan dan pencemaran lingkungan.
Sebaliknya, Green Economy mendorong inovasi teknologi, efisiensi
sumber daya, dan pengembangan sektor-sektor baru yang ramah
lingkungan. Dampaknya terhadap SDA diharapkan positif, yaitu
mengurangi tekanan terhadap ekosistem, memulihkan fungsi lingkungan,
dan meningkatkan nilai ekonomi dari SDA melalui praktik-praktik
berkelanjutan . Kebijakan Indonesia menuju ekonomi hijau telah
diwujudkan dalam berbagai dokumen perencanaan dan regulasi. Salah
satu pilar utamanya adalah komitmen Indonesia terhadap target
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penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dalam Nationally Determined
Contribution (NDC) di bawah Perjanjian Paris. Target ini mendorong
Indonesia untuk beralih dari ekonomi berbasis fosil ke ekonomi rendah
karbon, yang secara langsung berdampak pada pengelolaan SDA.
Misalnya, upaya pengurangan deforestasi dan degradasi hutan, serta
restorasi lahan gambut, merupakan bagian integral dari strategi mitigasi
perubahan iklim yang juga berkontribusi pada konservasi SDA hutan.

Data dan fakta terkini dari jurnal ilmiah Indonesia menunjukkan
bahwa transisi ini sedang berlangsung, meskipun dengan berbagai
tantangan. Jurnal Prestise oleh Aisahet al. (2023) mengulas implementasi
Green Economy di Indonesia, menyoroti upaya pemerintah dalam
mengurangi emisi karbon melalui peningkatan efisiensi produksi dan
pengembangan bahan baku ramah lingkungan. Studi ini mengindikasikan
bahwa ada kesadaran dan upaya nyata untuk mengintegrasikan prinsip-
prinsip hijau dalam kebijakan ekonomi. Namun, analisis kritis
menunjukkan bahwa implementasi di lapangan masih menghadapi
kendala, seperti tumpang tindih regulasi, kurangnya koordinasi
antarlembaga, dan keterbatasan kapasitas SDM di tingkat lokal.

Dampak transisi ini terhadap SDA sangat signifikan. Di sektor
kehutanan, misalnya, pendekatan Green Economy mendorong praktik
pengelolaan hutan lestari, yang tidak hanya menjaga tutupan hutan tetapi
juga meningkatkan nilai ekonomi dari hasil hutan non-kayu dan jasa
lingkungan (misalnya, karbon, air, dan keanekaragaman hayati). Di
sektor kelautan dan perikanan, Green Economy mendorong perikanan
berkelanjutan, pengelolaan pesisir terpadu, dan konservasi ekosistem laut
seperti terumbu karang dan mangrove, yang vital bagi keberlanjutan
sumber daya ikan dan perlindungan garis pantai.

Namun, ftransisi ini juga menimbulkan tantangan.
Ketergantungan pada SDA ekstraktif, seperti pertambangan dan
perkebunan monokultur, masih menjadi bagian besar dari perekonomian
Indonesia. Mengubah model bisnis ini memerlukan investasi besar dalam
teknologi hijau, perubahan perilaku pelaku usaha, dan penegakan hukum
yang kuat. Selain itu, isu keadilan dalam pengelolaan SDA juga menjadi
krusial. Transisi menuju Green Economy harus memastikan bahwa
masyarakat lokal dan adat yang sangat bergantung pada SDA tidak
dirugikan, melainkan diberdayakan untuk menjadi bagian dari solusi.

Studi kasus yang relevan dapat ditemukan pada program-
program perhutanan sosial yang memberikan hak pengelolaan hutan
kepada masyarakat. Program ini tidak hanya berkontribusi pada
konservasi hutan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat
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melalui pemanfaatan hasil hutan non-kayu dan pengembangan
ekowisata. Contoh lain adalah pengembangan desa-desa mandiri energi
yang memanfaatkan potensi energi terbarukan lokal, seperti mikrohidro
atau biomassa, yang mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan
sekaligus memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan SDA energi
mereka.

Secara keseluruhan, transisi ke Green Economy di Indonesia
adalah sebuah perjalanan panjang yang membutuhkan komitmen kuat
dari semua pihak. Dampaknya terhadap SDA sangat potensial untuk
membawa perubahan positif, asalkan didukung oleh kebijakan yang
tepat, investasi yang berkelanjutan, dan partisipasi aktif dari masyarakat.
Dengan demikian, Indonesia dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi
yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus menjaga kelestarian sumber
daya alamnya untuk generasi mendatang.

B. PEKERJAAN HIJAU (GREEN JOBS) DAN KEBUTUHAN
SDM BARU

Konsep pekerjaan hijau atau green jobs telah menjadi paradigma
baru dalam dunia ketenagakerjaan global, termasuk di Indonesia.
International Labour Organization (ILO) mendefinisikan green jobs
sebagai pekerjaan yang berkontribusi pada pelestarian atau restorasi
lingkungan, baik dalam sektor tradisional seperti manufaktur dan
konstruksi, maupun dalam sektor ekonomi hijau yang baru berkembang
seperti energi terbarukan dan efisiensi energi. Dalam konteks Indonesia,
definisi ini diperluas untuk mencakup pekerjaan yang mendukung
transisi menuju ekonomi rendah karbon dan berkelanjutan. Potensi
pengembangan green jobs di Indonesia sangat besar mengingat kekayaan
sumber daya alam dan komitmen pemerintah terhadap pembangunan
berkelanjutan. Riset yang dilakukan oleh Pusat Penelitian

Ketenagakerjaan Universitas Indonesia dan dipublikasikan dalam
Jurnal Ketenagakerjaan Indonesia (2023) mengidentifikasi setidaknya
sepuluh sektor utama yang memiliki potensi besar dalam penciptaan
green jobs, yaitu energi terbarukan, pertanian organik, ekowisata, daur
ulang dan pengelolaan limbah, konstruksi hijau, transportasi
berkelanjutan, kehutanan lestari, perikanan berkelanjutan, teknologi
informasi hijau, dan industri kreatif berbasis lingkungan. Sektor energi
terbarukan menjadi salah satu kontributor terbesar dalam penciptaan
green jobs di Indonesia. Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral menunjukkan bahwa hingga tahun 2023, sektor ini telah
menyerap sekitar 1,2 juta tenaga kerja. Proyeksi ke depan menunjukkan
bahwa dengan target 23% energi terbarukan dalam bauran energi
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nasional pada tahun 2025, sektor ini berpotensi menciptakan tambahan
2,8 juta lapangan kerja baru. Dr. Arifin Tasrif, dalam penelitiannya yang
dipublikasikan di Indonesian Energy Journal (2023), menekankan bahwa
pertumbuhan green jobs di sektor energi terbarukan tidak hanya
menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga mendorong inovasi
teknologi dan peningkatan daya saing industri nasional. Pertanian
organik sebagai bagian dari green economy juga menunjukkan
perkembangan yang menggembirakan.

1. Definisi Green Jobs

Definisi Green Jobs yang paling banyak diterima berasal dari
International Labour Organization (ILO), yang menyatakan bahwa Green
Jobs adalah pekerjaan yang layak (decent work) yang mendukung
keberlanjutan lingkungan. Ini mencakup pekerjaan di sektor-sektor
tradisional maupun baru yang membantu mengurangi dampak
lingkungan dari kegiatan ekonomi, meningkatkan efisiensi penggunaan
energi dan bahan baku, meminimalkan limbah dan polusi, melindungi
ekosistem dan keanekaragaman hayati, serta mendukung adaptasi
terhadap perubahan iklim. Dengan demikian, Green Jobs tidak hanya
tentang aspek lingkungan, tetapi juga tentang dimensi sosial dan
ekonomi, termasuk upah yang adil, kondisi kerja yang aman, dan hak-
hak pekerja.

Sektor-sektor potensial untuk penciptaan Green Jobs sangat
beragam dan terus berkembang. Beberapa sektor utama meliputi:

a. Energi Terbarukan: Mencakup pekerjaan dalam penelitian,
pengembangan, manufaktur, instalasi, pengoperasian, dan
pemeliharaan teknologi energi surya, angin, hidro, panas bumi,
dan biomassa. Ini termasuk teknisi panel surya, insinyur turbin
angin, dan ahli bioenergi.

b. Efisiensi Energi: Meliputi pekerjaan yang berfokus pada
pengurangan konsumsi  energi di bangunan, industri, dan
transportasi, seperti auditor energi, desainer bangunan hijau, dan
spesialis retrofit energi.

c. Pengelolaan Limbah dan Daur Ulang: Mencakup pekerjaan dalam
pengumpulan, pemilahan, daur wulang, pengomposan, dan
pengolahan limbah menjadi energi. Contohnya adalah pekerja
daur ulang, operator fasilitas pengolahan limbah, dan ahli ekonomi
sirkular.
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d. Pertanian Organik dan Berkelanjutan: Meliputi pekerjaan dalam
produksi pangan yang ramah lingkungan, konservasi tanah dan air,
agroforestri, dan pengembangan sistem pertanian yang tangguh
terhadap perubahan iklim. Ini termasuk petani organik, ahli
agronomi berkelanjutan, dan konsultan pertanian presisi.

e. Kehutanan dan Konservasi: Mencakup pekerjaan dalam
pengelolaan hutan lestari, reboisasi, konservasi keanekaragaman
hayati, dan ekowisata. Contohnya adalah rimbawan, ahli biologi
konservasi, dan pemandu ekowisata.

f. Transportasi  Berkelanjutan:  Meliputi  pekerjaan  dalam
pengembangan, manufaktur, dan pemeliharaan kendaraan listrik,
sistem transportasi publik yang efisien, dan infrastruktur ramah
lingkungan seperti jalur sepeda. Ini termasuk insinyur kendaraan
listrik dan perencana transportasi kota.

Kebutuhan SDM baru dengan kompetensi yang relevan menjadi
sangat krusial dalam transisi menuju Green Economy. Jurnal ilmiah di
Indonesia telah banyak membahas isu ini. Misalnya, Dewi (2017) dalam
Journal of Economics Research and Social Sciences menganalisis
penciptaan Green Jobs di Indonesia, menunjukkan bahwa investasi hijau
memiliki potensi besar untuk menyerap tenaga kerja. Namun, analisis
kritis menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara keterampilan
yang dimiliki oleh angkatan kerja saat ini dengan keterampilan yang
dibutuhkan oleh Green Jobs. Kesenjangan ini mencakup baik
keterampilan teknis spesifik (misalnya, instalasi panel surya, diagnosis
sistem energi terbarukan) maupun keterampilan lunak (soft skills) seperti
pemikiran kritis, pemecahan masalah, adaptasi, dan kolaborasi.

Sektor ini tidak hanya berkontribusi pada pelestarian lingkungan
melalui pengurangan penggunaan pestisida dan pupuk kimia, tetapi juga
menciptakan nilai tambah ekonomi yang signifikan. Studi yang
dilakukan oleh Institut Pertanian Bogor dan dipublikasikan dalam Jurnal
Agribisnis Indonesia (2022) mengungkapkan bahwa sektor pertanian
organik telah menyerap sekitar 850.000 tenaga kerja langsung dan 2,1
juta tenaga kerja tidak langsung. Produktivitas tenaga kerja di sektor ini
rata-rata 30% lebih tinggi dibandingkan pertanian konvensional karena
nilai jual produk organik yang premium. Industri daur ulang dan
pengelolaan limbah mengalami transformasi signifikan seiring dengan
meningkatnya kesadaran lingkungan masyarakat. Sektor ini tidak hanya
menyediakan solusi untuk masalah sampah perkotaan, tetapi juga
menciptakan rantai nilai ekonomi yang panjang. Penelitian yang
dipublikasikan dalam Indonesian Waste Management Journal (2023)
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oleh tim peneliti Universitas Padjadjaran menunjukkan bahwa industri
daur ulang plastik saja telah menyerap sekitar 3,5 juta pekerja informal
dan 450.000 pekerja formal di seluruh Indonesia.

Kebutuhan kompetensi SDM untuk green jobs sangat beragam
dan memerlukan pendekatan pengembangan yang komprehensif.
Analisis kebutuhan kompetensi yang dilakukan oleh Badan Nasional
Sertifikasi Profesi bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi
mengidentifikasi tiga kategori utama kompetensi yang dibutuhkan.
Pertama adalah kompetensi teknis spesifik sektor, seperti instalasi panel
surya, pengelolaan limbah berbahaya, atau budidaya organik. Kedua
adalah kompetensi generik hijau, seperti pemahaman tentang prinsip-
prinsip keberlanjutan, manajemen lingkungan, dan audit energi. Ketiga
adalah kompetensi digital yang mendukung implementasi teknologi
hijau, seperti monitoring lingkungan berbasis loT atau manajemen energi
cerdas. Tantangan utama dalam pengembangan SDM untuk green jobs
terletak pada kesenjangan antara kebutuhan industri dan kapasitas
pendidikan vokasi serta pelatihan yang tersedia. Survei yang dilakukan
oleh Asosiasi Industri Hijau Indonesia dan dipublikasikan dalam
Indonesian Green Industry Review (2023) menunjukkan bahwa 68%
perusahaan mengalami kesulitan dalam merekrut tenaga kerja yang
memiliki kompetensi sesuai kebutuhan green jobs. Hal ini
mengindikasikan perlunya reformasi kurikulum pendidikan vokasi dan
pengembangan program pelatihan yang lebih responsif terhadap
kebutuhan pasar.

Pemerintah telah merespons tantangan ini melalui berbagai
inisiatif strategis. Program Kartu Prakerja yang diluncurkan sejak 2020
telah mengalokasikan 35% dari total programnya untuk pelatihan
keterampilan hijau. Selain itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan
meluncurkan program Green Skills Development yang menargetkan
pelatihan 500.000 tenaga kerja dalam bidang green jobs hingga tahun
2025. Peran sektor swasta dalam pengembangan green jobs juga semakin
signifikan. Banyak perusahaan multinasional yang beroperasi di
Indonesia mulai mengimplementasikan kebijakan green hiring dan green
training untuk karyawannya. Kolaborasi antara industri dan lembaga
pendidikan dalam bentuk program magang, penelitian bersama, dan
pengembangan kurikulum terbukti efektif dalam menjembatani gap
antara kebutuhan industri dan kapasitas SDM.
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C. PENGEMBANGAN ENERGI TERBARUKAN DAN KESIAPAN
SDM

Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar
namun masih belum dimanfaatkan secara optimal. Berdasarkan data dari
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, potensi energi
terbarukan Indonesia mencapai 443 GW, yang terdiri dari energi surya
207 GW, angin 60 GW, hidro 75 GW, bioenergi 32 GW, dan panas bumi
29 GW. Namun, hingga saat ini baru sekitar 12% dari potensi tersebut
yang telah dimanfaatkan. Kondisi ini mengindikasikan besarnya peluang
pengembangan sektor energi terbarukan yang tentunya membutuhkan
dukungan sumber daya manusia yang kompeten. Kesiapan SDM untuk
sektor energi terbarukan di Indonesia masih menghadapi berbagai
tantangan struktural. Penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Energi
Universitas Gadjah Mada dan dipublikasikan dalam Indonesian
Renewable Energy Journal (2023) mengungkapkan bahwa Indonesia
mengalami defisit tenaga ahli energi terbarukan sekitar 75.000 orang
untuk memenuhi target 23% energi terbarukan dalam bauran energi
nasional pada tahun 2025. Defisit ini tersebar di berbagai level, mulai
dari teknisi lapangan, engineer, hingga manajer proyek dan konsultan
energi.

Sektor energi surya atau Pembangkit Listrik Tenaga Surya
(PLTS) menunjukkan pertumbuhan yang paling pesat dalam beberapa
tahun terakhir. Data dari Asosiasi Energi Surya Indonesia menunjukkan
bahwa kapasitas terpasang PLTS di Indonesia mencapai 230 MW pada
tahun 2023, meningkat 180% dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini
menciptakan kebutuhan SDM yang sangat besar, mulai dari perancang
sistem, installer, teknisi maintenance, hingga spesialis monitoring dan
evaluasi. Dr. Rinaldy Dalimi dari Institut Teknologi Bandung, dalam
penelitiannya yang dipublikasikan di Jurnal Teknologi Energi Indonesia
(2023), menekankan bahwa kualitas SDM PLTS di Indonesia masih
perlu ditingkatkan, terutama dalam aspek standardisasi instalasi dan
pemeliharaan sistem.

Data dan fakta terkini dari jurnal ilmiah Indonesia menunjukkan
bahwa kesiapan SDM di sektor ET masih menjadi tantangan. Jurnal
Risenologi oleh Khotimah (2021) membahas kesiapan perguruan tinggi
dalam mencetak SDM di sektor energi baru terbarukan, mengidentifikasi
bahwa meskipun ada upaya, masih diperlukan peningkatan kualitas
kurikulum dan fasilitas praktik untuk memenuhi kebutuhan industri.
Analisis kritis menunjukkan bahwa kesenjangan ini disebabkan oleh
beberapa faktor, antara lain:
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a. Kurikulum yang Belum Sepenuhnya Adaptif: Banyak program
studi di perguruan tinggi atau pelatihan vokasi belum sepenuhnya
mengintegrasikan teknologi dan praktik terbaru di sektor ET.
Kurikulum cenderung masih berorientasi pada energi fosil,
sehingga lulusan kurang memiliki keterampilan yang relevan
dengan kebutuhan industri ET.

b. Keterbatasan Fasilitas Praktik: Pengembangan keterampilan teknis
di sektor ET  sangat membutuhkan fasilitas praktik dan
laboratorium yang memadai. Namun, banyak institusi pendidikan
masih kekurangan peralatan modern yang sesuai dengan standar
industri ET.

¢. Kurangnya Tenaga Pengajar yang Kompeten: Ketersediaan dosen
atau instruktur yang memiliki keahlian dan pengalaman praktis di
sektor ET masih terbatas. Diperlukan program pelatihan dan
sertifikasi bagi tenaga pengajar untuk meningkatkan kompetensi
mereka.

d. Minimnya Kolaborasi Industri-Akademisi: Keterlibatan industri
dalam perancangan kurikulum, penyediaan magang, dan transfer
pengetahuan masih perlu ditingkatkan. Kolaborasi yang erat dapat
memastikan bahwa lulusan memiliki keterampilan yang sesuai
dengan kebutuhan pasar kerja.

Untuk menyambut sektor energi terbarukan seperti PLTS,
bioenergi, tenaga angin, dan air, Indonesia perlu mempercepat
pengembangan SDM yang berkualitas. Ini dapat dilakukan melalui
beberapa strategi. Pertama, reformasi kurikulum pendidikan dan
pelatihan vokasi dengan mengintegrasikan modul-modul spesifik tentang
teknologi ET, instalasi, pemeliharaan, dan manajemen proyek. Kedua,
investasi dalam fasilitas praktik dan laboratorium yang modern, serta
penggunaan simulasi dan teknologi virtual untuk meningkatkan
pengalaman belajar. Ketiga, pengembangan program sertifikasi profesi
untuk teknisi dan insinyur ET, yang diakui secara nasional maupun
internasional.

Bioenergi sebagai salah satu andalan energi terbarukan Indonesia
memiliki karakteristik unik karena memanfaatkan biomassa lokal. Sektor
ini mencakup biodiesel, bioetanol, biogas, dan biomass power plant.
Keunggulan bioenergi terletak pada kemampuannya mengintegrasikan
sektor pertanian dengan sektor energi, sehingga menciptakan multiplier
effect yang besar terhadap perekonomian daerah. Studi yang dilakukan
oleh Universitas Sebelas Maret dan dipublikasikan dalam Indonesian
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Bioenergy Research (2022) menunjukkan bahwa pengembangan
bioenergi berbasis kelapa sawit di Sumatera telah menyerap sekitar
125.000 tenaga kerja langsung dan 340.000 tenaga kerja tidak langsung.
Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan mikrohidro memiliki potensi
besar terutama di wilayah Indonesia bagian barat yang memiliki
topografi bergunung dan aliran sungai yang deras. Pengembangan PLTA
skala kecil dan menengah memerlukan SDM yang memahami tidak
hanya aspek teknis pembangkitan listrik, tetapi juga aspek lingkungan
dan sosialL. kemasyarakatan. Penelitian yang dipublikasikan dalam Jurnal
Teknik Sipil Indonesia (2023) oleh tim peneliti Universitas Diponegoro
mengungkapkan bahwa keberhasilan proyek mikrohidro sangat
bergantung pada partisipasi masyarakat lokal dan kemampuan SDM
dalam mengintegrasikan teknologi dengan kearifan lokal. Tenaga angin
mulai mendapat perhatian serius seiring dengan semakin matangnya
teknologi turbin angin dan menurunnya biaya investasi. Wilayah
Indonesia bagian timur, khususnya Nusa Tenggara dan Sulawesi,
memiliki potensi angin yang cukup baik untuk pengembangan PLTB.
Namun, pengembangan tenaga angin memerlukan SDM dengan
spesialisasi yang sangat teknis, mulai dari analisis potensi angin, desain
turbin yang sesuai dengan kondisi iklim tropis, hingga integrasi dengan
sistem kelistrikan nasional.

Tantangan utama dalam pengembangan SDM energi terbarukan
terletak pada aspek pendidikan dan pelatihan yang masih terfragmentasi.
Mayoritas program studi teknik di perguruan tinggi Indonesia masih
fokus pada energi konvensional, sementara kurikulum energi terbarukan
baru mulai dikembangkan secara serius dalam lima tahun terakhir.
Program Studi Teknik Energi Terbarukan yang pertama kali dibuka di
Institut Teknologi Sepuluh Nopember pada tahun 2019 menjadi pioneer
dalam pengembangan SDM spesialis energi terbarukan di Indonesia.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bekerja sama dengan
berbagai perguruan tinggi dan lembaga pelatihan telah meluncurkan
program Akademi Energi Terbarukan yang menargetkan penciptaan
50.000 tenaga ahli energi terbarukan dalam lima tahun. Program ini
mengintegrasikan pembelajaran teori dengan praktik langsung di
berbagai proyek energi terbarukan yang sedang berjalan. Evaluasi tahap
pertama program ini yang dipublikasikan dalam Indonesian Energy
Education Review (2023) menunjukkan tingkat keberhasilan 85% dalam
penempatan lulusan di industri energi terbarukan.Peran teknologi digital
dalam pengembangan SDM energi terbarukan semakin penting. Konsep
smart grid dan energy management system memerlukan SDM yang tidak
hanya memahami aspek teknis pembangkitan energi tetapi juga teknologi
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informasi dan komunikasi. Pengembangan platform pembelajaran digital
untuk energi terbarukan menjadi salah satu solusi untuk mengatasi
keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas, terutama di daerah
terpencil yang justru memiliki potensi energi terbarukan yang besar.

D. PENDIDIKAN LINGKUNGAN DAN LITERASI EKOLOGIS

Pendidikan lingkungan merupakan fondasi penting dalam
membangun kesadaran ekologis masyarakat Indonesia. Konsep literasi
ekologis tidak sekadar memahami fakta-fakta tentang lingkungan, tetapi
juga kemampuan untuk berpikir sistem, memahami keterkaitan antara
aktivitas manusia dengan ekosistem, dan mengambil tindakan yang
bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dalam konteks Indonesia
sebagai negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi kedua di dunia,
pendidikan lingkungan menjadi krusial untuk menjaga kelestarian alam
sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan. Implementasi
pendidikan lingkungan dalam sistem pendidikan formal di Indonesia
telah mengalami evolusi yang signifikan. Kurikulum 2013 yang
disempurnakan menjadi Kurikulum Merdeka telah mengintegrasikan
muatan lingkungan hidup ke dalam berbagai mata pelajaran, bukan
hanya sebagai mata pelajaran terpisah. Penelitian yang dilakukan oleh
Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kementerian Pendidikan dan
dipublikasikan dalam Indonesian Environmental Education Journal
(2023) menunjukkan bahwa pendekatan integratif ini lebih efektif dalam
membangun pemahaman holistik siswa tentang isu-isu lingkungan
dibandingkan pendekatan parsial yang hanya mengandalkan mata
pelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup.

Program Adiwiyata yang diluncurkan oleh Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerja sama dengan Kementerian
Pendidikan telah menjadi katalisator penting dalam transformasi sekolah-
sekolah menjadi institusi yang peduli lingkungan. Hingga tahun 2023,
terdapat 5.847 sekolah yang telah meraih penghargaan Adiwiyata di
berbagai tingkatan. Evaluasi dampak program Adiwiyata yang
dipublikasikan dalam Jurnal Pendidikan Berkelanjutan Indonesia (2023)
oleh tim peneliti Universitas Negeri Jakarta mengungkapkan bahwa
sekolah Adiwiyata berhasil mengurangi konsumsi energi rata-rata 25%,
penggunaan air 30%, dan produksi sampah 40% dibandingkan sekolah
non-Adiwiyata. Perguruan tinggi di Indonesia juga memainkan peran
strategis dalam pengembangan pendidikan lingkungan melalui konsep
Green Campus. Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, dan
Universitas Gadjah Mada menjadi pelopor dalam implementasi green
campus yang tidak hanya fokus pada aspek fisik kampus tetapi juga
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integrasi nilai-nilai keberlanjutan dalam proses pembelajaran dan
penelitian. Studi komparatif yang dilakukan oleh Asosiasi Perguruan
Tinggi Indonesia dan dipublikasikan dalam Indonesian Higher Education
Environmental Review (2022) menunjukkan bahwa implementasi green
campus meningkatkan awareness mahasiswa terhadap isu lingkungan
sebesar 65% dan motivasi untuk berkarir di bidang lingkungan sebesar
45%.

Pendidikan lingkungan non-formal melalui gerakan komunitas
dan organisasi masyarakat sipil menunjukkan dinamika yang sangat
menarik. Komunitas-komunitas seperti Greenpeace Indonesia, WWF
Indonesia, dan  Indonesian  Biodiversity = Foundation  telah
mengembangkan berbagai program edukasi lingkungan yang inovatif dan
menyentuh berbagai segmen masyarakat. Program Sekolah Alam yang
dikembangkan oleh berbagai yayasan pendidikan alternatif telah terbukti
efektif dalam membangun karakter peduli lingkungan sejak usia dini.
Penelitian longitudinal yang dipublikasikan dalam Indonesian
Alternative Education Journal (2023) menunjukkan bahwa lulusan
sekolah alam memiliki skor literasi ekologis 40% lebih tinggi
dibandingkan lulusan sekolah konvensional. Teknologi digital telah
membuka peluang baru dalam pengembangan pendidikan lingkungan
yang lebih accessible dan engaging. Platform pembelajaran online seperti
"EcoLearn Indonesia" yang dikembangkan oleh Badan Riset dan Inovasi
Nasional telah diakses oleh lebih dari 2,5 juta pengguna sejak
diluncurkan pada tahun 2021. Platform ini menyediakan konten
pembelajaran interaktif tentang berbagai topik lingkungan, dari
perubahan iklim hingga konservasi biodiversitas, yang disesuaikan
dengan konteks lokal Indonesia.

Media sosial juga menjadi sarana efektif untuk diseminasi
literasi ekologis kepada generasi muda. Kampanye digital seperti
#IndonesiaBersih, #SaveOrangutan, dan #PlasticFreelndonesia telah
berhasil mengubah perilaku jutaan netizen Indonesia. Analisis big data
yang dilakukan oleh tim peneliti Universitas Bina Nusantara dan
dipublikasikan dalam Indonesian Digital Environmental Communication
(2023) mengungkapkan bahwa kampanye lingkungan di media sosial
yang menggunakan pendekatan storytelling dan visual yang menarik
memiliki engagement rate 300% lebih tinggi dibandingkan kampanye
yang hanya menyampaikan data dan fakta.

Tantangan utama dalam pengembangan literasi ekologis di
Indonesia terletak pada kesenjangan antara wilayah urban dan rural, serta
antara kelompok ekonomi atas dan bawah. Masyarakat di daerah
terpencil seringkali memiliki pengetahuan tradisional yang kaya tentang
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lingkungan tetapi kurang terpapar dengan isu-isu lingkungan global
seperti perubahan iklim. Sebaliknya, masyarakat urban memiliki akses
informasi yang lebih baik tetapi seringkali terputus dari alam dan kurang
memahami sistem ekologi secara langsung. Program Desa Wisata
Ekologi yang dikembangkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif menjadi salah satu solusi inovatif untuk menjembatani
kesenjangan ini. Program ini tidak hanya mempromosikan pariwisata
berkelanjutan tetapi juga menjadi medium pembelajaran timbal balik
antara wisatawan urban dengan masyarakat rural tentang kearifan lokal
dan praktik konservasi. Evaluasi program yang dipublikasikan dalam
Indonesian Ecotourism Development Review (2023) menunjukkan
bahwa desa wisata ekologi berhasil meningkatkan kesadaran lingkungan
masyarakat lokal sebesar 55% dan wisatawan sebesar 70%. Ke depan,
pengembangan literasi ekologis di Indonesia perlu mengadopsi
pendekatan yang lebih holistik dan terintegrasi. Kolaborasi antara
pemerintah, sektor swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil
menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem pendidikan lingkungan yang
berkelanjutan dan berdampak luas.

E. PERAN SDM DALAM KONSERVASI SDA

Konservasi sumber daya alam di Indonesia tidak dapat
dipisahkan dari peran strategis sumber daya manusia dalam berbagai
level dan kapasitas. Keberhasilan upaya konservasi sangat bergantung
pada keterlibatan aktif masyarakat, mulai dari masyarakat adat yang
memiliki pengetahuan tradisional hingga para profesional yang
menguasai teknologi konservasi modern. Indonesia sebagai negara
megabiodiversitas dengan 17.508 pulau memerlukan pendekatan
konservasi yang kompleks dan terintegrasi, di mana faktor manusia
menjadi kunci utama keberhasilannya. Masyarakat adat memainkan
peran fundamental dalam konservasi sumber daya alam Indonesia.
Dengan jumlah populasi sekitar 70 juta jiwa atau 26% dari total
penduduk Indonesia, masyarakat adat mengelola sekitar 10-15 juta hektar
wilayah yang kaya akan keanekaragaman hayati. Penelitian yang
dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara bekerja sama dengan
Institut Pertanian Bogor yang dipublikasikan dalam Indonesian
Indigenous Conservation Journal (2023) mengungkapkan bahwa
kawasan yang dikelola masyarakat adat memiliki tingkat degradasi hutan
60% lebih rendah dibandingkan kawasan konservasi yang dikelola
pemerintah tanpa keterlibatan masyarakat lokal.

Sistem pengetahuan tradisional masyarakat adat telah terbukti
efektif dalam menjaga keseimbangan ekosistem selama berabad-abad.
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Konsep sasi di Maluku, awig-awig di Lombok, atau hutan larangan di
Sumatera merupakan bentuk-bentuk konservasi tradisional yang
mengintegrasikan aspek spiritual, sosial, dan ekologis. Dr. Made Antara
dari Universitas Udayana, dalam penelitiannya yang dipublikasikan di
Jurnal Kearifan Lokal Indonesia (2022), menekankan bahwa
pengetahuan ekologis tradisional masyarakat adat mengandung
prinsipprinsip konservasi yang sangat relevan dengan pendekatan
konservasi modern, seperti zonasi kawasan, rotasi pemanfaatan, dan
pemeliharaan spesies kunci. Kelompok masyarakat lokal non-adat juga
memiliki kontribusi signifikan dalam konservasi sumber daya alam.
Kelompok tani hutan, nelayan tradisional, dan komunitas pecinta alam
menjadi garda terdepan dalam upaya konservasi di tingkat grassroots.
Program Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa (HD) yang
diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah
memberikan hak kelola kepada masyarakat lokal atas 12,7 juta hektar
kawasan hutan. Data dan fakta terkini dari jurnal ilmiah Indonesia
banyak mengulas peran SDM dalam konservasi SDA. Misalnya,
penelitian tentang pengelolaan hutan berbasis masyarakat adat di
Kalimantan atau Sumatera menunjukkan bagaimana kearifan lokal dan
sistem pengelolaan tradisional berkontribusi pada terjaganya hutan dan
keanekaragaman hayati. Analisis kritis menunjukkan bahwa meskipun
pemerintah telah mengakui peran masyarakat adat dalam konservasi,
implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan, seperti konflik
lahan, kurangnya pengakuan hak ulayat, dan keterbatasan dukungan
teknis serta finansial. Peran SDM dalam konservasi SDA dapat dibagi
menjadi beberapa kategori:

a. Tenaga Profesional: Meliputi ilmuwan (biolog, ekolog, geolog),
rimbawan, ahli kelautan, perencana konservasi, dan penegak
hukum lingkungan. Mereka bertanggung jawab atas aspek teknis
dan ilmiah dari konservasi, serta pengembangan kebijakan.

b. Masyarakat Adat: Memiliki peran krusial sebagai penjaga
tradisional hutan, laut, dan keanekaragaman hayati. Pengetahuan
mereka tentang siklus alam, penggunaan SDA yang berkelanjutan,
dan praktik konservasi tradisional sangat berharga. Pengakuan dan
perlindungan hak-hak mereka atas wilayah adat adalah kunci.

c. Kelompok Lokal dan Komunitas: Meliputi kelompok tani,
nelayan, dan masyarakat desa yang secara langsung berinteraksi
dengan SDA. Mereka dapat berperan aktif dalam program
restorasi, pengelolaan sumber daya air, pertanian berkelanjutan,
dan pengembangan ekowisata berbasis komunitas.
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d. Relawan dan Aktivis Lingkungan: Berperan dalam mengadvokasi
isu-isu  lingkungan, meningkatkan kesadaran publik, dan
melakukan aksi-aksi konservasi di lapangan, seperti penanaman
pohon, pembersihan pantai, atau kampanye anti perburuan liar.

Untuk mengoptimalkan peran SDM dalam konservasi SDA,
diperlukan beberapa strategi. Pertama, penguatan kapasitas tenaga
profesional melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan isu-
isu konservasi terkini. Kedua, pengakuan dan perlindungan hak-hak
masyarakat adat atas wilayah mereka, serta integrasi kearifan lokal ke
dalam strategi konservasi nasional. Ketiga, pemberdayaan kelompok
lokal melalui program program pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi
akses terhadap sumber daya dan pasar. Keempat, peningkatan kesadaran
publik dan partisipasi masyarakat melalui pendidikan lingkungan dan
kampanye konservasi.

Studi kasus yang menonjol adalah pengelolaan hutan berbasis
komunitas di berbagai wilayah di Indonesia. Misalnya, di Kalimantan,
masyarakat adat Dayak telah berhasil menjaga hutan adat mereka dari
deforestasi berkat sistem pengelolaan tradisional yang kuat dan kearifan
lokal dalam pemanfaatan hasil hutan. Di Sumatera, beberapa desa telah
berhasil mengembangkan ekowisata berbasis konservasi mangrove, yang
tidak hanya melindungi ekosistem pesisir tetapi juga meningkatkan
pendapatan masyarakat lokal. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa
ketika SDM lokal diberdayakan dan diakui perannya, upaya konservasi
dapat mencapai keberhasilan yang signifikan dan berkelanjutan. Secara
keseluruhan, peran SDM dalam konservasi SDA di Indonesia sangatlah
sentral. Dengan mengintegrasikan pengetahuan ilmiah, kearifan lokal,
dan partisipasi aktif dari berbagai lapisan masyarakat, Indonesia dapat
menjaga kelestarian sumber daya alamnya yang tak ternilai, sekaligus
mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi
semua.

F. STUDI KASUS: PENGELOLAAN HUTAN BERBASIS
KOMUNITAS

Pengelolaan hutan berbasis komunitas (PHBK) merupakan
pendekatan konservasi yang menempatkan masyarakat lokal, khususnya
masyarakat adat, sebagai subjek utama dalam pengelolaan dan
pemanfaatan hutan. Di Indonesia, negara dengan luas hutan tropis yang
signifikan dan keanekaragaman hayati yang tinggi, PHBK telah menjadi
strategi penting untuk mencapai tujuan konservasi sekaligus
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Studi kasus dari berbagai
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wilayah di Indonesia menunjukkan bahwa ketika masyarakat
diberdayakan dan hak-hak mereka diakui, mereka dapat menjadi penjaga
hutan yang paling efektif. Secara teoritis, PHBK didasarkan pada
prinsip-prinsip desentralisasi, partisipasi, dan pengakuan hak-hak adat
atau komunal atas sumber daya hutan. Pendekatan ini mengakui bahwa
masyarakat yang hidup di dalam atau di sekitar hutan memiliki
pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal dan seringkali memiliki
insentif kuat untuk menjaga kelestarian hutan karena ketergantungan
hidup mereka padanya. PHBK berupaya mengintegrasikan kearifan lokal
dengan praktik pengelolaan hutan modern, serta membangun kapasitas
masyarakat dalam perencanaan, implementasi, dan pemantauan kegiatan
pengelolaan hutan.

Data dan fakta terkini dari jurnal ilmiah Indonesia banyak
mendokumentasikan keberhasilan PHBK. Misalnya, penelitian tentang
pengelolaan hutan adat di Kalimantan, Sumatera, atau Papua seringkali
menunjukkan bahwa tingkat deforestasi di wilayah yang dikelola
masyarakat adat cenderung lebih rendah dibandingkan dengan wilayah di
sekitarnya yang dikelola oleh pihak lain. Hal ini didukung oleh sistem
nilai, norma, dan sanksi adat yang kuat, yang mengatur pemanfaatan
sumber daya hutan secara berkelanjutan. Analisis kritis menunjukkan
bahwa keberhasilan ini tidak hanya karena adanya kearifan lokal, tetapi
juga karena adanya rasa kepemilikan dan tanggung jawab yang tinggi
dari masyarakat terhadap hutan mereka.

Beberapa contoh studi kasus pengelolaan hutan berbasis
komunitas yang berhasil di Indonesia:

a. Hutan Adat Ammatoa Kajang, Sulawesi Selatan: Masyarakat adat
Ammatoa Kajang di Bulukumba, Sulawesi Selatan, memiliki
sistem pengelolaan hutan adat yang sangat ketat berdasarkan nilai-
nilai pasang (aturan adat). Mereka melarang penebangan pohon di
hutan keramat (hutan adat) dan hanya mengizinkan pemanfaatan
hasil hutan non-kayu secara terbatas. Hasilnya, hutan adat mereka
tetap lestari di tengah tekanan deforestasi di sekitarnya. Studi oleh
Jufri (2018) dalam Jurnal Hutan Tropis mengulas bagaimana
kearifan lokal Ammatoa Kajang berkontribusi pada konservasi
hutan.

b. Hutan Desa Sungai Utik, Kalimantan Barat: Masyarakat Dayak
Iban di Sungai Utik, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, telah
berhasil mempertahankan hutan desa mereka dari ancaman
perkebunan kelapa sawit dan penebangan liar. Mereka memiliki
komitmen kuat untuk menjaga hutan sebagai sumber kehidupan
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dan identitas budaya. Melalui perjuangan panjang dan dukungan
dari berbagai pihak, mereka berhasil mendapatkan pengakuan hak
pengelolaan hutan desa. Studi kasus ini sering dijadikan contoh
keberhasilan PHBK dalam menghadapi tekanan eksternal.

c. Pengelolaan Hutan Mangrove Berbasis Komunitas di Pesisir
Sumatera: Di beberapa wilayah pesisir Sumatera, masyarakat lokal
telah aktif terlibat dalam restorasi dan pengelolaan hutan
mangrove. Mereka memahami pentingnya mangrove sebagai
pelindung pantai, habitat ikan, dan penyerap karbon. Melalui
program-program penanaman mangrove dan pengembangan
ekowisata  berbasis mangrove, masyarakat tidak hanya
berkontribusi pada konservasi tetapi juga meningkatkan
pendapatan mereka. Studi oleh Rahman (2020) dalam Jurnal Ilmu
Kelautan menyoroti keberhasilan inisiatif ini.

Keberhasilan studi kasus ini tidak terlepas dari beberapa faktor
kunci. Pertama, pengakuan hak dan wilayah adat oleh pemerintah.
Tanpa pengakuan ini, masyarakat adat rentan terhadap perampasan lahan
dan sumber daya. Kedua, penguatan kelembagaan lokal dan kapasitas
masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan. Ketiga, dukungan
dari pihak eksternal, seperti organisasi non-pemerintah, akademisi, dan
pemerintah daerah, dalam bentuk pendampingan teknis, fasilitasi, dan
akses pasar. Keempat, adanya insentif ekonomi yang berkelanjutan dari
pengelolaan hutan, seperti hasil hutan non-kayu, ekowisata, atau skema
pembayaran jasa lingkungan.

Analisis kritis menunjukkan bahwa meskipun PHBK memiliki
potensi besar, implementasinya masih menghadapi tantangan. Konflik
dengan izin konsesi perusahaan, kurangnya dukungan kebijakan yang
konsisten, dan keterbatasan akses terhadap informasi dan teknologi
masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya
berkelanjutan untuk memperkuat kerangka hukum dan kebijakan yang
mendukung PHBK, meningkatkan kapasitas masyarakat, dan
memfasilitasi kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan.

Secara keseluruhan, studi kasus pengelolaan hutan berbasis
komunitas di Indonesia memberikan pelajaran berharga tentang
bagaimana masyarakat lokal dapat menjadi agen utama dalam konservasi
SDA. Dengan memberdayakan mereka, mengakui hak-hak mereka, dan
mendukung inisiatif mereka, Indonesia dapat mencapai tujuan konservasi
yang lebih efektif dan berkelanjutan, sekaligus mewujudkan keadilan
sosial dan kesejahteraan bagi masyarakat yang hidup berdampingan
dengan hutan.
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Bab ini menegaskan bahwa transisi menuju ekonomi hijau (green
economy) merupakan jalan strategis dan tak terhindarkan bagi Indonesia
untuk menghadapi tantangan global, seperti krisis iklim, degradasi
lingkungan, dan krisis ketahanan pangan. Konsep ekonomi hijau tidak
hanya menyasar pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tetapi juga
menciptakan keadilan sosial, pelestarian sumber daya alam, dan
penciptaan lapangan kerja baru melalui green jobs.

Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi
hijau, khususnya pada sektor pertanian organik, energi terbarukan,
kehutanan lestari, dan pengelolaan limbah. Namun, transisi ini
membutuhkan kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten.
Saat ini, terdapat kesenjangan signifikan antara kebutuhan industri hijau
dengan ketersediaan tenaga kerja yang memiliki keterampilan relevan.
Reformasi pendidikan vokasi, penguatan kurikulum, dan peningkatan
literasi ekologis menjadi langkah mendesak untuk menjembatani
kesenjangan ini. Pendidikan lingkungan memiliki peran strategis dalam
membangun kesadaran kolektif dan literasi ekologis di semua jenjang
pendidikan. Baik pendekatan formal seperti kurikulum Merdeka dan
program Adiwiyata, maupun pendekatan non-formal melalui komunitas
dan media digital, terbukti efektif dalam membentuk generasi yang
peduli lingkungan. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat—khususnya
masyarakat adat dan komunitas lokal—menjadi fondasi penting dalam
konservasi sumber daya alam.

Studi kasus pengelolaan hutan berbasis komunitas (PHBK) di
berbagai wilayah Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan konservasi
sangat bergantung pada pengakuan hak masyarakat adat, kearifan lokal,
dan dukungan multi-stakeholder. Ketika masyarakat lokal diberdayakan,
mereka mampu menjadi penjaga eckosistem yang andal sekaligus
berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Secara keseluruhan, Bab
7 menawarkan pandangan komprehensif bahwa green economy bukanlah
sekadar konsep ideal, melainkan peta jalan konkret menuju masa depan
Indonesia yang lebih adil, lestari, dan inklusif. Untuk mewujudkannya,
dibutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, sektor swasta, lembaga
pendidikan, dan masyarakat sipil dalam membangun ekosistem transisi
hijau yang adil dan merata.
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BAB 8
PERAN TEKNOLOGI DAN INOVASI DALAM

INTEGRASI SDM-SDA

A. INOVASI TEKNOLOGI PENGOLAHAN SDA

Air merupakan komponen penting bagi kehidupan. Mahkluk
hidup di muka bumi ini tak dapat terlepas dari kebutuhan air. Air
merupakan kebutuhan utama bagi proses kehidupan sehingga tidak ada
kehidupan jika di bumi tidak air. Meskipun demikian, air dapat menjadi
malapetaka jika tidak tersedia dalam kondisi yang benar, baik kualitas
maupun kuantitasnya. Air yang ada di bumi ini tidak hanya di butuhkan
oleh manusia, tetapi juga oleh alam guna menjaga stabilitas
ekosistemnya. Dalam suau system sungai, selain untuk mencukupi
kebutuhan hidup manusia, air juga di butuhkan menjaga stabilitas sungai
dengan kemampuan untuk membawa dan mengendapkan sedimen, untuk
menjaga kualitas lingkungan dan lain lain. Oleh karena itu keberadaan air
dalam kuantitas, kualitas dan waktu tertentu sangat di harapkan guna
menjamin kelestarian hidup manusia dan lingkungan. Dengan semakin
meningkatnya jumlah manusia, semakin berkembangnya daerah
pertanian dan pemukiman, serta menurunnya daerah resapan, kualitas
lingkungan dan  berubahnya  pola cuaca, menyebabkan
ketidakseimbangan antara pemanfaatan dan ketersediaan air dalam
jumlah dan kualitas yang mencukupi. Sebagian besar air hujan yang jatuh
ke bumi langsung menjadi runoff (aliran permukaan), karena lahan tidak
mempunyai kemampuan menyimpan air. Hal tersebut akan
mengakibatkan perbedaan aliran sungai di musim hujan dan musim
kemarau yang sangat besar yang dapat menjadi bencana banjir dan
kekeringan bagi kita semua. Selain itu, banyaknya manusia yang mulai
tidak peduli terhadap kelestarian dan kesehatan lingkungan sehingga
beberapa sumber air (sungai waduk danau) tercemar dengan limbah
rumah tangga industry dan lain lain.
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1. Kualitas dan kuantitas ketersediaan sumber daya alam air

Air merupakan kebutuhan utama bagi mahkluk hidup. Air juga di
butuhkan oleh manusia tidak hanya sebagai bahan baku tetapi juga di
butuhkan sebagai media produksi, irigasi untuk keperluan budidaya
pertanian, media produksi industry dan tenaga listrik. Air yang ada di
bumi ini tidak hanya dibutuhkan oleh manusia tetapi juga oleh alam guna
menjaga stabilitas ekosistemnya. Dalam suatu sistem sungai, selain untuk
mencukupi kebutuhan hidup manusia, air juga dibutuhkan untuk menjaga
stabilitas  sungai dengan kemampuan untuk membawa dan
mengendapkan sedimen, untuk menjaga kualitas lingkungan dan lainlain.
Oleh karena itu keberadaan air dalam kuantitas, kualitas dan waktu
tertentu sangat diharapkan guna menjamin kelestarian hidup manusia dan
lingkungan.

Secara umum, kualitas air menentukan mutu atau kondisi air
yang berkaitan dengan suatu kegiatan atau keperluan tertentu. Idealnya,
ciri air bersih yaitu jernih, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau, dan
tidak mengandung kuman patogen atau yang membahayakan kesehatan
manusia. Dengan demikian, kualitas air dari suatu kegiatan ke kegiatan
lain bisa berbeda, misalnya kualitas air untuk keperluan irigasi berbeda
dengan kualitas air untuk keperluan air minum. Kualitas air harus
memenuhi syarat kesehatan yang meliputi persyaratan Mikrobiologi,
Fisika, Kimia, dan Radioaktif. Kuantitas air menunjukkan jumlah
kebutuhan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Faktor yang
mempengaruhi kualitas air ini, antara lain faktor teknis yaitu pemakaian
meter air, dan faktor sosial ekonomi yaitu populasi dan tingkat
kemampuan ekonomi masyarakat.

2. Pemanfaatan sumber daya alam air dan Kkontribusi terhadap
pembangunan nasional

Air sebagai sumber energi memiliki potensi yang besar untuk
mengatasi krisis energi listrik saat ini. Seiring dengan perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin banyak di ciptakan peralatan
peralatan yang inovatif dan tepat guna. Dalam konfersi energi di
perlukan teknologi tentang bagaimana menghasilkan suatu sumber energi
yang nantinya berguna untuk masyarakat luas. Sumberenergi tersebut di
antaranya adalah pemanfaatan aliran air yang digunakan untuk
menghasilkan tenaga listrik. Energi air termasuk dalam energi terbarukan
yang dapat dimanfaatkan dan diubah menjadi listrik dan pembangkit
listrik. Tenaga air ini tidak meninggalkan emisi gas rumah kaca seperti
yang dihasilkan oleh pembangkit listrik yang menggunakan energi fosil.
Berbeda dengan sumber energi terbarukan lainnya, air mampu
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menghasilkan tenaga non-stop dan ketersediaannya terus dihasilkan oleh
adanya siklus hidrologi. Pembangkit listrik tenaga air (PLTA) diperoleh
dari energi potensial air yang diubah menjadi energi mekanik oleh turbin,
kemudian energi tersebut diubah menjadi energi listrik oleh generator
dengan memanfaatkan ketinggian dan kecepatan air. Indonesia
mempunyai potensi besar untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga
air. Hal itu karena kondisi topografi Indonesia bergunung, berbukit, dan
dialiri oleh banyak sungai dan mempunyai danau/waduk yang potensial
sebagai sumber energy air. Pembangkit listrik tenaga air (PLTA)
merupakan salah satu teknologi yang terbukti tidak merusak lingkungan,
menunjang program pengurangan pemanfaatan BBM, menunjang
diversifikasi energi dengan memanfaatkan energi terbarukan, dan
sebagian besar memakai kandungan lokal. Berdasarkan daya listrik yang
dihasilkan, pembangkit listrik tenaga air dibedakan menjadi: pikohidro
yang menghasilkan 5 kW, mikrohidro yang menghasilkan 5-100 kW,
minihidro yang menghasilkan daya di atas 100 kW, namun tetap dibawah
1 MW dan Bendungan/ dam dengan daya yang dihasilkan sebesar lebih
dari 100 MW. Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) secara
bahasa diartikan mikro adalah kecil dan hydro adalah air. PLTMH
merupakan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang berskala kecil
karena pembangkit tenaga listrik ini memanfaatkan aliran sungai atau
aliran irigasi sebagai sumber tenaga untuk menggerakan turbin dan
memutar generator. PLTMH merupakan pembangkit listrik yang
memanfaatkan tenaga air untuk media penggerak turbin dan generator.
Pada PLTMH proses perubahan energi kinetik berupa kecepatan dan
tekanan air yang digunakan untuk menggerakan turbin air dan generator
listrik hingga menghasilkan energi listrik. Komponen PLTMH secara
umum yang terdiri dari bendungan, saringan (sand trap), pipa pesat
(pestok), dan power house. Prinsip PLTMH memanfaatkan perbedaan
ketinggian dan jumlah debit air per detik yang ada pada aliran air saluran
irigasi, sungai atau air terjun. Aliran air tersebut dapat memutar poros
turbin sehingga menghasilkan energi mekanik. Energi ini selanjutnya
menggerakkan generator dan menghasilkan listrik. Adapun keunggulan
PLTMH antara lain: Mampu menghasilkan daya keluaran sebesar 5 kW
sampai 100 kW. Hemat bahan bakar, Bisa digunakan untuk irigasi, dan
Mampu mempertahankan ekosistem hutan dan daerah sekitar sehingga
tepat digunakan di area pedesaan.

3. Jenis, faktor penyebab dan dampak kerusakkan dari pemanfaatan
sumber daya alam air

Pencemaran air merupakan suatu perubahan keadaan di suatu
tempat penampungan air seperti danau, sungai, lauta dan air tanah akibat
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aktifitas manusia. Dalam PP NO 20/1990 tentang pengendalian air,
pencemaran air di definisikan sebagai: “pencemaran air adalah masuknya
atau di masukkannya mahluk hidup, zat, energi dan komponen lain
dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas dari air tersebut turun
hingga batas tertentu yang menyebabkan air tidak berguna lagi sesuai
dengan peruntukannya (pasal 1, angka 2). Pencemaran air merupakan
suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau,
sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Dalam PP No
20/1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air, pencemaran air di
definisikan sebagai: “Pencemaran air adalah masuknya atau
dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke
dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas dari air tersebut turun
hingga batas tertentu yang menyebabkan air tidak berguna lagi sesuai
dengan peruntukannya (Pasal 1, angka 2). Penyebab pencemaran air
dapat berupa masuknya makhluk hidup, energy, zat ataupun komponen
lain sehingga kualitas air menurun dan tercemar. Secara umum
pencemaran air dibedakan menjadi 2, yaitu sumber kontaminan langsung
dan dan tidak langsung. (1) Sumber langsung meliputi efluen yang keluar
industri, TPA, sampah rumah tangga, dan sebagainya. (2) Sumber tak
langsung adalah kontaminan yang memasuki badan air dari tanah, air
tanah atau atmosfer berupa hujan. Pada dasarnya, sumber pencemaran air
berasal dari industri, rumah tangga (pemukiman) dan pertanian. Tanah
dan air mengandung sisa dari aktivitas pertanian seperti pupuk dan
pestisida. Kontaminan dari atmosfer juga berasal dari aktivitas manusia
yaitu pencemaran udara yang menghasilkan hujan asam. Selain itu
pencemaran air dapat disebabkan dari berbagai hal yang memiliki
karakteristik yang berbeda, seperti: Meningkatnya kandungan nutrien
dapat mengarah pada eutrofikasi, Sampah organik seperti air comberan
(sewage) menyebabkan peningkatan kebutuhan oksigen pada air yang
menerimanya yang mengarah pada berkurangnya oksigen yang dapat
berdampak parah terhadap seluruh ekosistem, Industri membuang
berbagai macam polutan ke dalam air limbahnya seperti logam berat,
toksin organik, minyak, nutrien dan padatan, Air limbah tersebut
memiliki efek termal, terutama yang dikeluarkan oleh pembangkit listrik,
yang dapat juga mengurangi oksigen dalam air. Seperti limbah pabrik yg
mengalir ke sungai seperti di sungai citarum.

Dampak pencemaran air pada umumnya dibagi menjadi 4 kelompok,
yaitu:

a. Dampak terhadap kehidupan biota air. Banyaknya zat pencemaran
pada air limbah dapat menyebabkan menurunnya kadar oksigen
terlarut dalam air tersebut sehingga mengakibatkan kehidupan
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dalam air membutuhkan oksigen terganggu serta mengurangi
perkembangannya. Akibat matinya bakteri-bakteri, maka proses
penjernihan air secara alamiah yang seharusnya terjadi pada air
limbah juga terhambat. Panas dari industri juga dapat membawa
dampak bagi kematian organisme, apabila air limbah tidak
didinginkan terlebih dahulu.

b. Dampak terhadap kualitas air tanah. Pencemaran air tanah oleh
tinja yang biasa diukur dengan faecal coliform telah terjadi dalam
skala yang luas, hal ini dibuktikan oleh suatu survey sumur
dangkal di Jakarta. Banyak penelitian yang mengindikasikan
terjadinya pencemaran tersebut.

¢. Dampak terhadap kesehatan Peran air sebagai pembawa penyakit
menular bermacammacam antara lain: air sebagai media untuk
hidup mikroba pathogen, air sebagai sarang insekta penyebar
penyakit, jumlah air yang tersedia tidak cukup, sehingga manusia
bersangkutan tak dapat membersihkan diri, air sebagai media
untuk hidup vektor penyakit.

d. Dampak terhadap estetika lingkungan Dengan semakin banyaknya
zat organik yang dibuang ke lingkungan perairan, maka perairan
tersebut akan semakin tercemar yang biasanya ditandai dengan bau
yang menyengat di samping tumpukan yang dapat mengurangi
estetika lingkungan. Masalah limbah minyak atau lemak juga
dapat mengurangi estetika lingkungan.

4. Kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya alam air

Air merupakan sumber daya alam yang sangat berharga dan
utama untuk kelangsungan hidup manusia. Keberadaan sumber daya air
ini harusnya dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, untuk tetap bisa
memenuhi berbagai kebutuhan hidup, agar setiap orang bisa
mendapatkan haknya atas sumber daya alam tersebut. Negara Indonesia
menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok
minimal sehari- hari guna untuk memenuhi kehidupannya agar tetap
bersih, sehat dan produktif sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Ayat (3)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai
dasar konstitusi dalam pengelolaan sumber daya alam yang menyatakan
bahwa “pendayagunaan sumber daya alam termasuk air didalamnya
harus ditujukan sebesarbesarnya bagi kemakmuran rakyat”. Sebagaimana
pengertian yang terkandung di dalam amanat konstitusi bahwa, sumber
daya air bagi seluruh masyarakat Indonesia, dan dengan demikian untuk
memenuhi adanya prinsip-prinsip guna kemanfaatan, keadilan
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kemandirian, kelestarian maupun keberlanjutan(Hamidah, 2015).
Pengelolaan sumber daya air merupakan upaya dalam merencanakan,
melaksanakan, memantau dan juga mengevaluasi dalam penyelenggaraan
konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan
pengendalian daya rusak air. Secara kuantitas kebutuhan air masih dapat
dipenuhi dari cadangan yang ada.(Sriyono, 2015) Namun, demikian
dalam praktik penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air selama ini,
tujuan untuk memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat masih jauh dari
kata tercapai. Hal tersebut terjadi seiring dengan pesatnya pertambahan
penduduk dan adanya peningkatan dalam kegiatan pembangunan. Maka,
kebutuhan air juga akan semakin meningkat baik di daerah perkotaan
maupun pedesaan. Hal tersebut secara tidak langsung mengakibatkan
adanya eksploitasi terhadap sumber daya alam yang semakin tinggi serta
lebih cenderung mengabaikan aspek-aspek lingkungan hidup. Adanya
eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan akan berdampak pada
penurunan kelestarian sumber daya alam maupun pada fungsi
lingkungan.

Implementasi sebagai tanggung jawab negara dalam pengelolaan
sumber daya air berdasarkan perundang-undangan yaitu, dilaksanakan
oleh pemerintah pusat maupun daerah dengan porsi masing- masing.
Secara teoritis, kewenangan bersumber dari peraturan perundang-
undangan yang dapat diperoleh melalui tiga cara yaitu:

Pertama, Atribusi, Indroharto menyatakan bahwa, atribusi
merupakan pemberian wewenang dari pemerintah yang baru oleh suatu
ketentuan perundang-undangan baik dilakukan oleh original legislator
ataupun delegated legislator.(Indroharto, 2000).

Kedua, Delegasi, HD. Van Wijk menyatakan bahwa, delegasi
merupakan penyerahan wewenang dalam pemerintah dari suatu badan
atau pejabat pemerintahan lain. Ketiga, Mandat, berbeda dengan yang
sebelumnya pemberian mandate tetap berwenang untuk melakukan
sendiri wewenangnya jika dia menginginkan dan juga memberi petunjuk
kepada mandataris terkait apa yang diinginkannya.

5. Analisis keberlanjutan SDA

Pengelolaan sumber daya air semakin hari semakin meningkat
dan dihadapkan oleh berbagai permasalahan Adanya permasalahan
umum dalam pengelolaan sumber daya air pada dasarnya terdiri dari tiga
aspek mencakup kekurangan air, banyak air dan pencemaran air.
Peningkatan kebutuhan air telah menyebabkan eksploitasi sumber daya
air secara berlebihan sehingga dapat menyebabkan adanya penurunan
daya dukung lingkungan sumber daya air yang akhirnya dapat
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menurunkan pasokan air. Gejala degradasi fungsi lingkungan sumber
daya air disini ditandai dengan fluktuasi debit air pada musim hujan
kemarau yang dimana semakin tajam, berkurangnya kapasitas waduk dan
pencemaran air. Pengelolaan sumber daya air diperlukan adanya
pengarahan guna untuk mewujudkan adanya sinergi maupun keterpaduan
secara harmonis antara wilayah, sektor maupun antar generasi.
Pengelolaan sumber daya air dalam pemerintahan tidak boleh
memandang air untuk komoditas ekonomi saja akan tetapi, juga dilihat
dari operasi maupun pemeliharaannya (RAZI, n.d.). Permasalahan utama
yang mendukung adanya pengelolaan lingkungan disebabkan adanya
penanganan yang terfragmentasi baik dalam proses perencanaan maupun
pelaksanaannya. Dimana masing- masing sektor berjalan sendiri tanpa
ada mempertimbangkan terlebih dahulu (I. Mawardi, 2008). Oleh sebab
itu perlu adanya pendekatan terpadu dan juga tetap memperhatikan
keseimbangan antara pendayagunaan maupun konservasi antar wilayah,
antar sektor, antar hulu dan hilir. Prinsip dan proses dari Pengolahan
Daerah Aliran Sungai secara Terpadu (Integrated Watershade
Management) di mana hal tersebut juga mencakup adanya aspek
kebijakan dan peraturan perundang- undangan, kelembagaan,
perencanaan, dan manajemen yang perlu diterapkan.

B. DIGITALISASI PROSES PRODUKSI SDA

Indonesia merupakan negara dengan potensi sumber daya alam
yang khas dan unik untuk setiap wilayahnya. Hal tersebut seharusnya
dapat dimanfaatkan oleh para penduduk untuk mendukung kelangsungan
hidup untuk meningkatkan kesejahte-raan ekonomi masyarakat setempat
melalui pengembangan ekonomi kreatif (Nurhayati, 2019).

Ekonomi kreatif telah menjadi salah satu sector yang semakin
penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Produk-produk ekonomi
kreatif mencakup berbagai bidang, seperti seni, budaya, mode, desain,
kuliner dan lainnya (Sitorus, et al.,2023). Pengembangan ekonomi kreatif
perlu didukung oleh beberapa sector lainnya, salah satunya adalah
pameran digital (digital marketing). Digital marketing membuka peluang
besar bagi pelaku ekonomi kreatif untuk memanfaatkan kelebihan ini
dalam mempromosikan produk kreatif mereka kepada konsumen yang
lebih luas dan beragam (Sonni & Ichzza, 2020).

Desa Pringgasela merupakan salah satu daerah yang memiliki
potensi sector tersebut. Desa Pringgasela yang terletak di Kecamatan
Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat
merupakan salah satu desa dengan kekayaan budaya, sumber daya alam
dan potensi ekonomi yang luar biasa. Desa ini memiliki luas wilayah
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3,16 Km2 dan secara administratif terbagi menjadi tujuh dusun, yaitu
Dasan sadar, Dasan sadar utara, Tempasan, Gubuk Daya, Gubuk Baret,
Gubuk Baret Selatan dan Otak Reban (BPS, 2015). Hasl observasi
menunjukkan bahwa desa ini memiliki potensi hasil alam di bidang
pertanian dengan ditandai dengan luasnya perkarangan mulai dari sawah
dan kebun. Sehingga sumber perncaharian utama dari masyarakat adalah
sebagian besar menjadi petani. Sebagian besar dusun yang berada di desa
Pringgasela ini terkenal dengan kekayaan hasil perkebunannya terutama
buah nanas dan tanaman singkong. Tanaman tersebut tidak hanya unggul
dalam segi rasa dan manfaatnya tetapi juga memiliki potensi besar jika
diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi. Akan tetapi, masyarakat
menghadapi sejumlah kendala dalam mengembangkan hasil pertanian
mereka. Beberapa tantangan utama meliputi kurangnya pengetahuan
dalam teknik pengolahan produk, keterbatasan akses teknologi modern
serta minimnya pemahaman tentang branding dan sertifikasi. Selain itu,
pemasaran masih dilakukan secara tradisional, sehingga produk local
sulit menjangkau pasar yang lebih luas.

1) Proses produksi SDA (Sirup Nanas)
* Alat dan Bahan

Alat yang di butuhkan dalam pembuatan produk antara lain:
baskom, blender, panic, pasca maker, pisau, saringan, sendok
sayur dan wajan.

Bahan yang dibutuhkan antara lain: nanas, air, gula, garam,
kayu manis, natrium karboksimetil selulosa (Na-CMC),
natrium benzoate, daun singkong, tepung terigu dan margarin.

* (Cara Pembuatan
1. Sirup nanas
Potong dan cuci bersih nanas yang telah dikupas
Tambahkan gula dan tutup rapat, diamkan hingga 24 jam.

Blender nanas dan larutan gula yang dihasilkan hingga halus
sempurna. Larutkan Na-CMC, natrium benzoate dan garam
ke dalam air dan rebus hingga mendidih.

Tambahkan nanas yang telah halus dan masak hingga
mengental.

2. Selai nanas

Potong dan cuci bersih nanas yang telah dikupas
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Blender nanas dan tambahkan gula
Tuangkan ke dalam wajan dan masak dengan api kecil

Tambahkan kayu manis dan larutan Na-CMC, natrium
benzoate dan garam ke dalam air dan rebus hingga mendidih

3. Keripik daun singkong
Siapkan tepung terigu margarin dan garam
Tambahkan daun singkong yang sudah di blender
Tuang air, aduk rata
Lanjut uleni dengan tangan hingga kalis
Iris tipis menjadi beberapa bagian, lalu pipihkan
Gilas dengan pasta maker
Potong kembali dengan sesuai selera
Goreng hingga kecoklatan

Sosialisasi ekonomi kreatif dan digital marketing kegiatan ini
dilakukan sebagai pengenalan terhadap potensi yang dapat dimanfaatkan
oleh masyarakat agar dapat melihat berbagai macam peluang yang ada
disekitar mereka serta pengenalan dan digital marketing.

1. inovasi dan sosialisasi ekonomi kreatif dan digital marketing

Inovsi produk sirup nanas, selai nanas dan keripik daun singkong
dilakukan karena melihat potensi sumber daya alam dari buah nanas dan
daun singkong yang melimpah di daerah sasaran. Sirup adalah sejenis
minuman ringan berupa larutan kental dengan cita rasa yang berbeda
serta memiliki aroma khas yang mampu memberikan kesegaran bagi
orang yang mengkonsumsinya (Breeme et al,2021). Selai adalah salah
satu jenis makanan awetan berupa buah buahan yang sudah dihancurkan
dan ditambahkan dengan gula lalu dimasak hingga kental atau beberntuk
setengah padat (Pramono et al,2018). Sedangkan keripik pangsit adalah
adalah salah satu jenis cemilan yang bercitarasa gurih dan renyah
(Syukrina,2020). Pemanfaatan nanas menjadi sirup dan selai nanas serta
daun singkong menjadi keripik pangsit diharapkan dapat menaikkan nilai
jualnya masing-masing.

Umumnya produk local hanya dibungkus dengan plastic
tranparans tanpa label dan informasi apapun, hal tersebut memberikan
kesan yang kurang menarik. Produk seharusnya memiliki desain
kemasan yang cukup menarik, karena salah satu elemen dalam visual
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produk adalah kemasan (Erlyana,2018). Maka dari itu, program yang
berupa pengolahan kegiatan nanas dan daun singkong tersebut dimulai
dengan proses pembuatan produk, pembuatan kemasan produk dan
pengenalan kepada masyarakat. Adapun strategi yang berorientasi pada
inovasi, pengembangan produk, diferensiasi produk dan digitalisasi
pemasaran dapat membantu masyarakat memunculkan ide ide baru
disetiap penyusunan dan strategi pemasaran (Rahayu dan Imam,2022).

C. SDM DI ERA SMART MINING, SMART FARMING, SMART
FORESTRY

1. SDM di era Smart Farming
* Keterampilan dan kompentensi

SDM pertanian harus menguasai teknologi digital seperti loT, Al,
Big data, sensor cerdas dan robotika untuk mengoptimalkan
produksi dan efisiensi pertanian.

* Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan vokasi dan kolaborasi antara akademisi, industri dan
pemerintah penting untuk menghasilkan SDM yang adaftif dan
kompeten dalam smart Farming.

* Peran SDM

Berperan dalam mengelola data real-time dari sensor untuk
pengembilan keputusan yang tepat terkait irigasi, pemupukan dan
pengendalian hama, sehingga meningkatkan produktifitas dan
berkelanjutan.

* Teknologi pendukung

Pengguna cloud computing, edge computing, blockhain dan
decision support system (DSS) membantu SDM dalam mengelola
data dan membuat keputusan berbasis analitik yang akurat.
Manfaat bagi SDM

Smart farming membantu SDM petani menurunkan biaya
produksi, mengurangi risiko kegagalan panen dan meningkatkan
kualitas hasil panen melalui data dan analisis yang mendalam.

* Contoh inplementasi
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Penggunaan robot dan Al dalam peternakan untuk membantu
kesehatan dan otomatisasi proses seperti pemberian pakan dan
pemerasahan susu.

2. SDM di era smart mining

Meskipun sumber spesifik tentang SDM smart mining tidak
ditemukan dalam hasil pencarian, secara umum SDM smart mining perlu
menguasai teknologi digital seperti loT, Al, Big data, operasi tambang
secara efisien dan aman. SDM harus mampu mengelola data besar dari
sensor tambang, melakukan analisis prediktif dan mengoperasikan alat
tambang otomatis untuk meningkatkan produktifitas dan keselatan kerja.
Pengembangan SDM smart mining juga melibatkan pelatihan teknis dan
adaptasi terhadap teknologi yang baru yang terus berkembang.

3. SDM di era smart forestry

Berdasarkan literatur smart agriculture yang juga mencakup
smart forestry, SDM di bidang kehutanan perlu menguasai teknologi
digital seperti remote sensing, loT dan Al untuk pemantauan hutan secara
real-time dan pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan. SDM
juga harus mampu mengintegrasikan data dari berbagai sumber (sensor
tanah, udara, satelit) untuk pengambilan keputusan yang mendukung
konservasi dan produktifitas hutan. Pengembangan SDM smart forestry
ini juga menuntut kemempuan dalam menggunakan flatform digital
terpadu untuk mengelola data lingkungan dan produksi kehutanan secara
efisien. Secara umum, pengembangan SDM di era smart mining, farming
dan smart forestry ini menuntut peningkatan kompetensi digital dan
teknis, analisis data, serta adaptasi terhadap teknologi canggih untuk
mendukung prodktivitas, efisiesnsi dan keberlanjutan sector terkait. Era
smart forestry adalah era di mana pengelolaan hutan bertransformasi
secara fundamental melalui integrasi teknologi digital canggih. Ini bukan
hanya tentang menggunakan alat baru, tetapi tentang pendekatan yang
lebih cerdas, efisien, dan berkelanjutan dalam menjaga dan
memanfaatkan hutan. Untuk mencapai hal ini, peran SDM menjadi
sangat krusial, bukan sebagai operator manual, melainkan sebagai
pengelola data, analisis, dan pengambil keputusan yang Dberbasis
teknologi.

D. RISET TERAPAN DALAM INDUSTRI SDA

Riset terapan dalam industri Sumber Daya Alam (SDA) berfokus
pada pengembangan solusi praktis untuk tantangan yang dihadapi sektor
ini. Tujuannya adalah menjembatani kesenjangan antara penemuan
ilmiah dan implementasi di lapangan, sehingga menghasilkan
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peningkatan efisiensi, keberlanjutan, dan profitabilitas. Industri SDA,
yang meliputi pertambangan, minyak dan gas, kehutanan, perikanan,
serta pertanian, sangat bergantung pada inovasi untuk menghadapi
berbagai isu kompleks.

Pengaruh industri pertambangan nikel terhadap lingkungan maritim di
kabupaten morowali

Pemerintah berkeinginan memanfaatkan kekayaan sumber nikel
Indonesia yang merupakan salah satu komponen penting dalam
pembuatan baterai kendaraan listrik. Sumber daya tersebut melimpah di
wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan
Maluku Utara. Salah satunya di Kabupaten Morowali, yang kini
eksplorasinya terkonsentrasi di Indonesia Morowali Industrial Park
(IMIP). Namun, misi mendukung konversi energi beremisi menjadi
energi bersih dengan mengorbankan kondisi lingkungan hidup dibayar
dengan tingginya deforestasi dan rusaknya ekosistem laut menjadi tidak
sebanding. Melalui studi kasus, studi literatur, observasi masalah, dan
analisis yang melibatkan elaborasi dari literatur dan masalah yang terjadi
tulisan ini akan melihat kondisi maritim Morowali di tengah
meningkatnya aktivitas tambang nikel. Lebih dari 20 perusaahan
tambang dan pengolahan nikel beroperasi di IMIP dengan jutaan ton hasil
yang ditambang dan diproses. Sayangnya, manajemen pembuangan
tailing (lumpur sisa ekstrak bijih nikel) dilakukan kurang optimal. Tailing
rentang mengalami upwelling dan dapat menyebabkan sedimentasi yang
meluas. Meski limbah diolah untuk menurunkan kadarnya di bawah
ambang batas yang disarankan, cemaran logam berat tersebut dapat
terakumulasi pada biota laut yang dapat memicu biomagnifikasi dalam
rantai makanan ekosistem laut. Dampak nyata dari pembuangan limbah
adalah sedimentasi pesisir Morowali. Hutan mangrove dan laut pesisir
Morowali yang menjadi rumah bagi sumber daya perikanan rusak dan
mengakibatkan nelayan mengalami penurunan pendapatan. Nelayan kini
harus melaut lebih jauh untuk mendapat ikan. Aktivitas tambang nikel
telah menimbulkan dampak pada lingkungan maritim Morowali. Sudah
seharusnya setiap rencana penambangan dipikirkan manajemen limbah
dan dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkannya sehingga
keseimbangan tetap terjadi.

a. Industri Pertambangan Nikel

Mengacu pada data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM), Indonesia memiliki kekayaan 72 juta nikel atau
mencapai 52% cadangan nikel dunia. Sumber daya nikel tersebut
khususnya terkonsentrasi di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan,
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dan Maluku utara yang dperkirakan mengandung 90% seluruh
cadangan nikel Indonesia. Setidaknya 74 perusahaan telah
memiliki ijin wilayah pertambangan di Sulawesi. Puluhan
perusahaan tersebut diantaranya berada di Kabupaten Morowali,
Sulawesi Tengah tepatnya di Indonesia Morowali Industrial Park
(IMIP) menjadi lokasi pertambangan nikel terbesar di dunia. IMIP
merupakan hasil kerjasama Indonsesia dan China untuk
menghasilkan hilirisasi nikel. IMIP merupakan kawasan industri
pengolahan nikel atau smelter yang dibangun oleh PT Sulawesi
Mining Investment yang merupakan perusahaan gabungan antara
perusahaan lokal di Morowali dengan perusahaan BUMN dan
perusahaan dari China. IMIP beroperasi sejak 2015 dan kini sudah
lebih dari 20 perusahaan pengolah nikel yang beroperasi di
kawasan industri tersebut . Industri pertambangan di kawasan
Morowali disebut menghasilkan 2 juta ton feronikel berkadar
rendah per tahun, 3 juta ton per tahun stainless steel, 700 ribu ton
coldrolling, dan 3,5 juta ton carbon steel.

Aktivitas penambangan dan peleburan nikel semakin gencar
bersamaan dengan naiknya tren penggunaan kendaraan listrik.
Dampak positif keberadaan IMIP diantaranya meningkatkan
tingkat perekonomian masyarakat sekitar, yaitu terserapnya tenaga
kerja dari masyarakat sekitar IMIP.

b. Efek aktivitas tambang nikel

Morowali menjadi salah satu daerah penghasil nikel terbesar di
dunia. Sekaligus menjadikan pesisir Morowali juga merupakan
lokasi dumping limbah tambang terbesar di dunia. Dalam
laporannya, WALHI region Sulawesi menyampaikan bahwa
bersamaan  dengan  menggenjot  pertumbuhan  industri
pertambangan nikel hulu hingga hilir, juga terjadi kerusakan
lingkungan,  deforestasi,  pencemaran  lingkungan, dan
terdampaknya ribuan rakyat. Peningkataan produksi nikel
berpotensi menyebabkan bencana sosial-ekologis bagi Sulawesi.
Hampir setiap tahun terdengar rencana penambahan smelter baru,
dan selalu muncul pertanyaan "Ke mana limbah akan dibuang?".
Baik aktivitas tambang maupun pengolahan nikel menghasilkan
limbah yang berdampak bagi lingkungan jika dibuang dengan asal-
asalan. Deep-sea tailings disposal (DSTD) atau pembuangan
tailing laut dalam berdampak buruk terhadap ekosistem dan
mengancam sumber mata pencaharian nelayan lokal. Metode
DSTD merupakan cara yang cukup banyak digunakan dalam
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pembuangan limbah smelter. Secara praktik, jaringan pipa akan
melepaskan tailing pada kedalaman 150-250 meter di bawah
permukaan laut dan dianggap akan tenggelam ke dasar laut hingga
kedalaman satu kilometer. DSTD merupakan opsi paling hemat
biaya dibanding membangun bendungan tailing atau bahkan
investasi yang besar untuk membangun pengolahan limbah.
Dampak pembuangan limbah tailing ke laut diantaranya:

- Pendangkalan dan perubahan bentang alam dasar laut
- Penurunan kesuburan perairan
- Hilangnya keanekaragaman hayati
¢. Dampak bagi Ekosistem dan kehidupan maritim morowali

Perairan Morowali terletak di dalam segitiga biodiversitas koral,
rumah bagi berbagai jenis koral yang terancam. Terumbu karang
merupakan habitat bagi berbagai sumber daya laut bernilai
ekonomi. Ribuan keluarga bergantung pada sumber daya laut
tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Nelayan kini
harus melaut lebih jauh dari biasanya. Limbah tambang nikel
merusak terumbu karang lebih cepat. Belum lagi limpasan limbah
air dari pembangkit listrik batu bara kawasan IMIP mencemari
pesisir terdekat. Tambang nikel seperti aktivitas ekstraktif lainnya
yang rakus lahan dan menurunkan daya dukung lingkungan. Di
daratan, deforestasi terjadi sejak satu dekade terakhir yang
menyebabkan tututpan hutan primer semakin tergerus. Di lautan,
pembuangan hasil samping aktivitas pertambangan mengancam
ekosistem dan berpotensi mencemari sumber daya perikanan.
Sehingga aktivitas tambang sulit terhindarkan dari terjadinya
pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan menurut definisi
dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan hidup adalah masuk atau
dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau kompoen lain
ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga
melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

d. Dampak bagi nelayan

Sejak IMIP beroperasi, nelayan mengalami penurunan hasil
tangkapan. Metode tangkap yang digunakan juga tidak lagi efektif.
Sebagian lainnya tetap melaut meski harus menempuh jarak yang
lebih jauh untuk menangkap ikan. Selain itu keragaman ikan juga
menurun karena perkembangbiakkannya juga terganggu. Tidak
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sedikit nelayan yang beralih menjadi pegawai tambang.
Penyerapan tenaga kerja oleh perusahaan pertambangan atau
pendukungnya mengubah mata pencaharian masyarakat yang
sebelumnya bertani, berladang, dan melaut bergeser. Ekosistem di
salah satu desa di Kabupaten Morowali, yaitu Desa Laroenai
mengalami  sedimentasi sehingga hutan mangrove yang
sebelumnya dimanfaatkan sebagai lokasi budidaya kepiting rusak.
Sedimen berasal dari lumpur sisa pertambangan yang terbawa
aliran sungai dan mengendap di hutan mangrove. Pembuangan
limbah air panas di laut Desa Fatufia dari aktivitas PLTU membuat
kenaikan suhu air laut sehingga hasil tangkapan nelayan dan
aktivitas keramba jaring ikan terganggu. Nelayan tidak hanya
terdampak atas limbah yang dibuang, tetapi juga tingginya
aktivitas kapal bongkar muat hasil tambang. Berbagai peristiwa
kebocoran tongkang dan tumpahan ore di wilayah laut Morowali
terindikasi menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali juga telah
memanggil sejumlah perusahaan yang bertanggungjawab. Namun,
panggilan tidak dihiraukan. Meskipun akhirnya telah melakukan
proses pemulihan, tetapi diyakini upaya yang dilakukan tidak akan
cukup karena terumbu karang memerlukan waktu bertahun-tahun
untuk benarbenar pulih.

E. KOLABORASI AKADEMIK DAN INDUSTRI SDA

Kolaborasi antara akademisi (perguruan tinggi dan lembaga
penelitian) dan industri Sumber Daya Alam (SDA) adalah kunci penting
untuk memajukan sektor ini, terutama di Indonesia yang kaya akan SDA.
Sinergi ini menciptakan ekosistem inovasi yang saling menguntungkan,
mendorong pengembangan teknologi, peningkatan efisiensi, dan praktik
yang lebih berkelanjutan.

1. Manfaat kolaborasi dan industri SDA

Peningkatan inovasi dan riset terapan: Kolaborasi antara
akademisi (perguruan tinggi dan lembaga penelitian) dan industri
Sumber Daya Alam (SDA) adalah kunci penting untuk memajukan
sektor ini, terutama di Indonesia yang kaya akan SDA. Sinergi ini
menciptakan ekosistem inovasi yang saling menguntungkan, mendorong
pengembangan teknologi, peningkatan efisiensi, dan praktik yang lebih
berkelanjutan.
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* Pengembangan sumber daya manusia berkualitas

Bagi mahasiswa: Mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk
terlibat dalam proyek riset nyata, magang, dan belajar langsung
dari praktisi industri. Ini membekali mereka dengan keterampilan
praktis dan pemahaman mendalam tentang kebutuhan industri,
sehingga lulusan lebih siap kerja. Program seperti Merdeka
Belajar Kampus Merdeka (MBKM) sangat mendukung kolaborasi
ini.

Bagi industri: Industri dapat mengidentifikasi dan merekrut
talenta-talenta muda terbaik, serta mendapatkan akses ke keahlian
spesialis dari dosen dan peneliti untuk memecahkan masalah
kompleks.

* Akses teknologi dan pengetahuan terbaru: Akademisi dapat
memperbarui kurikulum dan metode pengajaran mereka sesuai
dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri.
Sebaliknya, industri mendapatkan akses ke hasil penelitian
mutakhir dan teknologi baru yang dikembangkan di lingkungan
akademik.

* Efiensi biaya dan waktu riset: Dengan berbagi sumber daya,
fasilitas, dan keahlian, kolaborasi dapat mengurangi biaya riset dan
mempercepat proses pengembangan solusi baru. Industri bisa
menghindari pembangunan infrastruktur riset yang mabhal,
sementara akademisi mendapatkan dukungan finansial dan data
lapangan.

* Peningkatan berkelanjuutan dan bertanggung jawab social: Riset
kolaboratif dapat fokus pada pengembangan praktik penambangan
yang lebih ramah lingkungan, pengelolaan limbah yang efektif,
atau teknologi energi terbarukan. Ini membantu industri mencapai
tujuan keberlanjutan dan meningkatkan citra perusahaan.

* Dukungan Kebijakan dan Regulasi: Hasil riset kolaboratif yang
solid dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan dan regulasi
yang lebih baik di sektor SDA, menciptakan lingkungan yang
kondusif bagi pertumbuhan industri yang bertanggung jawab.

2. Bentuk bentuk kolaborasi

* Proyek Riset Bersama: Akademisi dan industri bekerja sama
dalam proyek penelitian dan pengembangan (R&D) yang didanai
bersama atau didukung oleh pemerintah.
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Program Magang dan Praktik Kerja Lapangan: Mahasiswa
ditempatkan di perusahaan SDA untuk mendapatkan pengalaman
langsung.

Pusat Unggulan atau Laboratorium Bersama: Pembentukan
fasilitas riset bersama yang didukung oleh kedua belah pihak.

Kuliah Tamu dan Pelatihan: Profesional industri memberikan
kuliah atau pelatihan di kampus, sementara akademisi memberikan
pelatihan khusus kepada karyawan industri.

Pemberian Beasiswa dan Hibah Penelitian: Perusahaan
menyediakan dana bagi mahasiswa atau peneliti yang berfokus
pada topik relevan dengan industri SDA.

Konsultasi dan Ahli: Akademisi bertindak sebagai konsultan bagi
perusahaan untuk memecahkan masalah teknis atau strategis.

Pengembangan Kurikulum: Industri memberikan masukan untuk
penyusunan atau pembaruan kurikulum di perguruan tinggi agar
sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Contoh Kolaborasi di Indonesia

Di Indonesia sudah banyak contoh kolaborasi yang terjadi, khususnya di
sector pertambangan:

ITB (Institut Teknologi Bandung) dan PT Bukit Asam/PT IMIP:
Berbagai kerja sama telah terjalin, mulai dari riset inovasi produk
pertambangan, pengembangan teknologi, program magang, hingga
beasiswa.

Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Perusahaan Pertambangan:
UGM aktif menjalin kerja sama untuk program magang
mahasiswa di industri pertambangan, seperti dengan HPU.

Universitas Hasanuddin (Unhas) dan PT Tiran/PT Vale/Huayou
Indonesia: Fakultas Teknik Unhas menjalin kerja sama untuk
program magang dan penguatan kolaborasi pendidikan di bidang
pertambangan nikel, yang sangat relevan dengan potensi di
Indonesia Timur.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan Industri: BRIN
menyediakan fasilitas pendanaan dan mendorong pusat kolaborasi
riset dengan industri untuk berbagai sektor, termasuk SDA.
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F. STUDI KASUS: PERAN INOVATOR MUDA DALAM
AGROINDUSTRI

Peran inovator muda dalam industri Sumber Daya Alam (SDA)
dan agroindustri semakin krusial, terutama di negara berkembang seperti
Indonesia yang memiliki potensi besar di kedua sektor ini. Mereka
membawa perspektif segar, keakraban dengan teknologi baru, dan
semangat kewirausahaan untuk menciptakan solusi inovatif terhadap
tantangan yang ada.

a. Melek Teknologi dan Digital: Generasi muda tumbuh bersama
teknologi digital, kecerdasan buatan (Al), data besar, dan Internet
of Things (IoT). Kemampuan ini memungkinkan mereka
mengintegrasikan solusi digital ke dalam proses SDA dan
agroindustri yang seringkali masih tradisional.

b. Berpikir di Luar Kotak: Inovator muda cenderung tidak terikat
oleh  cara-cara lama, memungkinkan mereka  untuk
mengidentifikasi masalah yang terlewatkan dan menciptakan
solusi yang radikal atau transformatif.

c. Fokus pada Keberlanjutan: Banyak inovator muda memiliki
kesadaran tinggi akan isu lingkungan dan sosial, mendorong
mereka untuk mengembangkan solusi yang tidak hanya efisien
tetapi juga berkelanjutan dan bertanggung jawab.

d. Agilitas dan Adaptasi: Mereka seringkali lebih lincah dalam
beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi, mampu
mengembangkan prototipe dan menguji ide dengan cepat.

e. Semangat Kewirausahaan: Dorongan untuk menciptakan startup
dan bisnis baru membawa energi dan investasi ke sektor SDA dan
agroindustri, membuka lapangan kerja, dan mendorong
pertumbuhan ekonomi.

Studi Kasus 1: Inovasi Pertanian Cerdas (Agroindustri)

Latar Belakang: Sektor pertanian di Indonesia menghadapi tantangan
seperti produktivitas rendah, dampak perubahan iklim, keterbatasan
lahan, dan kurangnya akses petani ke informasi dan teknologi.

Inovator Muda: Sekelompok mahasiswa dan lulusan muda dari jurusan
pertanian dan teknologi informasi di sebuah universitas.

Peran Inovator Muda: Mereka mengamati bahwa banyak petani kecil
kesulitan mengoptimalkan panen karena kurangnya data mengenai
kondisi tanah, cuaca, dan kesehatan tanaman secara real-time. Mereka
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mendirikan sebuah startup bernama "AgriTech Nusantara" dengan visi
untuk memberdayakan petani melalui teknologi.

Inovasi yang Dikembangkan:

Sensor [oT dan Platform Data: Mereka mengembangkan perangkat
sensor IoT murah yang bisa ditempatkan di lahan pertanian untuk
mengumpulkan data kelembaban tanah, suhu, pH, dan paparan
sinar matahari. Data ini kemudian diunggah ke platform cloud
yang dapat diakses melalui aplikasi smartphone.

Analisis Data dan Rekomendasi Al: Dengan memanfaatkan
algoritma machine learning, aplikasi ini menganalisis data sensor
dan data cuaca lokal, kemudian memberikan rekomendasi spesifik
kepada petani mengenai jadwal irigasi optimal, jenis pupuk yang
tepat, dan deteksi dini penyakit tanaman.

Pasar Digital untuk Produk Tani: Mereka juga membangun fitur
pasar digital dalam aplikasi yang menghubungkan petani langsung
dengan pembeli (konsumen, restoran, supermarket), memotong
rantai pasok yang panjang dan meningkatkan pendapatan petani.

Dampak dan Hasil:

Peningkatan Produktivitas: Petani yang menggunakan teknologi
ini melaporkan peningkatan hasil panen hingga 15-20% karena
pengelolaan lahan yang lebih tepat.

Pengurangan Biaya: Penggunaan pupuk dan air menjadi lebih
efisien, mengurangi biaya operasional petani.

Peningkatan Pendapatan Petani: Dengan akses pasar langsung,
margin keuntungan petani meningkat.

Regenerasi Petani: Teknologi ini menarik minat generasi muda
untuk kembali bertani, mengubah citra pertanian dari pekerjaan
tradisional menjadi pekerjaan yang berbasis teknologi.

Dukungan Ekosistem: Keberhasilan AgriTech Nusantara menarik
perhatian investor dan pemerintah, memicu munculnya startup
agritech serupa dan dukungan kebijakan untuk pertanian cerdas.
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BAB 9

TATA KELOLA SDA DAN KAPASITAS SDM
PUBLIK

A. SDM PEMERINTAH DALAM REGULASI SDA

Regulasi Sumber Daya Alam (SDA) merupakan aspek krusial
dalam pembangunan suatu negara, terutama bagi negara-negara yang
kaya akan SDA seperti Indonesia. Pengelolaan SDA yang baik dan
berkelanjutan sangat bergantung pada kualitas regulasi yang ada serta
efektivitas implementasinya. Dalam konteks ini, Sumber Daya Manusia
(SDM) pemerintah memegang peranan sentral sebagai perumus,
pelaksana, pengawas, dan evaluator regulasi SDA. Kualitas SDM
pemerintah, baik dari segi kompetensi, integritas, maupun kapasitas,
secara langsung berkorelasi dengan keberhasilan tata kelola SDA yang
berkeadilan dan berkelanjutan.

1. Peran Kunci SDM Pemerintah dalam Regulasi SDA

Peran SDM pemerintah dalam regulasi SDA dapat diuraikan sebagai
berikut:

Perumus Kebijakan dan Regulasi:

Analisis Kebutuhan dan Isu: SDM pemerintah, khususnya para
perencana dan analis kebijakan di kementerian/lembaga terkait (misalnya
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral, Kementerian Kelautan dan Perikanan),
bertanggung jawab untuk mengidentifikasi kebutuhan regulasi baru atau
revisi regulasi yang sudah ada. Ini melibatkan analisis mendalam
terhadap isu-isu lingkungan, sosial, ekonomi, dan teknis terkait SDA.

Penyusunan Draf Regulasi: Mereka merumuskan draf undang-
undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, hingga keputusan
direktur jenderal yang mengatur pemanfaatan, konservasi, rehabilitasi,
dan pengawasan SDA. Proses ini memerlukan pemahaman yang
mendalam tentang hukum, kebijakan publik, ilmu pengetahuan terkait
SDA, serta aspek-aspek partisipasi publik.
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Harmonisasi dan Sinkronisasi: SDM pemerintah juga berperan
dalam memastikan harmonisasi dan sinkronisasi regulasi SDA antar
sektor dan antar tingkat pemerintahan (pusat dan daerah) untuk
menghindari tumpang tindih atau konflik kewenangan.

Pelaksana Regulasi:

Pemberian Izin dan Lisensi: SDM di instansi pemerintah yang
berwenang (misalnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu — DPMPTSP, Dinas Kehutanan, Dinas Pertambangan)
bertanggung jawab dalam proses pemberian izin dan lisensi pemanfaatan
SDA, seperti izin usaha pertambangan, hak guna usaha perkebunan, atau
izin pemanfaatan hasil hutan. Proses ini harus dilakukan secara
transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Penetapan Standar dan Norma: Mereka menetapkan standar
teknis, baku mutu lingkungan, dan norma-norma lain yang harus dipatuhi
oleh pelaku usaha maupun masyarakat dalam pengelolaan SDA.

Pengembangan Kapasitas: SDM pemerintah di daerah juga
berperan dalam melakukan pembinaan dan pendampingan kepada
masyarakat dan pelaku usaha agar dapat mematuhi regulasi SDA yang
berlaku.

Pengawas dan Penegak Hukum:

Inspeksi dan Monitoring: SDM pemerintah, terutama para
inspektur dan pengawas lapangan, melakukan inspeksi dan monitoring
terhadap kegiatan pemanfaatan SDA untuk memastikan kepatuhan
terhadap regulasi. Ini termasuk pemantauan lingkungan, kepatuhan
terhadap rencana kerja, dan kepatuhan terhadap standar keselamatan.

Penegakan Hukum: Apabila ditemukan pelanggaran, SDM
pemerintah yang berwenang (misalnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil —
PPNS) akan melakukan tindakan penegakan hukum, mulai dari teguran,
denda, pembekuan izin, hingga pencabutan izin, bahkan proses pidana
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Penyelesaian Sengketa: SDM pemerintah juga dapat berperan sebagai
mediator atau fasilitator dalam penyelesaian sengketa terkait
pemanfaatan SDA antara berbagai pihak.

Evaluator dan Pengembang Regulasi:

Evaluasi Efektivitas Regulasi: SDM pemerintah secara berkala
melakukan evaluasi terhadap efektivitas regulasi SDA yang sudah
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berjalan. Evaluasi ini melihat apakah tujuan regulasi tercapai, apakah ada
dampak yang tidak diinginkan, dan apakah perlu dilakukan revisi.

Rekomendasi  Perbaikan: Berdasarkan hasil evaluasi, mereka
merumuskan rekomendasi untuk perbaikan regulasi, baik melalui
perubahan substansi, penyempurnaan prosedur, maupun peningkatan
kapasitas SDM pelaksana.

Adaptasi terhadap Perubahan: Mereka juga harus responsif terhadap
perubahan kondisi lingkungan, teknologi, sosial, dan ekonomi yang
memerlukan adaptasi regulasi SDA.

2. Tantangan bagi SDM Pemerintah dalam Regulasi SDA

Meskipun perannya sangat vital, SDM pemerintah dalam regulasi
SDA menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

Keterbatasan Kapasitas dan Kompetensi: Tidak semua SDM
pemerintah memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang
memadai dalam bidang-bidang spesifik SDA, seperti hidrologi,
kehutanan, geologi, atau ekologi. Pelatihan dan pendidikan berkelanjutan
seringkali masih kurang optimal.

Integritas dan Akuntabilitas: Potensi korupsi dan kolusi dalam
proses perizinan dan pengawasan SDA masih menjadi isu serius. Hal ini
dapat merusak efektivitas regulasi dan menyebabkan kerusakan
lingkungan serta kerugian negara.

Koordinasi dan Sinergi: Fragmentasi kewenangan antar
kementerian/lembaga dan antar tingkat pemerintahan seringkali
menghambat koordinasi dan sinergi dalam perumusan dan implementasi
regulasi SDA.

Tekanan Politik dan Ekonomi: SDM pemerintah seringkali
menghadapi tekanan dari berbagai kepentingan politik dan ekonomi yang
dapat mempengaruhi objektivitas dalam pengambilan keputusan terkait
SDA.

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi: Cepatnya
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan SDA
memerlukan SDM pemerintah yang adaptif dan mampu mengadopsi
inovasi.

Keterlibatan Multi-Pihak: Mengelola regulasi SDA melibatkan
banyak pemangku kepentingan (masyarakat adat, komunitas lokal, LSM,
sektor swasta, akademisi) yang memerlukan kemampuan SDM
pemerintah dalam komunikasi, negosiasi, dan fasilitasi.
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3. Solusi dan Rekomendasi

Untuk meningkatkan peran SDM pemerintah dalam regulasi
SDA, beberapa solusi dan rekomendasi dapat dipertimbangkan:

Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi:

Pelatihan Berkelanjutan: Mengadakan pelatihan dan pendidikan
berkelanjutan yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi di bidang SDA.

Sertifikasi Kompetensi: Mendorong program sertifikasi kompetensi bagi
SDM yang terlibat langsung dalam pengelolaan SDA.

Kerja Sama dengan Akademisi dan Pakar: Membangun
kolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian untuk riset
dan pengembangan kapasitas SDM.

Penguatan Integritas dan Akuntabilitas:

Sistem Pengawasan Internal yang Kuat: Membangun sistem
pengawasan internal yang efektif dan penegakan kode etik yang tegas.

Transparansi dan Partisipasi Publik: Meningkatkan transparansi
dalam proses perizinan dan pengawasan, serta membuka ruang partisipasi
publik yang lebih luas.

Sistem Reward and Punishment yang Jelas: Menerapkan sistem
penghargaan bagi SDM berprestasi dan hukuman tegas bagi pelanggar.

Penyempurnaan Tata Kelola:

Penguatan Koordinasi Antar-Lembaga: Membangun mekanisme
koordinasi yang lebih efektif antar kementerian/lembaga dan antar
tingkat pemerintahan.

Pemanfaatan Teknologi Informasi: Menggunakan teknologi
informasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses
perizinan dan pengawasan.

Evaluasi Regulasi Secara Berkala: Melakukan evaluasi regulasi
SDA secara sistematis dan berkala untuk memastikan relevansi dan
efektivitasnya.

Peningkatan Kesejahteraan dan Motivasi:

Gaji dan Tunjangan yang Layak: Memberikan gaji dan tunjangan
yang kompetitif untuk menarik dan mempertahankan SDM berkualitas.
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Jalur Karir yang Jelas: Menyediakan jalur karir yang jelas dan
kesempatan pengembangan diri bagi SDM.

Studi Kasus: Indonesia

Di Indonesia, SDM pemerintah yang terlibat dalam regulasi SDA
tersebar di berbagai instansi, antara lain:

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK):
Bertanggung jawab atas regulasi dan pengelolaan hutan, konservasi
keanekaragaman hayati, pengendalian pencemaran lingkungan, dan
pengelolaan limbah. SDM di KLHK mencakup rimbawan, ahli
lingkungan, penegak hukum lingkungan, dan peneliti.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM):
Bertanggung jawab atas regulasi dan pengelolaan sektor pertambangan
mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, serta
energi baru terbarukan. SDM di ESDM meliputi geolog, insinyur
pertambangan, ahli minyak dan gas, dan ahli energi.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP): Bertanggung jawab
atas regulasi dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. SDM
di KKP mencakup ahli perikanan, ahli kelautan, dan pengawas perikanan.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional (ATR/BPN): Berperan dalam regulasi pertanahan dan tata ruang
yang sangat terkait dengan pemanfaatan SDA.

Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota): Memiliki
kewenangan desentralisasi dalam pengelolaan SDA di wilayahnya,
dengan SDM di dinas-dinas terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup,
Dinas Kehutanan, Dinas ESDM, dan Dinas Perikanan.

Contoh konkret peran SDM pemerintah di Indonesia adalah
penyusunan dan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11
Tahun 2020) yang mengubah banyak regulasi terkait SDA, dengan tujuan
menyederhanakan perizinan. Namun, implementasi-nya memerlukan
SDM pemerintah yang adaptif dan mampu menginterpretasikan aturan-
aturan baru tersebut dengan baik. Contoh lain adalah upaya KLHK dalam
menindak pelaku kejahatan lingkungan, yang melibatkan SDM penyidik
dan pengawas lapangan yang berintegritas.

SDM pemerintah adalah pilar utama dalam keberhasilan regulasi
Sumber Daya Alam. Kualitas SDM, yang mencakup kompetensi,
integritas, kapasitas, dan motivasi, secara langsung menentukan
efektivitas perumusan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi regulasi
SDA. Berbagai tantangan yang dihadapi oleh SDM pemerintah dalam
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konteks ini harus diatasi melalui investasi dalam pengembangan
kapasitas, penguatan integritas, penyempurnaan tata kelola, dan
peningkatan kesejahteraan. Dengan SDM pemerintah yang berkualitas,
pengelolaan SDA yang berkeadilan dan berkelanjutan dapat terwujud,
demi kepentingan generasi sekarang dan mendatang.

B. KORUPSI SDA DAN REFORMASI TATA KELOLA
1. SDM Pemerintah dalam Regulasi Sumber Daya Alam (SDA)

Regulasi Sumber Daya Alam (SDA) merupakan aspek krusial
dalam pembangunan suatu negara, terutama bagi negara-negara yang
kaya akan SDA seperti Indonesia. Pengelolaan SDA yang baik dan
berkelanjutan sangat bergantung pada kualitas regulasi yang ada serta
efektivitas implementasinya. Dalam konteks ini, Sumber Daya Manusia
(SDM) pemerintah memegang peranan sentral sebagai perumus,
pelaksana, pengawas, dan evaluator regulasi SDA. Kualitas SDM
pemerintah, baik dari segi kompetensi, integritas, maupun kapasitas,
secara langsung berkorelasi dengan keberhasilan tata kelola SDA yang
berkeadilan dan berkelanjutan.

2. Peran Kunci SDM Pemerintah dalam Regulasi SDA

Peran SDM pemerintah dalam regulasi SDA dapat diuraikan
sebagai berikut:

Perumus Kebijakan dan Regulasi:

Analisis Kebutuhan dan Isu: SDM pemerintah, khususnya para
perencana dan analis kebijakan di kementerian/lembaga terkait (misalnya
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral, Kementerian Kelautan dan Perikanan),
bertanggung jawab untuk mengidentifikasi kebutuhan regulasi baru atau
revisi regulasi yang sudah ada. Ini melibatkan analisis mendalam
terhadap isu-isu lingkungan, sosial, ekonomi, dan teknis terkait SDA.

Penyusunan Draf Regulasi: Mereka merumuskan draf undang-
undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, hingga keputusan
direktur jenderal yang mengatur pemanfaatan, konservasi, rehabilitasi,
dan pengawasan SDA. Proses ini memerlukan pemahaman yang
mendalam tentang hukum, kebijakan publik, ilmu pengetahuan terkait
SDA, serta aspek-aspek partisipasi publik.

Harmonisasi dan Sinkronisasi: SDM pemerintah juga berperan
dalam memastikan harmonisasi dan sinkronisasi regulasi SDA antar
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sektor dan antar tingkat pemerintahan (pusat dan daerah) untuk
menghindari tumpang tindih atau konflik kewenangan.

Pelaksana Regulasi:

Pemberian Izin dan Lisensi: SDM di instansi pemerintah yang
berwenang (misalnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu — DPMPTSP, Dinas Kehutanan, Dinas Pertambangan)
bertanggung jawab dalam proses pemberian izin dan lisensi pemanfaatan
SDA, seperti izin usaha pertambangan, hak guna usaha perkebunan, atau
izin pemanfaatan hasil hutan. Proses ini harus dilakukan secara
transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Penetapan Standar dan Norma: Mereka menetapkan standar
teknis, baku mutu lingkungan, dan norma-norma lain yang harus dipatuhi
oleh pelaku usaha maupun masyarakat dalam pengelolaan SDA.

Pengembangan Kapasitas: SDM pemerintah di daerah juga berperan
dalam melakukan pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat dan
pelaku usaha agar dapat mematuhi regulasi SDA yang berlaku.

Pengawas dan Penegak Hukum:

Inspeksi dan Monitoring: SDM pemerintah, terutama para
inspektur dan pengawas lapangan, melakukan inspeksi dan monitoring
terhadap kegiatan pemanfaatan SDA untuk memastikan kepatuhan
terhadap regulasi. Ini termasuk pemantauan lingkungan, kepatuhan
terhadap rencana kerja, dan kepatuhan terhadap standar keselamatan.

Penegakan Hukum: Apabila ditemukan pelanggaran, SDM
pemerintah yang berwenang (misalnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil —
PPNS) akan melakukan tindakan penegakan hukum, mulai dari teguran,
denda, pembekuan izin, hingga pencabutan izin, bahkan proses pidana
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Penyelesaian Sengketa: SDM pemerintah juga dapat berperan sebagai
mediator atau fasilitator dalam penyelesaian sengketa terkait
pemanfaatan SDA antara berbagai pihak.

Evaluator dan Pengembang Regulasi:

Evaluasi Efektivitas Regulasi: SDM pemerintah secara berkala
melakukan evaluasi terhadap efektivitas regulasi SDA yang sudah
berjalan. Evaluasi ini melihat apakah tujuan regulasi tercapai, apakah ada
dampak yang tidak diinginkan, dan apakah perlu dilakukan revisi.

Rekomendasi Perbaikan: Berdasarkan hasil evaluasi, mereka
merumuskan rekomendasi untuk perbaikan regulasi, baik melalui
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perubahan substansi, penyempurnaan prosedur, maupun peningkatan
kapasitas SDM pelaksana.

Adaptasi terhadap Perubahan: Mereka juga harus responsif terhadap
perubahan kondisi lingkungan, teknologi, sosial, dan ekonomi yang
memerlukan adaptasi regulasi SDA.

3. Tantangan bagi SDM Pemerintah dalam Regulasi SDA

Meskipun perannya sangat vital, SDM pemerintah dalam regulasi
SDA menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

Keterbatasan Kapasitas dan Kompetensi: Tidak semua SDM pemerintah
memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang memadai
dalam bidang-bidang spesifik SDA, seperti hidrologi, kehutanan,
geologi, atau ekologi. Pelatihan dan pendidikan berkelanjutan seringkali
masih kurang optimal.

Integritas dan Akuntabilitas: Potensi korupsi dan kolusi dalam
proses perizinan dan pengawasan SDA masih menjadi isu serius. Hal ini
dapat merusak efektivitas regulasi dan menyebabkan kerusakan
lingkungan serta kerugian negara.

Koordinasi dan Sinergi: Fragmentasi kewenangan antar
kementerian/lembaga dan antar tingkat pemerintahan seringkali
menghambat koordinasi dan sinergi dalam perumusan dan implementasi
regulasi SDA.

Tekanan Politik dan Ekonomi: SDM pemerintah seringkali
menghadapi tekanan dari berbagai kepentingan politik dan ekonomi yang
dapat mempengaruhi objektivitas dalam pengambilan keputusan terkait
SDA.

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi: Cepatnya
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan SDA
memerlukan SDM pemerintah yang adaptif dan mampu mengadopsi
inovasi.

Keterlibatan Multi-Pihak: Mengelola regulasi SDA melibatkan
banyak pemangku kepentingan (masyarakat adat, komunitas lokal, LSM,
sektor swasta, akademisi) yang memerlukan kemampuan SDM
pemerintah dalam komunikasi, negosiasi, dan fasilitasi.

Solusi dan Rekomendasi

Untuk meningkatkan peran SDM pemerintah dalam regulasi
SDA, beberapa solusi dan rekomendasi dapat dipertimbangkan:
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Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi:

Pelatihan Berkelanjutan: Mengadakan pelatihan dan pendidikan
berkelanjutan yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi di bidang SDA.

Sertifikasi Kompetensi: ~Mendorong program  sertifikasi
kompetensi bagi SDM yang terlibat langsung dalam pengelolaan SDA.

Kerja Sama dengan Akademisi dan Pakar: Membangun
kolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian untuk riset
dan pengembangan kapasitas SDM.

Penguatan Integritas dan Akuntabilitas:

Sistem Pengawasan Internal yang Kuat: Membangun sistem pengawasan
internal yang efektif dan penegakan kode etik yang tegas.

Transparansi dan Partisipasi Publik: Meningkatkan transparansi
dalam proses perizinan dan pengawasan, serta membuka ruang partisipasi
publik yang lebih luas.

Sistem Reward and Punishment yang Jelas: Menerapkan sistem
penghargaan bagi SDM berprestasi dan hukuman tegas bagi pelanggar.

Penyempurnaan Tata Kelola:

Penguatan Koordinasi Antar-Lembaga: Membangun mekanisme
koordinasi yang lebih efektif antar kementerian/lembaga dan antar
tingkat pemerintahan.

Pemanfaatan Teknologi Informasi: Menggunakan teknologi
informasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses
perizinan dan pengawasan.

Evaluasi Regulasi Secara Berkala: Melakukan evaluasi regulasi
SDA secara sistematis dan berkala untuk memastikan relevansi dan
efektivitasnya.

Peningkatan Kesejahteraan dan Motivasi:

Gaji dan Tunjangan yang Layak: Memberikan gaji dan tunjangan
yang kompetitif untuk menarik dan mempertahankan SDM berkualitas.

Jalur Karir yang Jelas: Menyediakan jalur karir yang jelas dan
kesempatan pengembangan diri bagi SDM.

Studi Kasus: Indonesia
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Di Indonesia, SDM pemerintah yang terlibat dalam regulasi SDA
tersebar di berbagai instansi, antara lain:

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK):
Bertanggung jawab atas regulasi dan pengelolaan hutan, konservasi
keanekaragaman hayati, pengendalian pencemaran lingkungan, dan
pengelolaan limbah. SDM di KLHK mencakup rimbawan, ahli
lingkungan, penegak hukum lingkungan, dan peneliti.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM):
Bertanggung jawab atas regulasi dan pengelolaan sektor pertambangan
mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, serta
energi baru terbarukan. SDM di ESDM meliputi geolog, insinyur
pertambangan, ahli minyak dan gas, dan ahli energi.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP): Bertanggung jawab
atas regulasi dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. SDM
di KKP mencakup ahli perikanan, ahli kelautan, dan pengawas perikanan.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional (ATR/BPN): Berperan dalam regulasi pertanahan dan tata ruang
yang sangat terkait dengan pemanfaatan SDA.

Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota): Memiliki
kewenangan desentralisasi dalam pengelolaan SDA di wilayahnya,
dengan SDM di dinas-dinas terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup,
Dinas Kehutanan, Dinas ESDM, dan Dinas Perikanan.

Contoh konkret peran SDM pemerintah di Indonesia adalah
penyusunan dan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11
Tahun 2020) yang mengubah banyak regulasi terkait SDA, dengan tujuan
menyederhanakan perizinan. Namun, implementasi-nya memerlukan
SDM pemerintah yang adaptif dan mampu menginterpretasikan aturan-
aturan baru tersebut dengan baik. Contoh lain adalah upaya KLHK dalam
menindak pelaku kejahatan lingkungan, yang melibatkan SDM penyidik
dan pengawas lapangan yang berintegritas.

SDM pemerintah adalah pilar utama dalam keberhasilan regulasi
Sumber Daya Alam. Kualitas SDM, yang mencakup kompetensi,
integritas, kapasitas, dan motivasi, secara langsung menentukan
efektivitas perumusan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi regulasi
SDA. Berbagai tantangan yang dihadapi oleh SDM pemerintah dalam
konteks ini harus diatasi melalui investasi dalam pengembangan
kapasitas, penguatan integritas, penyempurnaan tata kelola, dan
peningkatan kesejahteraan. Dengan SDM pemerintah yang berkualitas,
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pengelolaan SDA yang berkeadilan dan berkelanjutan dapat terwujud,
demi kepentingan generasi sekarang dan mendatang.

Sumber daya alam adalah anugerah tak ternilai bagi suatu negara,
khususnya Indonesia yang dikenal kaya akan hutan, mineral, batubara,
minyak dan gas bumi, serta sumber daya kelautan. Kekayaan ini
seharusnya menjadi modal utama untuk pembangunan dan kesejahteraan
rakyat. Namun, ironisnya, sektor SDA juga menjadi salah satu arena
paling rawan praktik korupsi. Korupsi SDA bukan hanya merugikan
negara secara finansial, tetapi juga menimbulkan dampak destruktif
terhadap lingkungan, mengikis kepercayaan publik, dan memperburuk
ketimpangan sosial. Oleh karena itu, reformasi tata kelola SDA menjadi
sangat mendesak untuk menciptakan sistem yang transparan, akuntabel,
dan berkelanjutan.

4. Bentuk dan Modus Korupsi SDA

Korupsi di sektor SDA memiliki beragam bentuk dan modus
operandi, seringkali melibatkan kolusi antara oknum pemerintah, swasta,
dan bahkan aktor politik. Beberapa bentuk dan modus yang umum terjadi
meliputi:

Penyalahgunaan Wewenang dalam Perizinan:

Penerbitan Izin Fiktif/Tanpa Prosedur: Pejabat mengeluarkan izin
(misalnya Izin Usaha Pertambangan - IUP, Hak Guna Usaha - HGU
perkebunan, atau izin pemanfaatan hasil hutan) tanpa memenuhi
persyaratan administratif atau teknis yang berlaku, bahkan untuk lahan
yang tumpang tindih atau berada di kawasan lindung.

Percepatan Izin dengan Suap: Pemberian suap untuk
mempercepat proses penerbitan izin atau mendapatkan izin yang
seharusnya tidak layak diberikan.

Perizinan Tumpang Tindih: Sengaja atau tidak sengaja
menerbitkan izin untuk area yang sudah memiliki izin lain, yang
kemudian menjadi lahan sengketa dan berpotensi suap untuk
penyelesaiannya.

Perizinan yang Tidak Sesuai Tata Ruang: Memberikan izin di
wilayah yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, memicu konflik
lahan dan kerusakan lingkungan.

Pengubahan Batas Wilayah/Luas Konsesi: Memanipulasi data
luas atau batas konsesi untuk keuntungan pihak tertentu.

Penggelapan dan Penyelewengan Pendapatan Negara:
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Penghindaran Pajak dan Royalti: Perusahaan SDA (terutama di
sektor pertambangan dan kehutanan) melakukan praktik penghindaran
pajak atau pembayaran royalti yang tidak sesuai dengan jumlah produksi
riil. Ini seringkali didukung oleh oknum petugas pajak atau pengawas.

Manipulasi Data Produksi: Melaporkan data produksi di bawah
jumlah sebenarnya (under-reporting) untuk mengurangi kewajiban
pembayaran pajak dan royalti.

Penyelundupan SDA: Melakukan ekspor SDA secara ilegal tanpa
melalui prosedur resmi dan tanpa membayar pungutan negara.

Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa:

Mark-up Harga: Penggelembungan harga dalam pengadaan
barang dan jasa terkait pengelolaan SDA (misalnya, proyek rehabilitasi
lahan, pengadaan alat berat, pembangunan infrastruktur).

Proyek Fiktif: Melaksanakan proyek fiktif atau proyek yang tidak
sesuai standar spesifikasi untuk mencairkan anggaran.

Korupsi Penegakan Hukum:

Suap untuk Menghindari Sanksi: Pemberian suap kepada aparat
penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, penyidik) untuk menghentikan
kasus, meringankan hukuman, atau membebaskan pelaku kejahatan SDA.

Pembiaran Pelanggaran: Oknum penegak hukum sengaja
membiarkan atau tidak menindak praktik ilegal di sektor SDA karena
menerima gratifikasi atau suap.

Perdagangan Pengaruh (Influence Peddling):

Pemanfaatan posisi atau koneksi politik untuk mempengaruhi
kebijakan atau keputusan terkait SDA demi keuntungan pribadi atau
kelompok.

Dampak Korupsi SDA

Korupsi di sektor SDA memiliki dampak yang masif dan
multidimensional:

Kerugian Ekonomi dan Keuangan Negara:

Hilangnya Pendapatan Negara: Pajak, royalti, dan PNBP
(Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang seharusnya masuk ke kas negara
hilang atau berkurang drastis. Ini menghambat pembangunan
infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor publik lainnya.
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Distorsi Pasar: Praktik korupsi menciptakan persaingan tidak
sehat, menghambat investasi yang jujur, dan menyebabkan perusahaan
yang kompeten kalah dari perusahaan yang memiliki koneksi atau
bersedia menyuap.

Peningkatan Utang Negara: Hilangnya pendapatan membuat
negara harus mencari sumber pendanaan lain, termasuk pinjaman luar
negeri, yang menambah beban utang.

Kerusakan Lingkungan Hidup:

Deforestasi dan Degradasi Lahan: Korupsi dalam perizinan
kehutanan dan perkebunan seringkali berujung pada pembalakan liar,
konversi hutan, dan pembukaan lahan tanpa memperhatikan kaidah
keberlanjutan.

Pencemaran Lingkungan: Pertambangan ilegal atau operasional
yang tidak sesuai standar lingkungan akibat korupsi pengawasan,
menyebabkan pencemaran air, tanah, dan udara yang serius.

Bencana Ekologis: Kerusakan lingkungan akibat korupsi dapat
memicu bencana seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan.

Hilangnya Keanekaragaman Hayati: Kerusakan habitat alami
mengancam kelangsungan hidup flora dan fauna endemik.

Dampak Sosial dan Kemanusiaan:

Konflik Sosial dan Agraria: Tumpang tindih izin, penggusuran
masyarakat adat/lokal, dan perampasan lahan memicu konflik
berkepanjangan.

Kemiskinan dan Ketimpangan: Kekayaan SDA hanya dinikmati
oleh segelintir elite yang korup, sementara masyarakat lokal yang
bergantung pada SDA justru kehilangan mata pencarian dan
terpinggirkan.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM): Korupsi SDA
seringkali disertai dengan pelanggaran HAM, seperti kekerasan,
intimidasi, dan pengabaian hak-hak dasar masyarakat adat.

Menurunnya Kualitas Hidup: Pencemaran dan kerusakan
lingkungan berdampak langsung pada kesehatan masyarakat.

Mengikis Kepercayaan Publik dan Merusak Tata Kelola:

Lemahnya Penegakan Hukum: Korupsi melemahkan sistem
peradilan dan penegakan hukum, menciptakan impunitas bagi pelaku
kejahatan SDA.
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Buruknya Tata Kelola: Korupsi menciptakan tata kelola yang
tidak transparan, tidak akuntabel, dan tidak partisipatif, schingga
kebijakan SDA tidak berpihak pada kepentingan umum.

Erosi Demokrasi: Korupsi SDA dapat mempengaruhi proses
politik, di mana dana hasil korupsi digunakan untuk membiayai
kampanye politik dan membeli suara, merusak integritas demokrasi.

5. Urgensi Reformasi Tata Kelola SDA

Mengingat dampak destruktif korupsi SDA, reformasi tata kelola
menjadi keharusan. Reformasi tata kelola bertujuan untuk menciptakan
sistem yang transparan, akuntabel, partisipatif, adil, dan berkelanjutan.

Pilar-Pilar Reformasi Tata Kelola SDA untuk Pencegahan Korupsi:
Penguatan Kerangka Hukum dan Kebijakan:

Penyelarasan Regulasi: Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan
perundang-undangan di sektor SDA untuk menghilangkan tumpang
tindih, celah hukum, dan potensi diskresi yang rentan korupsi.

Peningkatan Sanksi: Penegakan hukum yang lebih tegas dengan
sanksi yang berat bagi pelaku korupsi SDA, termasuk pemulihan aset
(asset recovery) dan ganti rugi kerusakan lingkungan.

Penyusunan Aturan Pelaksana yang Jelas: Memastikan aturan
pelaksana (Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri) disusun dengan
jelas, tidak multitafsir, dan meminimalisir ruang suap.

Transparansi dan Keterbukaan Informasi:

Penerapan EITI (Extractive Industries Transparency Initiative):
Mendorong transparansi penuh dalam pembayaran dan penerimaan
keuangan dari sektor ekstraktif (pertambangan, migas). Indonesia telah
menjadi negara anggota EITI.

Publikasi Data Perizinan: Membuka data perizinan SDA secara
daring, termasuk lokasi, pemilik izin, luas konsesi, dan masa berlaku izin.
Contoh: One Map Policy di Indonesia yang bertujuan untuk menyatukan
semua peta perizinan SDA.

Pelaporan Produksi dan Penjualan yang Akuntabel: Mewajibkan
perusahaan melaporkan data produksi dan penjualan secara transparan
dan diverifikasi secara independen. Pelaporan LHKPN (Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara): Memperketat pengawasan LHKPN
bagi pejabat yang berwenang dalam perizinan dan pengawasan SDA.
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Akuntabilitas dan Pengawasan:

Penguatan Lembaga Pengawas: Meningkatkan kapasitas dan
independensi lembaga pengawas (BPK, KPK, ombudsman, inspektorat
jenderal) untuk mengaudit dan menginvestigasi kasus-kasus korupsi
SDA.

Reformasi Birokrasi: Menerapkan sistem meritokrasi dalam
penempatan pejabat di sektor SDA, mengurangi peluang nepotisme dan
jual beli jabatan.

Digitalisasi Layanan Publik: Mengadopsi sistem perizinan dan
pengawasan berbasis elektronik untuk mengurangi interaksi langsung
yang berpotensi suap.

Whistleblower Protection: Melindungi pelapor (whistleblower) dari
ancaman dan intimidasi, mendorong partisipasi masyarakat dalam
mengungkap korupsi.

Partisipasi Publik dan Penguatan Masyarakat Sipil:

Keterlibatan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan: Membuka
ruang partisipasi yang bermakna bagi masyarakat adat, komunitas lokal,
dan organisasi masyarakat sipil dalam penyusunan regulasi dan rencana
pengelolaan SDA.

Pengawasan Publik: Mendorong peran aktif masyarakat sipil
sebagai pengawas independen terhadap praktik pengelolaan SDA dan
melaporkan indikasi korupsi.

Edukasi Anti-Korupsi: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang
bahaya korupsi SDA dan hak-hak mereka dalam pengelolaan SDA.

Penegakan Hukum yang Tegas dan Terpadu:

Kerja Sama Antar-Lembaga Penegak Hukum: Memperkuat
koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, KPK, dan lembaga peradilan
dalam mengungkap dan menindak kasus korupsi SDA.

Pelacakan Aset (Asset Tracing) dan Pengembalian Aset (Asset
Recovery): Memaksimalkan upaya pelacakan aset hasil korupsi hingga
ke luar negeri dan mengembalikannya untuk kas negara.

Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum: Melatih penyidik, jaksa,
dan hakim agar memiliki pemahaman mendalam tentang kasus-kasus
korupsi SDA yang kompleks, termasuk kerugian ekologis.
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Penerapan Follow the Money dan Follow the Asset: Mengikuti
aliran dana dan aset untuk mengungkap jaringan korupsi yang terstruktur
dan sistemik.

Studi Kasus Singkat di Indonesia

Indonesia memiliki banyak kasus korupsi SDA yang menjadi perhatian
publik, seperti:

Kasus Izin Tambang Mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur
Alam: Kasus ini menunjukkan bagaimana korupsi dalam perizinan dapat
menyebabkan kerugian negara triliunan rupiah dan kerusakan
lingkungan. Nur Alam didakwa menyalahgunakan wewenang dalam
penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Pulau Kabaena, yang
merugikan negara hingga triliunan rupiah dan kerusakan lingkungan
senilai Rp2,7 triliun.

Kasus Korupsi Perusahaan Pelat Merah (BUMN) terkait SDA:
Beberapa kasus melibatkan oknum BUMN di sektor pertambangan dan
perkebunan, menunjukkan potensi korupsi dalam pengelolaan aset negara
di sektor SDA. Contoh terbaru adalah kasus korupsi terkait pengelolaan
emas di PT Antam.

Kasus Pembalakan Liar dan Penyelundupan Kayu: Meskipun
sudah berkurang, praktik ini masih sering terjadi, menunjukkan adanya
kolusi antara oknum di lapangan dengan para cukong.

Upaya reformasi tata kelola di Indonesia juga telah dilakukan, seperti:

Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA)
oleh KPK: Program ini berfokus pada pencegahan korupsi di sektor SDA
melalui perbaikan tata kelola, transparansi, dan penegakan hukum.

One Map Policy (Kebijakan Satu Peta): Inisiatif untuk
menyatukan semua data spasial dan perizinan dalam satu peta nasional,
mengurangi tumpang tindih dan konflik lahan yang sering menjadi celah
korupsi.

Penerapan Sistem Perizinan Berbasis Risiko (OSS - Online
Single Submission): Untuk menyederhanakan dan mempercepat proses
perizinan, sekaligus mengurangi interaksi langsung.

Keterlibatan EITI: Indonesia secara aktif berpartisipasi dalam EITI untuk
meningkatkan transparansi di sektor ekstraktif.

Korupsi SDA adalah ancaman serius bagi keberlanjutan
pembangunan, lingkungan, dan keadilan sosial. Dampaknya yang
multidimensional menuntut pendekatan yang komprehensif dan
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sistematis dalam penanganannya. Reformasi tata kelola SDA, dengan
pilar transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, penguatan hukum, dan
penegakan hukum yang tegas, adalah kunci untuk memberantas korupsi
dan memastikan bahwa kekayaan alam benar-benar dimanfaatkan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan untuk memperkaya segelintir
elite yang korup. Peran aktif seluruh elemen masyarakat, akademisi,
media, dan aparat penegak hukum yang berintegritas sangat vital dalam
mewujudkan tata kelola SDA yang bersih dan berkelanjutan.

C. PARTISIPASI PUBLIK DAN SDM DALAM PENGAWASAN
1. Partisipasi Publik dalam Pengawasan

Partisipasi publik merujuk pada keterlibatan masyarakat dalam
proses pengawasan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan
kebijakan publik. Ini penting untuk memastikan transparansi,
akuntabilitas, dan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan dan
aspirasi masyarakat.

Pentingnya Partisipasi Publik

Transparansi: ~ Dengan  melibatkan = masyarakat, proses
pengawasan menjadi lebih terbuka. Masyarakat dapat melihat dan
memahami bagaimana kebijakan diimplementasikan.

Akuntabilitas: Partisipasi publik meningkatkan akuntabilitas para
pengambil keputusan. Mereka harus mempertanggungjawabkan tindakan
mereka kepada publik.

Pemberdayaan:  Partisipasi ~ membantu =~ memberdayakan
masyarakat untuk berkontribusi dalam proses pemerintahan,
meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap lingkungan
dan kebijakan yang ada.

Kualitas Kebijakan: Dengan melibatkan suara masyarakat,
kebijakan yang dihasilkan cenderung lebih relevan dan sesuai dengan
kebutuhan nyata masyarakat.

Bentuk-Bentuk Partisipasi Publik

Forum Diskusi: Mengadakan pertemuan atau diskusi terbuka
antara pemerintah dan masyarakat.

Konsultasi Publik: Mengumpulkan masukan dari masyarakat
terkait rencana kebijakan atau proyek tertentu.

Laporan dan Pengaduan: Masyarakat dapat melaporkan temuan
atau masalah yang mereka hadapi.
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Keterlibatan dalam Pemantauan: Masyarakat berperan langsung
dalam memantau pelaksanaan proyek atau kebijakan.

Sumber Daya Manusia dalam Pengawasan

Sumber daya manusia (SDM) dalam konteks pengawasan
merujuk pada individu dan tim yang memiliki keterampilan,
pengetahuan, dan pengalaman untuk melakukan pengawasan yang efektif
terhadap kebijakan dan program publik.

2. Peran SDM dalam Pengawasan

Pendidikan dan Pelatihan: SDM yang terlatih dengan baik dapat
melakukan analisis yang mendalam dan memberikan rekomendasi yang
berharga. Pelatihan tentang prinsip-prinsip pengawasan dan metodologi
sangat penting.

Kompetensi: Kualitas pengawasan sangat bergantung pada
kompetensi SDM. Mereka perlu memiliki pemahaman yang baik tentang
regulasi, prosedur, dan kebijakan yang relevan.

Kolaborasi: SDM yang baik mampu bekerja sama dengan
berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan
organisasi non-pemerintah. Kolaborasi ini meningkatkan efektivitas
pengawasan.

Integritas: Kualitas pengawasan juga ditentukan oleh integritas
SDM. Mereka harus bersikap objektif dan tidak terpengaruh oleh
kepentingan pribadi atau politik.

Tantangan dalam SDM Pengawasan

Keterbatasan Anggaran: Sumber daya yang terbatas sering kali
menghambat pelatihan dan pengembangan SDM.

Rotasi dan Pergantian Staf: Tingginya tingkat pergantian staf
dapat mengurangi continuity dan akumulasi pengetahuan dalam
pengawasan. Kesadaran dan Dukungan: Terkadang, ada kurangnya
kesadaran akan pentingnya pengawasan di antara SDM, yang dapat
mengurangi efektivitas mereka.

3. Partisipasi Publik

Partisipasi publik adalah keterlibatan masyarakat dalam proses
pengawasan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan
kebijakan publik, termasuk pengelolaan sumber daya alam (SDA).
Partisipasi ini mencakup berbagai bentuk keterlibatan, seperti konsultasi,
pengawasan langsung, dan masukan dalam perencanaan.
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4. Pentingnya Partisipasi Publik

Transparansi: Keterlibatan masyarakat membantu membuka
informasi mengenai kebijakan, sehingga menciptakan lingkungan yang
transparan. Ini memungkinkan masyarakat untuk memahami proses dan
hasil pengelolaan SDA.

Akuntabilitas: Dengan partisipasi, masyarakat dapat meminta
pertanggungjawaban pengelola SDA. Ini mendorong pengambil
keputusan untuk lebih berhati-hati dalam membuat kebijakan yang
berdampak pada masyarakat dan lingkungan.

Pemberdayaan Masyarakat: Partisipasi meningkatkan rasa
memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap lingkungan. Ketika
masyarakat terlibat, mereka lebih cenderung menjaga dan melestarikan
SDA.

5. Bentuk-Bentuk Partisipasi Publik

Forum Diskusi: Pertemuan antara pemerintah dan masyarakat
untuk mendiskusikan isu-isu pengelolaan SDA.

Konsultasi Publik: Pengumpulan masukan dari masyarakat
sebelum implementasi kebijakan.

Pengawasan Masyarakat: Keterlibatan langsung masyarakat
dalam memantau proyekproyek pengelolaan SDA.

SDM dalam pengawasan adalah individu yang memiliki
kompetensi dan keterampilan untuk melakukan pengawasan yang efektif
terhadap pengelolaan SDA. SDM ini mencakup pegawai pemerintah,
anggota masyarakat, dan profesional dari berbagai sektor.

6. Tantangan dalam Pengelolaan SDM

Keterbatasan Anggaran: Sumber daya yang terbatas dapat
menghambat pelatihan dan pengembangan SDM.

Rotasi Staf: Tingginya tingkat pergantian staf dapat mengurangi
kontinuitas dalam pengawasan.

Kesadaran dan Dukungan: Kurangnya kesadaran akan pentingnya
pengawasan di antara SDM dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan.

Partisipasi publik dan SDM memiliki hubungan yang saling
mendukung. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dapat
memperkuat kapasitas SDM, sementara SDM yang kompeten dapat
memfasilitasi partisipasi publik dengan menyediakan informasi dan
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pelatihan yang diperlukan. Dengan sinergi ini, pengawasan terhadap
pengelolaan SDA dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Partisipasi publik dan sumber daya manusia adalah dua pilar
penting dalam pengawasan pengelolaan sumber daya alam. Keduanya
saling mendukung untuk menciptakan sistem yang transparan, akuntabel,
dan berkelanjutan. Membangun kerangka kerja yang memfasilitasi kedua
aspek ini akan meningkatkan kualitas pengelolaan SDA dan memastikan
bahwa kepentingan masyarakat dan lingkungan terlindungi.

Partisipasi publik dan sumber daya manusia merupakan dua
komponen penting dalam pengawasan kebijakan publik. Keterlibatan
masyarakat tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas,
tetapi juga memperkuat legitimasi kebijakan. Di sisi lain, SDM yang
berkualitas dan terlatih sangat penting untuk memastikan pengawasan
yang efektif dan berkelanjutan. Mengoptimalkan kedua aspek ini akan
menghasilkan sistem pemerintahan yang lebih baik dan responsif
terhadap masyarakat.

D. TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM TATA
KELOLA SUMBER DAYA ALAM

1. Pengertian Transparansi dalam Tata Kelola Sumber Daya Alam

Transparansi merujuk pada keterbukaan informasi dalam proses
pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya alam (SDA).
Dalam konteks ini, transparansi berarti semua informasi yang relevan
tentang kebijakan, praktik, dan hasil pengelolaan SDA tersedia untuk
publik dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Pentingnya Transparansi

Meningkatkan Kepercayaan: Keterbukaan informasi membangun
kepercayaan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

Mencegah Korupsi: Dengan informasi yang terbuka, praktik
korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan.

Partisipasi Masyarakat: Masyarakat yang memiliki akses
informasi lebih cenderung berpartisipasi dalam proses pengelolaan SDA.

Pengertian Akuntabilitas dalam Tata Kelola Sumber Daya Alam

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan
keputusan dan tindakan yang diambil dalam pengelolaan SDA. Ini
mencakup tanggung jawab pemerintah dan pihak terkait untuk
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menjelaskan dan menjawab pertanyaan dari publik tentang bagaimana
sumber daya dikelola.

Pentingnya Akuntabilitas

Pertanggungjawaban: Akuntabilitas memastikan bahwa pihak
yang mengelola SDA dapat dimintai pertanggungjawaban atas keputusan
dan dampaknya.

Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik: Dengan adanya
akuntabilitas, pengambil keputusan cenderung mempertimbangkan
dampak jangka panjang dan kepentingan masyarakat.

Perbaikan Berkelanjutan: Mekanisme akuntabilitas mendorong
perbaikan berkelanjutan dalam praktik pengelolaan SDA.

Analisis Hubungan Transparansi dan Akuntabilitas Interdependensi

Transparansi dan akuntabilitas saling terkait dan saling
memperkuat. Transparansi yang baik memfasilitasi akuntabilitas, karena
informasi yang terbuka memungkinkan masyarakat untuk menilai kinerja
pengelola SDA. Sebaliknya, akuntabilitas yang kuat mendorong
transparansi, karena pengelola akan lebih cenderung untuk berbagi
informasi jika mereka tahu bahwa mereka akan dimintai
pertanggungjawaban. Dampak pada Pengelolaan Sumber Daya Alam

Keberlanjutan: ~ Dengan  transparansi dan  akuntabilitas,
pengelolaan SDA menjadi lebih berkelanjutan, karena keputusan yang
diambil mencerminkan kepentingan masyarakat dan lingkungan.

Pencegahan Konflik: Keterbukaan informasi dan tanggung jawab dapat
mengurangi potensi konflik antara pemerintah, perusahaan, dan
masyarakat lokal.

Peningkatan Kualitas Kebijakan: Kebijakan yang didasarkan pada data
dan masukan publik lebih mungkin untuk berhasil dalam jangka panjang.

2. Transparansi

Transparansi dalam tata kelola sumber daya alam (SDA) merujuk
pada keterbukaan informasi terkait pengelolaan, pengambilan keputusan,
dan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan SDA. Ini mencakup
akses informasi yang jelas dan dapat dipahami oleh semua pemangku
kepentingan, termasuk masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. c.
Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan
keputusan dan tindakan yang diambil dalam pengelolaan SDA. Ini
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mencakup tanggung jawab pihak yang mengelola SDA untuk
menjelaskan bagaimana sumber daya tersebut dikelola dan dampaknya
terhadap masyarakat dan lingkungan.

3. Pentingnya Transparansi dalam Tata Kelola SDA

Meningkatkan Kepercayaan Publik: Keterbukaan informasi
membangun kepercayaan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor
swasta. Masyarakat yang merasa informasi tersedia cenderung lebih
percaya pada pengelolaan yang dilakukan.

Mencegah Korupsi: Transparansi membantu mengurangi peluang
untuk praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan informasi
yang terbuka, pengelola SDA lebih terawasi oleh publik.

Partisipasi Masyarakat: Ketika informasi tersedia, masyarakat
lebih cenderung untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan
keputusan, yang pada gilirannya memperkaya kebijakan dengan
perspektif yang beragam.

4. Pentingnya Akuntabilitas dalam Tata Kelola SDA

Pertanggungjawaban: ~ Akuntabilitas =~ memastikan = bahwa
pengelola SDA dapat dimintai pertanggungjawaban atas keputusan dan
tindakan mereka. Ini mendorong pengambil keputusan untuk bertindak
secara etis dan bertanggung jawab.

Peningkatan Kualitas Kebijakan: Dengan adanya akuntabilitas,
proses pengambilan keputusan menjadi lebih hati-hati dan lebih
mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap masyarakat dan
lingkungan.

Perbaikan Berkelanjutan: Mekanisme akuntabilitas mendorong evaluasi
dan perbaikan berkelanjutan dalam praktik pengelolaan SDA. Pengelola
yang bertanggung jawab cenderung mengadaptasi strategi berdasarkan
umpan balik publik.

5. Hubungan antara Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas saling terkait. Keterbukaan
informasi mendorong pengelola untuk bertanggung jawab atas tindakan
mereka. Sebaliknya, akuntabilitas yang kuat menciptakan insentif bagi
pengelola untuk mempertahankan transparansi. Keduanya berkontribusi
pada pengelolaan SDA yang lebih baik dan lebih berkelanjutan.
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6. Tantangan dalam Menerapkan Transparansi dan Akuntabilitas

Keterbatasan Sumber Daya: Banyak lembaga pengelola SDA
kekurangan sumber daya untuk menerapkan praktik transparansi dan
akuntabilitas secara efektif.

Kurangnya Kesadaran: Di beberapa daerah, masih ada kurangnya
kesadaran tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas di kalangan
pengelola dan masyarakat.

Birokrasi yang Rumit: Proses birokrasi yang rumit dapat menghambat
akses masyarakat terhadap informasi yang relevan.

Transparansi dan akuntabilitas adalah dua pilar utama dalam tata
kelola sumber daya alam. Keduanya berkontribusi pada pengelolaan yang
lebih baik, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Mengatasi tantangan yang ada dan membangun kerangka kerja yang
mendorong transparansi dan akuntabilitas adalah langkah penting untuk
memastikan bahwa sumber daya alam dikelola secara adil dan efisien.

Transparansi dan akuntabilitas adalah dua pilar penting dalam
tata kelola sumber daya alam. Keduanya berkontribusi pada pengelolaan
yang lebih baik, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan
masyarakat. Membangun sistem yang memperkuat transparansi dan
akuntabilitas adalah langkah krusial untuk memastikan bahwa sumber
daya alam dikelola secara efisien dan adil.

E. PERAN KELEMBAGAAN DALAM MENINGKATKAN
EFEKTIVITAS SDM SDA

Tanpa kerangka kelembagaan yang kuat, pengelolaan SDM
dan SDA cenderung menjadi tidak terstruktur, rawan konflik, dan tidak
efisien. Kelembagaan menyediakan:

Aturan Main yang Jelas: Membangun dasar hukum dan
kebijakan yang mengatur bagaimana SDM dikembangkan dan bagaimana
SDA dieksplorasi, dimanfaatkan, dan dilestarikan.

Mekanisme Koordinasi: Memfasilitasi kerja sama antar-lembaga
pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mencapai tujuan bersama.

Insentif dan Disinsentif: Mendorong perilaku yang diinginkan
(misalnya, investasi pada pendidikan, praktik penambangan
berkelanjutan) dan mencegah perilaku yang tidak diinginkan (misalnya,
korupsi, eksploitasi SDA berlebihan).
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Penyelesaian Konflik: Menyediakan forum dan prosedur untuk
menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul dalam pengelolaan SDM
dan SDA.

Akuntabilitas dan Transparansi: Memastikan bahwa para
pemangku kepentingan bertanggung jawab.

Peran Kelembagaan dalam Meningkatkan Efektivitas Sumber Daya
Manusia (SDM) Sumber

Daya Alam (SDA)
Pengantar

Sumber Daya Alam (SDA) merupakan aset penting bagi
pembangunan ekonomi suatu negara. Namun, pengelolaan SDA yang
efektif sangat bergantung pada kualitas dan kemampuan Sumber Daya
Manusia (SDM) yang mengelolanya. Dalam konteks ini, kelembagaan
memiliki peran krusial dalam meningkatkan efektivitas SDM dalam
pengelolaan SDA.

1. Definisi Kelembagaan

Kelembagaan merujuk pada struktur, norma, dan aturan yang
mengatur interaksi antara individu dan kelompok dalam masyarakat.
Dalam konteks pengelolaan SDA, kelembagaan mencakup pemerintah,
lembaga non-pemerintah, organisasi masyarakat sipil, serta mekanisme
hukum yang ada.

2. Peran Kelembagaan
a. Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan

Kelembagaan berperan dalam menyediakan pendidikan dan
pelatihan bagi SDM. Program pelatihan yang dirancang oleh
lembaga pemerintah dan swasta dapat meningkatkan keterampilan
teknis dan manajerial SDM yang terlibat dalam pengelolaan SDA.

b. Pengaturan dan Kebijakan

Kelembagaan juga bertanggung jawab dalam merumuskan
kebijakan yang mendukung pengelolaan SDA yang berkelanjutan.
Kebijakan tersebut mencakup regulasi, insentif, dan pengawasan
yang memastikan bahwa SDM beroperasi dalam kerangka yang
jelas dan terarah. 3. Fasilitasi Kerjasama

Kelembagaan dapat memfasilitasi kerjasama antara berbagai
pemangku kepentingan, seperti pemerintah, masyarakat, dan sektor
swasta. Melalui kolaborasi, SDM dapat saling bertukar
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pengetahuan dan pengalaman, meningkatkan efektivitas
pengelolaan SDA.

c. Penguatan Kapasitas

Kelembagaan berperan dalam memperkuat kapasitas SDM melalui
pengembangan jaringan dan komunitas praktik. Dengan
membangun jaringan, SDM dapat belajar dari praktik terbaik dan
memperluas wawasan mereka dalam pengelolaan SDA.

3. Tantangan dalam Kelembagaan

Meskipun kelembagaan memiliki peran penting, terdapat berbagai
tantangan yang dihadapi, antara lain:

Birokrasi yang Rumit: Proses birokrasi yang lambat dapat menghambat
pengambilan keputusan yang cepat dan efektif.

Kurangnya Sumber Daya: Banyak lembaga yang tidak memiliki sumber
daya yang cukup untuk melaksanakan program-program pengembangan
SDM.

Koordinasi yang Lemah: Koordinasi antara berbagai lembaga sering kali
tidak berjalan lancar, mengakibatkan tumpang tindih program dan
kebijakan.

Kelembagaan memainkan peran penting dalam meningkatkan
efektivitas SDM dalam pengelolaan SDA. Melalui pendidikan, kebijakan,
kerjasama, dan penguatan kapasitas, kelembagaan dapat mendorong
pengelolaan SDA yang lebih berkelanjutan dan efisien. Namun,
tantangan yang ada perlu diatasi untuk mencapai tujuan tersebut. Upaya
kolaboratif antara berbagai pemangku kepentingan sangat diperlukan
untuk menciptakan kelembagaan yang lebih responsif dan adaptif
terhadap kebutuhan pengelolaan SDA.

F. STUDI KASUS: EITI DAN TRANSPORTASI SEKTOR
EKSTRAKTIF DI INDONESIA

1. Analisis Studi Kasus: EITI dan Transportasi Sektor Ekstraktif di
Indonesia

Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif (EITI) adalah standar
global yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya di sektor ekstraktif
seperti minyak, gas, dan mineral. Di Indonesia, EITI telah
diimplementasikan untuk memastikan bahwa pendapatan dari sektor
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ekstraktif dikelola dengan baik dan memberikan manfaat bagi
masyarakat.

Transportasi dalam sektor ekstraktif di Indonesia menjadi krusial
karena menghubungkan lokasi produksi dengan pasar dan konsumen.
Namun, infrastruktur transportasi yang tidak memadai dapat
menimbulkan tantangan besar dalam efisiensi dan efektivitas operasional.

2. Latar Belakang EITI di Indonesia

Indonesia bergabung dengan EITI pada tahun 2010 dan menjadi
negara yang berkomitmen untuk melaporkan pendapatan dari sektor
ekstraktif secara terbuka. Melalui laporan EITI, pemerintah, perusahaan,
dan masyarakat dapat melihat aliran pendapatan dan pengeluaran, serta
memahami bagaimana dana tersebut digunakan untuk pembangunan.

a. Tujuan EITI

Meningkatkan transparansi: Menyediakan data yang jelas tentang
pendapatan dari sektor ekstraktif.

Mendorong partisipasi publik: Mengajak masyarakat untuk terlibat
dalam pengawasan penggunaan pendapatan.

Meningkatkan akuntabilitas: Memastikan bahwa pemerintah dan
perusahaan bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya.

b. Peran Transportasi dalam Sektor Ekstraktif

Transportasi adalah salah satu aspek penting dalam sektor
ekstraktif. Di Indonesia, sektor ini menghadapi tantangan besar
dalam hal infrastruktur dan logistik.

c. Infrastruktur Transportasi

Jalan dan Jembatan: Banyak area ekstraktif terletak di daerah
terpencil, di mana aksesibilitas sangat terbatas. Kerusakan atau
ketidakcukupan infrastruktur dapat menghambat pengiriman hasil
tambang ke pasar.

Pelabuhan: Pelabuhan yang tidak memadai dapat menyebabkan
penundaan dalam pengiriman barang, yang berdampak pada
pendapatan perusahaan dan pemerintah.

Transportasi Multimoda: Mengintegrasikan berbagai moda
transportasi (darat, laut, udara) untuk meningkatkan efisiensi
pengangkutan barang dari lokasi ekstraktif ke konsumen.
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d. Tantangan yang Dihadapi

1) Korupsi dan Praktik Buruk
Salah satu tantangan utama dalam sektor ekstraktif adalah
korupsi, yang dapat menghambat transparansi. Tanpa
pengawasan yang efektif, pendapatan dari sumber daya alam
dapat disalahgunakan.

2) Ketidakpastian Regulasi
Regulasi yang sering berubah dapat menciptakan
ketidakpastian bagi investor dan perusahaan, yang berpotensi
memperlambat investasi di sektor transportasi dan infrastruktur.

3) Dampak Lingkungan
Transportasi sektor ekstraktif juga berdampak pada lingkungan.
Pembangunan infrastruktur yang tidak berkelanjutan dapat
merusak ekosistem dan mengurangi kualitas hidup masyarakat
lokal.

3. Strategi untuk Meningkatkan Efisiensi

a. Peningkatan Infrastruktur
Investasi dalam infrastruktur transportasi yang lebih baik, seperti
jalan, jembatan, dan pelabuhan, sangat penting. Pemerintah perlu
bekerja sama dengan sektor swasta untuk meningkatkan fasilitas
ini.

b. Penguatan Kebijakan EITI
Mengintegrasikan laporan EITI dengan data transportasi dapat
memberikan gambaran yang lebih jelas tentang aliran pendapatan
dan pengeluaran, serta meningkatkan akuntabilitas.

c. Keterlibatan Masyarakat
Masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengawasan dan
pengambilan keputusan. Ini dapat dilakukan melalui forum publik
dan pelatihan untuk memahami data EITIL.

EITI dan transportasi sektor ekstraktif di Indonesia saling terkait
dan memainkan peran penting dalam pengelolaan sumber daya alam.
Meskipun terdapat tantangan yang signifikan, dengan peningkatan
transparansi, investasi dalam infrastruktur, dan keterlibatan masyarakat,
Indonesia dapat memaksimalkan manfaat dari sektor ekstraktif sambil
meminimalkan dampak negatifnya. Keberhasilan EITI di Indonesia
bergantung pada komitmen semua pihak untuk bekerja sama dalam
menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel.
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KESIMPULAN

Buku ini menyimpulkan bahwa sinergi antara Sumber Daya
Manusia (SDM) yang berkualitas dan pengelolaan Sumber Daya Alam
(SDA) yang bijaksana merupakan fondasi utama bagi pembangunan
ekonomi berkelanjutan di Indonesia. SDM adalah aktor sentral dalam
memanfaatkan, menjaga, dan mengembangkan SDA secara efisien dan
berkelanjutan, mengubahnya dari komoditas mentah menjadi aset bernilai
tambah tinggi melalui hilirisasi dan inovasi. Tanpa SDM yang tangguh,
kekayaan SDA berpotensi menjadi "kutukan sumber daya" (resource
curse) dan memicu "penyakit Belanda" (Dutch disease), yang
menghambat diversifikasi ekonomi, menimbulkan kesenjangan sosial,
dan merusak lingkungan.

Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, pelatihan vokasi,
dan literasi lingkungan menjadi krusial untuk menggerakkan transformasi
teknologi, mendorong ekonomi hijau, serta memastikan tercapainya
tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Diperlukan kolaborasi
multipihak yang kuat antara pemerintah, industri, akademisi, dan
masyarakat untuk membangun ekosistem yang mendukung inovasi,
menerapkan tata kelola yang transparan, dan memberdayakan komunitas
lokal dalam pengelolaan SDA. Dengan demikian, Indonesia dapat
mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing global,
dan lestari bagi generasi mendatang.

Saran

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan, berikut adalah
beberapa saran strategis untuk mengoptimalkan sinergi SDM dan SDA
demi pembangunan berkelanjutan di Indonesia:

* Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan SDM Berbasis
SDA: Investasi yang lebih besar pada pendidikan formal dan
vokasional, khususnya di daerah-daerah kaya SDA, untuk
menghasilkan tenaga kerja terampil yang relevan dengan
kebutuhan industri pengolahan SDA modern. Program sertifikasi
kompetensi harus digalakkan untuk meningkatkan daya saing
tenaga kerja lokal.

* Mendorong Hilirisasi dan Ekonomi Hijau: Pemerintah perlu
memberikan insentif lebih lanjut untuk industri pengolahan dalam
negeri guna meningkatkan nilai tambah SDA, alih-alih hanya
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mengekspor bahan mentah. Pengembangan energi terbarukan dan
praktik "green economy" harus menjadi prioritas.

* Penguatan Tata Kelola dan Regulasi: Penting untuk menyusun
Undang-Undang Induk SDA yang terintegrasi untuk menciptakan
kerangka hukum yang jelas, transparan, dan berkeadilan.
Reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi di sektor SDA
juga harus terus diperkuat.

* Pemberdayaan Masyarakat Lokal: Mendorong model pengelolaan
SDA berbasis komunitas (community-based management) yang
melibatkan aktif masyarakat adat dan lokal dalam perencanaan,
pengawasan, dan pemanfaatan SDA secara berkelanjutan.

* Investasi dalam Riset dan Inovasi: Mendukung penelitian dan
pengembangan (R&D) untuk menciptakan teknologi baru dalam
pengolahan SDA, efisiensi sumber daya, dan penanganan limbah,
dengan membangun kolaborasi erat antara akademisi dan industri.

* Pemerataan Akses dan Infrastruktur: Memastikan pemerataan
akses terhadap pendidikan, teknologi, dan infrastruktur pendukung
(fisik dan digital) di seluruh wilayah, terutama di daerah terpencil
yang kaya SDA, untuk mengurangi kesenjangan kualitas SDM
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